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ABSTRAK 
 
Andi Surya Nusantara Djabba, NIM B 111 10 394. Penyesuaian 
Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia 
Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009. 
Dibimbing oleh Juajir Sumardi selaku Pembimbing I dan Laode 
Abdul Gani selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor – faktor penghambat 
penyesuaian kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah 
Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009; 
dan (2) penyesuaian kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 
Tahun 2009 melalui arbitral tribunal menggunakan UNCITRAL arbitration 
rules. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu 
mengkaji hukum secara normatif, juga mengkaji hukum dalam 
pelaksanaannya. Kemudian data primer dan data sekunder yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni suatu analisis yang 
sifatnya menjelaskan mengenai implikasi dari peraturan perundang – 
undangan, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan 
dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan, yang 
selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) faktor – faktor penghambat penyesuaian Kontrak Karya PT. 
Vale terhadap Undang – Undang Minerba ialah: 1) keterlambatan 
Pemerintah Indonesia membentuk tim negosiasi; 2) tidak adanya 
ketentuan sanksi bagi perusahaan yang lalai atau tidak bersedia 
melakukan penyesuaian kontrak karya; 3) kurang jelasnya bagaimana 
pasal – pasal dalam kontrak karya harus disesuaikan; 4) dinamika 
perubahan peraturan selama proses renegosiasi; dan 5) proses 
pengambilan keputusan yang lambat dari para pihak. Walaupun telah 
ditandatangani amandemen kontrak karya 2014 PT. Vale, namun 
kesepakatan tersebut masih menyisakan beberapa poin permasalahan 
yang ditinjau berdasarkan Undang – Undang Minerba. (2) Berdasarkan 
perjanjian arbitrase dalam Kontrak Karya PT. Vale, permasalahan 
penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale terhadap Undang – Undang Minerba 
dapat diselesaikan berdasarkan UNCITRAL arbitration rules. Eksekusi 
putusan berdasarkan UNCITRAL arbitration rules dapat dilaksanakan di 
Indonesia merujuk Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pertimbangan arbiter atau 
majelis arbiter dalam memutus perkara berdasarkan Undang – Undang 
Minerba, kontak karya PT. Vale, prinsip hardship, asas sanctity of contract 
dan the principle of permanent sovereignty over natural resource. 
 
Kata kunci: Penyesuaian kontrak karya, PT. Vale, Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 2009, UNCITRAL arbitration rules 
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ABSTRACT 
 
Andi Surya Nusantara Djabba, NIM B 111 10 394 Adjustment Contract 
of Work (CoW) PT. Vale Indonesia, Tbk with the Indonesian 
government after the enactment of the Regulation Number 4 of 2009. 
Guided by Juajir Sumardi as the 1st Adviser and Laode Abdul Gani 
as the 2nd adviser. 
 
This study aims to determine (1) the inhibiting factors of the adjusment PT. 
Vale Indonesia, Tbk Contract of Work with the Indonesian government 
after the enactment of Law Number 4 of 2009 and (2) adjusting the work of 
contract PT. Vale Indonesia, Tbk with the Indonesian government after the 
enactment of Regulation Number 4 of 2009 through the arbitral tribunal 
using the UNCITRAL arbitration rules. 
Research method is empirical normative and reviewing the law in practice. 
Then the primary data and secondary data were analyzed by using 
descriptive qualitative method that is an analysis to explain the 
implications of  the regulation. Then attributed to the fact in the field and to 
offer possible solutions that can be used, then presented 
descriptively. The results showed that (1) the inhibiting factors adjustment 
to the contract of work PT Vale Mining Law is: 1) the delay of Indonesian 
government to established a negotiating team; 2) the absence of the 
provision of sanctions for companies that negligent or not willing to make 
adjustments to their Contract of Work; 3) lack of clarity in how the clauses 
in the contract of work should be adjusted; 4) the dynamics change of 
regulation during the renegotiation process and; 5) the slow decision – 
making processes of the parties. Although the contract amandment of  PT. 
Vale has been signed in 2014, but the agreement still leaves some point 
issues which are reviewed based on the Minerba Law. 2) based on the 
arbitration agreement in the contract of work PT. Vale, the  problems of 
contract adjustment of  PT. Vale can be resolved by using the UNCITRAL 
arbitration rules.  
Execution of decision based on the UNCITRAL arbitration rules can be 
implemented in Indonesia refers to the Presidential Decree Number 34 of 
1999. Consideration of the arbitrator or panel of arbitrators in deciding 
based on the law and coal/mining contracts of work PT. Vale, hardship 
principle, the principle of sanctity of contract and the principle of 
permanent sovereignty over natural resource. 
 
Keywords: adjustment contract of work, PT. Vale, Regulation Number 4 
of 2009, UNCITRAL arbitration rules 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pemerintah Indonesia membutuhkan modal yang besar, teknologi 
yang canggih dan tenaga ahli dalam eksplorasi dan eksploitasi 
pertambangan. Hal tersebut dikarenakan karakteristik yang khas pada 
sektor pertambangan yaitu: tidak dapat diperbaharui, mempunyai 
resiko relatif tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak 
lingkungan baik fisik maupun sosial.1 Karakteristik sumber daya 
mineral yang unik disertai minimnya modal, teknologi dan tenaga ahli 
pada tahun 1967-an menjadikan pengusahaannya tidak dapat 
seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga diperlukan 
kebijakan kerjasama dengan investor asing sepanjang tidak 
mengakibatkan ketergantungan terus – menerus serta tidak merugikan 
kepentingan nasional. 
Kebijakan pintu terbuka terhadap penanaman modal asing sebagai 
langkah pemanfaatan sumber permodalan, memerlukan regulasi untuk 
mengatur lalu lintas permodalan asing, agar kuasa modal yang masuk 
dapat dikontrol oleh kedaulatan ekonomi negara dan tetap dalam 
koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan 
memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan 
                                                             
1 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan. UII Press. Jogjakarta. 2004. Hlm. 152  
  
 
2 
ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok 
masyarakat serta mendukung peran usaha masyarakat dan nasional.2  
Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing di Indonesia, kemudian di amandemen 
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1970, Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam 
Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing 
dan terakhir disahkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, merupakan regulasi pelaksanaan kerja 
sama antara unsur asing dan unsur nasional, arus timbal balik antara 
kepentingan asing dan kepentingan nasional, sehingga diharapkan 
tercapainya suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara 
pihak asing dan pihak nasional. 
Hubungan kerjasama antara pemerintah dan investor asing dalam 
menanamkan modalnya di bidang pertambangan bersifat perdata 
internasional, hal ini dikarenakan adanya unsur asing yaitu modal dan 
subjek hukum asing pada kerjasama dalam bentuk investasi modal di 
bidang pertambangan. Menurut Bayu Hardjowahmono3, Hukum 
Perdata Internasional adalah: 
 “...aturan – aturan hukum nasional yang dibuat untuk 
mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang 
mengandung unsur – unsur transnasional (asing dalam 
bidang perdagangan).”  
                                                             
2 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Penerbit Prenada Media. Jakarta. 
2006. Hlm. 31 
3
 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu. PT. Citra 
Aditya Bakti. Bandung. 2013. Hlm. 10 
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Jadi, subjek hukum internasional yaitu investor asing dalam melakukan 
hubungan hukum di bidang pertambangan di wilayah Indonesia harus 
tunduk pada aturan pertambangan nasional.  
Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan 
– Ketentuan Pokok Pertambangan, kerjasama di bidang pertambangan 
berbentuk Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Production Sharing. 
Kemudian, menurut sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia 
yang berlaku saat ini yaitu Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut 
Undang – Undang Minerba) pengusahaan pertambangan 
menggunakan tiga bentuk izin yang diberikan kepada pemohon, 
meliputi Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 
Dalam undang – undang ini juga masih mengakui keberadaan kontrak 
atau izin yang berlaku sebelumnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 
169 huruf a Undang – Undang Minerba, yaitu: 
“Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlaku 
Undang – Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka 
waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.” 
Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih 
pihak dimana masing – masing pihak yang ada di dalam kontrak 
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tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.4 Dasar 
hukum kontrak diambil dari pengertian perjanjian yang terdapat dalam 
Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang 
merumuskan: 
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
lain atau lebih.” 
Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat 
berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional 
adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam 
suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan 
kontrak internasional adalah kontrak yang didalamnya ada atau 
terdapat unsur asing (foreign element).5 
Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam 
pertambangan umum, istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari 
bahasa Inggris yaitu work of contract. Menurut Salim HS6, kontrak 
karya adalah:  
”Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah 
Indonesia dengan kontraktor asing semata – mata 
dan/atau merupakan patungan antara badan hukum 
asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang 
pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang 
disepakati kedua belah pihak.” 
                                                             
4
 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005. Hlm. 9 
5
 Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional. Alumni. Bandung. Hlm. 7 
6 Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 130 
  
 
5 
Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemerosesan 
Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan 
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah 
ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak karya adalah: 
“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia 
dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara 
asing dengan nasional (dalam rangka penanaman modal 
asing) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman 
kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing serta Undang – Undang Nomor 
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok 
Pertambangan Umum.” 
Dalam naskah kontrak karya memuat ketentuan – ketentuan yang 
mengatur aspek hukum, teknis, kewajiban di bidang keuangan dan 
perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan, hak – hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, 
pengakhiran kontrak, soal – soal umum (antara lain, promosi 
kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan – 
ketentuan lain. Semua ketentuan – ketentuan itu diberlakukan selama 
jangka waktu kontrak. 
Setelah diterbitkannya Undang – Undang Minerba, sesuai dengan 
amanat Pasal 169 huruf b, yaitu pada saat Undang – Undang Minerba 
mulai berlaku: 
“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya 
dan perjanjian karya pengusahaan batubara sebagai 
mana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat – 
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lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang ini 
diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.” 
Pada tanggal 10 Januari 2012, Pemerintah Indonesia telah 
menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012 
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya 
(selanjutnya di sebut KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut PKP2B). 
Tim evaluasi ini memiliki fokus kerja untuk melakukan renegosiasi dan 
peninjauan kembali kontrak tambang dengan seluruh perusahaan 
pemegang KK dan PKP2B. Ada enam poin strategis yang 
direnegosiasi atau ditinjau kembali, meliputi: 1) Luas wilayah konsesi; 
2) Perpanjangan dan berakhirnya kontrak; 3) Pajak dan royalti; 4) 
Divestasi saham; 5) Pengolahan dan pemurnian dalam negeri; 6) 
Prioritas penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri. 
Salah satu perusahaan dalam rangka penanaman modal asing yang 
memiliki lisensi KK pertambangan untuk melakukan eksplorasi, 
penambangan, pengelolaan dan produksi nikel adalah PT. Vale 
Indonesia, Tbk (selanjutnya di sebut PT. Vale). Setelah berlakunya 
Undang – Undang Minerba maka hal ini akan menimbulkan implikasi 
pada substansi KK PT. Vale untuk menyesuai terhadap Undang – 
Undang Minerba.  
Sejak Undang – Undang Minerba diterbitkan di tahun 2009, sesuai 
dengan amanat Undang – Undang Minerba, PT. Vale selaku 
  
 
7 
pemegang konsesi KK pertambangan seharusnya telah menyesuaikan 
kontrak karyanya setahun setelah Undang – Undang Minerba 
diterbitkan. Namun keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan KK 
PT. Vale dan KK perusahaan pertambangan lainnya baru terealisasi di 
tahun 2012 setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian 
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara yang mempunyai jangka waktu kerja sampai bulan 
Desember Tahun 2013. 
Namun hingga bulan September tahun 2014, masalah renegosiasi KK 
PT. Vale menyesuai dengan Undang – Undang Minerba belum juga 
mencapai kata sepakat. Negosiasi yang berlarut – larut serta sulitnya 
memprediksi kapan berakhirnya renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale, 
dikarenakan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. 
Di satu sisi, pemerintah menginginkan renegosiasi ini dapat 
meningkatkan kontribusi dan menguatkan posisi negara dari sektor 
pertambangan. Di sisi lain, PT. Vale sebagai perseroaan terkesan 
enggan mengubah kontrak yang telah disepakati karena tentu dapat 
mengurangi profit perusahaan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan 
status renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah 
Indonesia merupakan suatu permasalahan kontraktual dibidang 
pertambangan. 
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Pada kasus PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia, telah ditempuh 
jalur negosiasi. Namun dengan melihat fakta berlarut – larutnya 
penyelesaian sengketa dengan mekanisme ini, sehingga menimbulkan 
potensi kerugian negara di satu sisi yang disebabkan status kontrak 
karya yang juga tidak menyesuai dengan Undang – Undang Minerba. 
Di lain pihak Kontrak Karya PT. Vale yang menjadi landasan 
beroperasinya PT. Vale di Indonesia, semestinya dihormati (sanctity of 
contract) hingga berakhirnya masa kontrak karya di tahun 2025. 
Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat dicoba mekanisme 
lain penyelesaian sengketa dengan memperhatikan kemungkinan 
dapat digunakan, konsekuensi dan keuntungan dari metode 
penyelesaian tersebut. 
Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa bisnis dengan 
menggunakan pihak atau forum ketiga sebagai wasit yang putusannya 
bersifat final dan binding.7 Di Indonesia, ketentuan mengenai arbitrase 
diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut 
Undang – Undang Arbitrase). Pasal 1 angka 1 mendefinisikan 
arbitrase: 
“Sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa.”  
                                                             
7
 H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok – Pokok Hukum Dagang, Pariwisata, Kepailitan dan Penundaan 
Pembayaran, Cetakan III, Djambatan. Jakarta. 1992. Hlm.1 
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Keuntungan menggunakan arbitrase sebagai metode alternatif 
penyelesaian sengketa adalah:8 
1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural 
dan administratif; 
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya 
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang 
cukup mengenai masalah yang disengketakan; 
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; 
dan 
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan 
dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun 
langsung dapat dilaksanakan. 
Selain itu kelebihan dari arbitrase, juga seperti:9 
6. Tidak ada kemungkinan akan terjadi keberpihakan dalam proses 
pengambilan keputusan; 
7. Keputusan diambil oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase yang ahli di 
bidangnya masing – masing; 
8. Lebih cepat daripada litigasi; 
                                                             
8 Lihat Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 30 Tahun tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
9
 I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta. PT Fikahati Aneska. 2009. 
Hlm. 215 
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9. Kurang memiliki sifat permusuhan dibandingkan dengan litigasi; 
10. Berlaku secara Internasional; 
11. Ada kesempatan potensial untuk melakukan suatu perbaikan; 
12. Tidak konfrontatif; 
13. Proses arbitrase dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan tidak 
terlalu formal; dan 
14. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang pihaknya 
telah terikat dalam perjanjian (klausul) arbitrase.  
Terkait dengan perjanjian arbitrase, dalam Pasal 1 butir 3 Undang – 
Undang Arbitrase menyebutkan bahwa: 
“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa 
klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian 
tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya 
sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 
dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 
Mengenai cara pembuatan perjanjian arbitrase berdasarkan ketentuan 
diatas, terdiri atas dua bentuk, yaitu pactum de compromittendo dan 
akta kompromis. Berikut adalah penjelasan atas dua jenis perjanjian 
arbitrase tersebut. 
Pactum de compromittendo berarti kesepakatan setuju dengan 
putusan arbiter. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 Undang – 
Undang Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut: 
“Undang – undang ini mengatur penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan 
bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul 
atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut 
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akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui 
alternatif penyelesaian sengketa.” 
Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain 
kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang 
membuat persetujuan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan 
yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase.10  
Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta 
kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang – 
Undang Arbitrase. Berikut bunyi Pasal 9 Undang – Undang Arbitrase: 
1. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal 
tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani 
para pihak. 
2. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis 
sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris. 
3. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memuat: a) Masalah yang dipersengketakan; b) Nama lengkap dan 
tempat tinggal para pihak; c) Nama lengkap dan tempat tinggal 
arbiter atau majelis arbitrase; d) Tempat arbiter atau majelis 
arbitrase akan mengambil keputusan; e) Nama lengkap sekretaris; f) 
Jangka waktu penyelesaian sengketa; g) Pernyataan kesediaan dari 
arbiter; dan h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa 
                                                             
10 M. Yahya Harahap, Arbitrase Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. Hlm. 65 
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untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
4. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) batal demi hukum. 
Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang – Undang Arbitrase diatas 
dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase 
dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata 
lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase.11 
Berdasarkan pemaparan diatas, sengketa antara Pemerintah 
Indonesia dengan PT. Vale dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase 
dengan syarat bahwa: 
1. Sebelum permasalahan KK PT. Vale menyesuai dengan Undang – 
Undang Minerba terjadi, telah termuat klausul arbitrase pada KK. 
Dimana dalam klausul arbitrase pada KK PT. Vale telah memuat 
forum dan hukum yang disepakati dan akan digunakan dalam 
penyelesaian sengketa. 
2. Pemerintah Indonesia dan PT Vale bersepakat untuk membuat 
klausul arbitrase setelah permasalahan timbul (akta kompromis). 
Selanjutnya, dalam menentukan pilihan forum dan hukum yang akan 
digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dapat 
ditentukan setelahnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
                                                             
11 Ibid., hlm. 66 
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Salah satu sumber hukum arbitrase yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan PT. 
Vale adalah UNCITRAL Arbitration Rules. UNCITRAL Arbitration Rules 
telah dimasukkan ke dalam sistem tata hukum nasional Indonesia. 
UNCITRAL dilahirkan sebagai Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 15 
Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted By The General Assembly 
in 15 December 1976). Pemerintah Indonesia termasuk salah satu 
negara yang ikut menandatangani resolusi dimaksud. Dengan 
demikian UNCITRAL Arbitration Rules yang menjadi lampiran resolusi, 
telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang 
arbitrase. 
Terkait putusan arbitrase asing yang dikeluarkan oleh arbiter atau 
majelis arbiter dengan menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules, 
pada dasarnya sudah dapat di eksekusi di Indonesia. Hal ini didasari 
dengan adanya pengakuan terhadap keputusan arbitrase asing sejak 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang 
mengesahkan Convention on Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Award, yang dikenal dengan New York Convention 1958, 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan Pasal 65 sampai Pasal 69 
Undang – Undang Arbitrase mengenai pelaksanaan putusan arbitrase 
internasional.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan 
penelitian terhadap faktor – faktor yang menghambat penyesuaian 
Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia 
setelah berlakunya Undang – Undang Minerba. Serta mekanisme 
penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Minerba 
melalui Arbitral Tribunal menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules. 
Penelitian ini kemudian berjudul Penyesuaian Kontrak Karya PT. 
Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia Setelah 
Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Faktor – faktor apakah yang menghambat penyesuaian Kontrak 
Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia 
setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009? 
2. Bagaimana penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk 
dengan Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 Melalui Arbitral Tribunal menggunakan 
UNCITRAL Arbitration Rules? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui  faktor – faktor yang menghambat penyesuaian 
Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah 
Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 
2009. 
2. Untuk mengetahui penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, 
Tbk dengan Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang – 
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Melalui Arbitral Tribunal 
menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, 
khususnya pemangku kepentingan usaha pertambangan di wilayah 
usaha pertambangan mengenai penyesuaian kontrak karya 
perusahaan pertambangan melalui Arbitrase Internasional. 
2. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam upaya penyesuaian 
Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah 
Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 
2009 melalui Arbitral Tribunal menggunakan UNCITRAL Arbitration 
Rules. 
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3. Untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dan lebih 
mengetahui tentang penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis 
semasa perkuliahan. 
4. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menghasilkan sebuah 
rekomendasi kepada PT. Vale Indonesia, Tbk dan Pemerintah 
Indonesia dalam mekanisme penyelesaian renegosiasi kontrak 
karya melalui Arbitral Tribunal menggunakan UNCITRAL Arbitration 
Rules. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini disusun dengan sistematika 
yang terbagi atas 5 (lima) bab. Masing – masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab dengan pokok – pokok pembahasan utama yang 
terkandung dalam bab. Adapun urutan dan tata letak masing – masing 
bab serta pokok pembahasan, diuraikan dalam sitematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang penanaman modal 
asing, tinjauan umum tentang pertambangan mineral dan batubara, 
tinjauan umum tentang kontrak karya, tinjauan umum tentang hukum 
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perdata internasional, tinjauan umum tentang hukum kontrak 
internasional dan tinjauan tentang arbitrase nasional dan internasional. 
Pada sub bab pertama, yaitu tinjauan umum tentang penanaman 
modal asing diuraikan secara rinci pada sub sub babnya yaitu: 
pengertian penanaman modal asing, dasar hukum penanaman modal 
asing dan bentuk kerjasama penanaman modal asing. 
Pada sub bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang pertambangan 
mineral dan batubara diuraikan secara rinci pada sub sub babnya 
yaitu: pengertian pertambangan mineral dan batubara, tujuan 
pengelolaan mineral dan batubara, dan penguasan negara atas 
mineral dan batubara. 
Pada sub bab ketiga, yaitu tinjauan umum tentang kontrak karya 
diuraikan secara rinci pada sub sub babnya yaitu: istilah dan 
pengertian kontrak karya, landasan hukum kontrak karya, bentuk dan 
substansi kontrak karya, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak 
karya dan perubahan substansi kontrak karya. 
Pada sub bab keempat, yaitu tinjauan umum tentang hukum perdata 
internasional diuraikan secara rinci pada sub sub babnya yaitu: 
pengertian hukum perdata internasional, titik taut, perusahaan 
multinasional sebagai subjek hukum perdagangan internasional, 
pembatasan imunitas negara dalam hukum perdagangan 
internasional, asas – asas hukum perdata internasional di Indonesia 
dan konsep ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. 
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Pada sub bab kelima, yaitu tinjauan umum tentang hukum kontrak 
internasional diuraikan secara rinci pada sub sub babnya yaitu: 
pengertian hukum kontrak internasional, pengertian kontrak bisnis 
internasional yang berdimensi publik, prinsip – prinsip hukum kontrak 
internasional dalam UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contract dan sumber hukum kontrak internasional. 
Pada sub bab keenam, yaitu tinjauan tentang arbitrase nasional dan 
arbitrase internasional diuraikan secara rinci pada sub sub babnya 
yaitu: pengertian arbitrase, perjanjian arbitrase, arbitrase internasional 
dan United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) Arbitration Rules. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini membahas faktor – faktor penghambat penyesuaian kontrak 
karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia setelah 
berlakunya undang – undang nomor 4 tahun 2009 dan penyesuaian 
kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia 
setelah berlakunya undang – undang nomor 4 tahun 2009 melalui 
arbitral tribunal menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules.  
Pada sub bab pertama, yaitu faktor – faktor penghambat penyesuaian 
kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia 
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setelah berlakunya undang – undang nomor 4 tahun 2009 dikaji dan 
dijelaskan pada sub sub babnya yaitu: profil PT. Vale Indonesia, Tbk 
sebagai perusahaan penanam modal asing pemegang kontrak karya, 
penyesuaian kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 
Tahun 2009 dan faktor – faktor penghambat renegosiasi penyesuaian 
kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk terhadap Undang – Undang 
Minerba. 
Pada sub bab kedua, dikaji penyesuaian kontrak karya PT. Vale 
Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia setelah berlakunya 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 melalui arbitral tribunal 
menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules. Pada sub sub babnya 
diuraikan penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan ketentuan 
UNCITRAL arbitration rules, eksekusi putusan arbitrase internasional 
di Indonesia dan dikaji asas sanctity of contract dan the principle 
permanent sovereignty over natural resource dalam kasus 
penyesuaian kontrak karya PT. Vale terhadap Undang – Undang 
Minerba. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah 
dan sekaligus saran – saran untuk memberikan masukan perbaikan 
terhadap permasalahan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing 
2.1.1 Pengertian Penanaman Modal Asing  
Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing ada dua istilah yang sering muncul, 
yaitu penanaman modal asing dan modal asing. 
Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari 
bahasa Inggris foreign investment. Pengertian penanaman modal 
asing dapat kita baca dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 
tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal 
asing adalah: 
“Hanya meliputi modal asing secara langsung yang 
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan – 
ketentuan undang – undang dan digunakan 
menjalankan perusahaan di Indonesia.” 
Unsur – unsur penanaman modal asing dalam definisi ini, 
meliputi: 1) Dilakukan secara langsung; 2) Menurut Undang – 
Undang; dan 3) Digunakan untuk menjalankan perusahaan di 
Indonesia. 
Pengertian secara langsung adalah investor secara langsung 
akan menanggung semua resiko yang akan dialami dari 
penanaman modal tersebut. Makna dilakukan menurut undang – 
undang adalah bahwa modal asing yang diinvestasikan di 
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Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, 
prosedur dan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ditetapkan 
oleh Pemerintah Indonesia.12 
Dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian 
penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah: 
“Kegiatan menanam untuk melakukan usaha di 
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
oleh penanam modal asing, baik yang 
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
yang berpatungan dengan penanam modal dalam 
negeri.”  
Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk 
memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk 
melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini 
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 1) 
Modal asing sepenuhnya; dan/atau 2) Modal asing yang 
berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan 
penanam modal Indonesia. 
Penanaman Modal asing juga merupakan transfer modal baik 
yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara 
lain tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar 
menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik 
                                                             
12
 H. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. 2012. Hlm. 147 – 148 
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modal, baik secara total atau sebagian.13 Pasal 2 Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan modal asing tidak 
hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk alat – alat 
perusahaan dan penemuan baru. 
Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal memaparkan, konstruksi modal asing 
dalam ketentuan ini, hanya difokuskan kepada kepemilikan 
modal. Kepemilikan modal asing ini dikategorikan menjadi lima 
macam, yaitu: 1) Negara asing; 2) Perseorangan warga negara 
asing; 3) Badan usaha asing; 4) Badan hukum asing; dan/atau 5) 
Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya 
modalnya dimiliki oleh pihak asing.14 
Investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan 
usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Investor 
Asing berupa: 1) Perseorangan warga negara asing; 2) Badan 
usaha asing; dan/atau 3) Pemerintah asing.15 
 
 
 
                                                             
13
 Ibid., hlm. 148 – 149 
14
 Ibid., hlm. 151 – 152 
15 Ibid., hlm. 152 
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2.1.2 Dasar Hukum Penanaman Modal Asing 
Adapun dasar hukum penanaman modal asing di Indonesia, 
ialah: 
1. Momentum dimulainya investasi asing di Indonesia adalah 
sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing. 
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan 
dan Tambahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing.16 
3. Namun, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing jo. Undang – Undang Nomor 11 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni 
dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal.17 
2.1.3 Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing 
Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia yaitu sebelum 
lahirnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal adalah seperti yang ditetapkan dalam 
ketentuan penanaman modal asing sesuai dengan Pasal 1 angka 
10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
                                                             
16
 Ibid., hlm. 152 - 153 
17 Ibid., hlm. 154 
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Modal Asing mengenai pengertian penanaman modal asing, yaitu 
dilakukan dalam bentuk direct investment akan tetapi di lain pihak 
diperkenankan pula dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan 
pihak swasta nasional Indonesia yaitu sebelum lahirnya Undang – 
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara adalah seperti yang tertera dalam Pasal 5 Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan, yang menyatakan bahwa usaha 
pertambangan dapat dilaksanakan oleh: 
1. Instansi pemerintah; 
2. Perusahaan negara; 
3. Perusahaan daerah; 
4. Perusahaan dengan modal bersama negara dan daerah; 
5. Koperasi; dan 
6. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat – 
syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), yang mengatur 
tentang kuasa pertambangan untuk pelaksanaan usaha 
pertambangan bahan – bahan galian yang tersebut dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu golongan bahan galian vital, 
dapat di beri kepada: 
a. Badan hukum koperasi; 
b. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan 
peraturan – peraturan Republik Indonesia, bertempat 
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kedudukan di Indonesia dan pengurusnya mempunyai 
kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di 
Indonesia. 
c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan 
bertempat tinggal di Indonesia. 
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Penanaman 
Modal Asing bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal 
asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk usaha, 
yaitu: 
1. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam 
suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak 
asing; atau 
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan nasional 
(swasta nasional).18 
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
2.2.1 Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara 
Sistem pengelolaan bahan galian tambang di Indonesia yang 
berlaku saat ini yaitu Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan 
ketentuan atau undang – undang yang menggantikan Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan. 
                                                             
18
 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Penerbit Prenada Media. Jakarta. 
Hlm. 49 
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Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 
dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 
tambang.19 Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan 
sebagai suatu kegiatan. Kegiatan itu, meliputi 1) Penelitian; 2) 
Pengelolaan; dan 3) Pengusahaan. 
Pengertian mineral dirumuskan dalam Undang – Undang 
Minerba, mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk 
di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta sususnan 
kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik 
dalam bentuk lepas atau padu.20 Batubara adalah endapan 
senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari 
sisa tumbuh – tumbuhan.21 
 
 
 
 
 
                                                             
19 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara  
20 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara 
21
 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara 
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2.2.2 Tujuan Pengelolaan Mineral dan Batubara 
Tujuan pengelolaan mineral dan batubara telah ditegaskan dalam 
Pasal 3 Undang – Undang Minerba. Tujuannya adalah: 
1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan 
berdaya saing; 
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan 
baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam 
negeri; 
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan 
nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, 
regional dan internasional; 
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan 
negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar – 
besar kesejahteraan rakyat; dan  
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan 
usaha pertambangan mineral dan batubara. 
2.2.3 Penguasaan Negara atas Mineral dan Batubara 
Pengertian atau makna “dikuasai oleh negara“ sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Dasar 
1945 mempunyai daya berlaku normatif sebagai berikut:  
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1. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk 
menguasai cabang – cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; 
2. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang 
akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau 
baru akan diusahakan, yang jenis produksi tersebut penting 
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak negara 
mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara 
mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi 
tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang 
perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang 
produksi tersebut; 
3. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan 
atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang 
diberikan oleh Pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945, 
negara dapat mengambil alih cabang produksi tersebut dengan 
cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil; 
Pemberian kewenangan kepada negara sesuai perintah konstitusi 
untuk menguasai cabang produksi penting yang menguasai hajat 
hidup orang banyak adalah suatu perintah yang bersifat mengikat 
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dan harus dijalankan negara. Pemberian kewenangan itu tidaklah 
hanya dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi 
mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, 
“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” 
dan juga “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. Inilah ide dan cita dari negara yang harus dijadikan 
dasar rujukan di dalam merumuskan suatu kebijakan. Misi yang 
terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan 
bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang 
produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi dan menjadi 
kepentingan masyarakat. 
Dengan demikian hubungan antara penguasaan negara atas 
cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang 
banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara 
merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh Undang – 
Undang Dasar 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum 
(rechtsidee) dari Undang – Undang Dasar 1945. Di dalam konteks 
ini maka penguasaan dimaksud dimaknai sebagai adanya: 1) 
ketersediaan yang cukup; 2) distribusi yang merata; dan 3) 
terjangkaunya harga bagi orang banyak.22 
                                                             
22 Bambang Widjojanto, Kajian Yuridis Putusan MK. Kemitraan Partnership. 2009. Hlm. 13 – 15  
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Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 
1945 telah ditentukan bahwa, 
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesarnya kemakmuran rakyat.” 
Dalam menguasai ketiga unsur diatas, negara diberi wewenang 
untuk: 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang – 
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
3. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum 
antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.23 
Sementara itu, di dalam Pasal 4 Undang – Undang Minerba telah 
ditegaskan bahwa: 
“Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam 
yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional 
yang dikuasai oleh negara untuk sebesar – 
besarnya kesejahteraan rakyat.” 
Makna penguasaan negara ialah mempunyai kebebasan dan 
kewenangan penuh (volldgige bevoegdheid) untuk menentukan 
kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk, 1) Mengatur 
                                                             
23
 Lihat Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok 
Agraria 
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(regelen); 2) Mengurus (besturen); dan 3) Mengawasi 
(toezeichthhouden).24 
Mengatur diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat 
dan menetapkan berbagai peraturan perundang – undangan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan 
batubara, sehingga dengan adanya aturan itu, pelaksanaan 
kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik. Mengurus 
diartikan sebagai upaya untuk mengusahakan dan mengelola 
sumber daya alam mineral dan batubara. Mengusahakan dan 
mengelola diartikan sebagai upaya untuk mengerjakan dan 
melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, 
baik dilakukan sendiri atau dengan menunjuk pihak lainnya. 
Mengawasi artinya supaya upaya dari negara untuk melihat, 
menjaga dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertambangan, 
sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pengusahaan oleh 
negara ini adalah mengatur pemanfaatan sumber daya tambang 
agar dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi 
kemakmuran rakyat.25 
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kontrak Karya 
2.3.1 Istilah dan Pengertian Kontrak Karya 
Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam 
pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan 
                                                             
24
 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan. UII Press. Yogyakarta. 2004. Hlm. 219 
25 Salim HS., op. cit. Hlm. 62 
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terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu work of contract. Dalam 
Pasal 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang 
lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam 
penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya.26  
Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 
Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan 
Pemerosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, 
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak 
Karya adalah: 
“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik 
Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau 
patungan antara asing dengan nasional (dalam 
rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan 
berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan 
Umum.”  
Definisi lain dari kontrak karya, dapat kita baca dalam Pasal 1 
angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemerosesan 
Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal 
Asing.  
                                                             
26 Salim HS, op. cit. Hlm. 127 
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Dalam ketentuan itu, disebutkan pengertian kontrak karya. 
Kontrak Karya adalah: 
“Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan 
perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam 
rangka penanaman modal asing untuk 
melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, 
tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, 
radio aktif dan batubara.”  
Menurut Salim HS27, Kontrak Karya adalah: 
“Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah 
Indonesia dengan kontraktor asing semata – mata 
dan/atau merupakan patungan antara badan hukum 
asing dengan badan hukum domestik untuk 
melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi 
dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan 
jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.” 
Di dalam kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum 
antara para pihak, namun juga mengatur tentang objek kontrak 
karya. Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur – unsur yang 
melekat dalam kontrak karya, yaitu: 
1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak; 
2. Adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/Pemerintah 
Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing 
semata – mata dan/atau gabungan antara pihak asing dan 
pihak Indonesia; 
3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi; 
4. Dalam bidang pertambangan umum; dan 
                                                             
27 Ibid., hlm. 130 
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5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak. 
2.3.2 Landasan Hukum Kontrak Karya 
Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang syarat 
dengan investasi. Tanpa adanya investasi yang besar, usaha 
pertambangan umum tidak mungkin akan dapat dilakukan secara 
besar – besaran. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya 
erat kaitannya dengan undang – undang investasi. Peraturan 
perundang – undangan yang mengatur tentang kontrak karya, 
dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang – 
undangan berikut ini.28 
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 
Ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan kontrak karya 
dapat kita baca dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang berbunyi 
sebagai berikut. 
(1) Penanaman modal asing di bidang 
pertambangan didasarkan pada suatu 
kerjasama dengan pemerintah atas dasar 
kontrak karya atau bentuk lain sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku. 
(2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya 
atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan 
                                                             
28 Ibid., hlm. 135 
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dalam bidang – bidang usaha lain yang akan 
ditentukan oleh pemerintah. 
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang 
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri. 
3. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 10 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang berbunyi 
sebagai berikut. 
(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai 
kontraktor apabila diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang 
belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh 
Instansi Pemerintah atau Perusahaan 
Negara yang bersangkutan selaku 
pemegang kuasa pertambangan. 
(2) Dalam mengadakan perjanjian karya 
dengan kontraktor seperti yang dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah 
atau Perusahaan Negara harus berpegang 
pada pedoman – pedoman, petunjuk – 
petunjuk dan syarat – syarat yang diberikan 
oleh menteri. 
(3) Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) 
pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan 
oleh pemerintah setelah berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila 
menyangkut eksploitasi golongan a 
sepanjang mengenai bahan – bahan galian 
yang ditentukan dalam Pasal 13 undang – 
undang ini dan yang perjanjian kerjanya 
berbentuk penanaman modal asing.  
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2.3.3 Bentuk dan Substansi Kontrak Karya 
Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia 
dengan perusahaan penanam modal asing atau patungan antara 
perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan 
kegiatan di bidang pertambangan umum adalah berbentuk 
tertulis. Substansi kontrak karya tersebut disiapkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Pertambangan 
dan Energi dengan calon penanam modal. Berikut adalah yang 
diatur dalam kontrak karya tersebut: 
1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya; 
2. Subjek hukum yaitu, Pemerintah Indonesia dengan Penanam 
Modal Asing; 
3. Definisi, pengertian perusahaan afiliasi, perusahaan 
subsidiari, pengusahaan, individu asing, mata uang asing, 
mineral – mineral, penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah 
pertambangan, pemerintah, menteri, rupiah, mineral ikutan, 
penambangan, pemanfaatan lingkungan hidup, pencemaran, 
kotoran dan wilayah proyek; 
4. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan; 
5. Modus operandi, memuat tentang kedudukan perusahaan, 
yurisdiksi pengadilan, kewajiban perusahaan untuk menyusun 
program, mengontrakkan pekerjaan jasa – jasa teknis, 
manajemen dan administrasi yang dianggap perlu; 
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6. Wilayah kontrak karya; 
7. Periode penyelidikan umum; 
8. Periode eksplorasi; 
9. Laporan dan deposito jaminan (security deposit); 
10. Periode studi kelayakan (feasibility studies period); 
11. Periode konstruksi; 
12. Periode operasi; 
13. Pemasaran; 
14. Fasilitas Umum dan re – ekspor; 
15. Pajak – pajak dan lain – lain kewajiban keuangan perusahaan; 
16. Pelaporan, inspeksi dan rencana kerja; 
17. Hak – hak khusus pemerintah; 
18. Ketentuan – ketentuan kemudahan; 
19. Keadaan kahar (force majeure); 
20. Kelalaian (default); 
21. Penyelesaian sengketa; 
22. Pengakhiran kontrak; 
23. Kerjasama pihak; 
24. Promosi kepentingan nasional; 
25. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan; 
26. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan; 
27. Pengembangan kegiatan usaha setempat; 
28. Pengambilan hak; 
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29. Pembiayaan; 
30. Jangka waktu; dan 
31. Pilihan hukum. 
Penentuan substansi kontrak ditentukan oleh pemerintah pusat 
semata – mata, sedangkan pemerintah daerah diberikan 
kewenangan untuk menandatangani kontrak karya dengan 
pemohon.29 
2.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Karya 
Didalam kontrak karya yang dibuat para pihak telah diatur dan 
ditentukan hak dan kewajiban para pihak. Hak Pemerintah 
Indonesia menerima royalti, pajak – pajak dan lain – lain. 
Sementara itu, kewajibannya adalah menjaga dan melindungi 
investasi yang ditanamkan oleh pihak investor. Sedangkan hak 
penanam modal antara lain: 
1. Hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral 
di dalam wilayah kontrak karya; 
2. Mengembangkan dan menambang secara baik setiap endapan 
mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan; 
3. Mengolah dan memurnikan, menyimpan dan mengangkut 
dengan cara apapun semua mineral yang dihasilkan; 
4. Memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksi di 
dalam maupun luar negeri; 
                                                             
29 Ibid., hlm. 175 - 178 
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5. Melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang mungkin 
perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul 
– betul memperhatikan persetujuan ini. 
Kewajiban penanam modal antara lain: 
1. Menyetor iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah 
pertambangan; 
2. Menyetor iuran eksplorasi/produksi (royalti) untuk mineral 
yang diproduksi perusahaan; 
3. Menyetor iuran eksploitasi/produksi tambahan atas mineral 
yang di ekspor; 
4. Menyetor pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan 
atau yang diperoleh perusahaan; 
5. Meyetorkan pajak penghasilan perorangan; 
6. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan 
barang – barang kena pajak; 
7. Menyetor kepada negara bea materai atas dokumen – 
dokumen yang sah; 
8. Menyetorkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk: 
a. Wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan; dan  
b. Penggunaan tanah dan ruangan di mana perusahaan 
membangun fasilitas untuk operasi penambangan; 
9. Menyetor pungutan – pungutan administrasi umum dan 
pembebanan – pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak 
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– hak khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang 
pungutan – pungutan pembebanan itu telah disetujui oleh 
pemerintah pusat. 
10. Menyetorkan pungutan – pungutan administrasi umum dan 
pembebanan – pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak 
– hak khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang 
pungutan – pungutan pembebanan itu telah disetujui oleh 
pemerintah pusat. 
11. Menyetorkan pajak atas pemindahan hak kepemilikan 
kendaran bermotor dan kapal Indonesia. 
Di samping itu, kewajiban penanam modal juga untuk 
mengembangkan masyarakat lokal dalam lingkup ekonomi, sosial 
dan lingkungan.30 
2.3.5 Perubahan Substansi Kontrak Karya 
Secara yuridis formal, setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak 
mengikat keduannya sebagaimana layaknya sebuah undang – 
undang.31 Perubahan substansi kontrak karya harus didasarkan 
pada renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan 
perusahaan penanam modal. Para pihak menentukan pasal – 
pasal yang akan diadakan perubahan. Apabila para pihak 
menyetujui untuk mengubahnya, maka diadakanlah amandemen 
terhadap kontrak karya tersebut. Biasanya substansi yang akan 
                                                             
30
 Ibid., hlm. 187 – 190 
31 Lihat Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 
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diubah berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan 
penanam modal, baik terhadap pemerintah maupun terhadap 
pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, apabila para pihak 
tidak menyetujui untuk melakukan perubahan, maka kontrak 
karya itu tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak 
tersebut. Kontrak karya tersebut harus dilaksanakan dengan 
itikad baik. Apabila pemerintah membatalkan kontrak karya yang 
dibuat dengan perusahaan penanam modal tersebut, perusahaan 
tambang itu dapat membawa persoalan itu ke lembaga arbitrase 
internasional. Lembaga arbitrase internasional nantinya yang 
akan memutuskan, apakah kontrak karya yang dibuat oleh para 
pihak telah merugikan satu pihak atau tidak.32 
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata Internasional 
2.4.1 Pengertian Hukum Perdata Internasional 
Menurut R. H. Graveson33 hukum perdata internasional, ialah: 
“Conflict of law atau hukum perdata internasional 
adalah bidang hukum yang berkenaan dengan 
perkara – perkara yang di dalamnya mengandung 
fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan 
suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial 
maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu 
menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum 
sendiri atau hukum lain (yang biasa asing), atau 
masalah pelaksanaan yurikdiksi badan pengadilan 
sendiri atau badan pengadilan asing.” 
 
 
                                                             
32
 Salim HS, op. cit. Hlm. 210 
33 Graveson, R.H., Conflict of Law. Sweet & Maxwell. London. 1974. Hlm. 3 
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Sedangkan menurut Sudargo Gautama34 Hukum Perdata 
Internasional adalah: 
“...keseluruhan peraturan dan keputusan hukum 
yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang 
berlaku, ataukah apakah yang merupakan hukum, 
jika hubungan – hubungan atau peristiwa – 
peristiwa antar warga – warga negara pada suatu 
waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan 
stelsel – stelsel dan kaidah – kaidah hukum dari dua 
atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan 
kuasa, tempat, pribadi dan soal – soal.” 
Terlepas dari perbedaan – perbedaan penekanan yang mungkin 
tampak dalam pendapat – pendapat yang dikemukakan diatas 
pada umumnya diterima pandangan bahwa hukum perdata 
internasional adalah seperangkat kaidah – kaidah, asas – asas 
dan aturan – aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur 
peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur 
transnasional (atau unsur – unsur ekstrateritorial).35 
2.4.2 Titik Taut 
Titik taut adalah faktor – faktor atau fakta – fakta khusus di dalam 
suatu peristiwa hukum atau persoalan hukum yang menunjukkan 
pertalian khusus dengan sistem aturan atau sistem hukum 
tertentu. Di dalam suatu peristiwa hukum, senantiasa akan 
dijumpai adanya fakta – fakta penting yang membentuk 
pertalian/pertautan antara persoalan yang dihadapi dengan suatu 
aturan di dalam sistem hukum tertentu. Titik taut adalah fakta di 
                                                             
34
 Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. 1977. Hlm. 21 
35 Bayu Seto Hardjowahono, op. cit. Hlm. 10 
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dalam perkara yang mengaitkan perkara tersebut kepada suatu 
sistem aturan atau sistem hukum tertentu.36 
Hukum perdata internasional membedakan pengertian titik taut ini 
ke dalam titik taut primer dan titik taut sekunder. 
1. Titik Taut Primer (disebut juga titik taut pembeda) 
Sudargo Gautama memaknai titik taut primer ini sebagai hal – 
hal yang merupakan tanda akan adanya persoalan hukum 
antargolongan.37 Pengertian ini tidak hanya dapat diterapkan di 
dalam hukum antargolongan, tetapi juga pada bidang – bidang 
hukum perdata internasional pada umumnya. Titik taut primer 
adalah adalah fakta yang membedakan kasus yang dihadapi 
tersebut dari kasus yang sepenuhnya tunduk pada satu 
aturan/sistem hukum dan karena itu menunjukkan bahwa 
kasus tersebut adalah kasus hukum perdata internasional. Ciri 
yang membedakan adalah bahwa dengan adanya titik taut 
tersebut, kita mengetahui terlibatnya lebih dari satu aturan 
hukum atau sistem hukum di dalam perkara tersebut.38 
Titik taut primer ini antara lain: a) Kewarganegaraan; b) 
Bendera kapal; c) Domisili; d) Tempat kediaman; e) Tempat 
                                                             
36 Ibid., hlm 64 
37
 Sudargo Gautama, Hukum Antar Golongan – Suatu Pengantar. Ichtiar Baru van Hoeve. 1980. 
Hlm. 89 
38 Bayu Seto Hardjowahono, op. cit., hlm. 65 
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kedudukan pribadi hukum; dan f) Tempat dilakukannya isi 
suatu perjanjian.39 
2. Titik Taut Sekunder (disebut juga titik taut penentu) 
Titik taut sekunder adalah fakta yang digunakan untuk 
menentukan hukum apa atau hukum mana yang seharusnya 
diberlakukan terhadap perkara yang melibatkan lebih dari satu 
sistem hukum/kaidah hukum/peraturan. Yang dianggap 
sebagai titik taut sekunder dalam hukum perdata internasional 
adalah faktor – faktor penentu seperti: 
a. Pilihan hukum secara tegas dinyatakan oleh para pihak di 
dalam perjanjian. Titik taut ini hanya diakui di bidang hukum 
kekayaan dan perikatan. 
b. Pilihan hukum yang disimpulkan oleh hakim/pilihan hukum 
secara diam – diam (tidak tegas).40 
c. Pembebanan hukum atau pilihan hukum yang 
diperintahkan/diwajibkan perberlakuannya oleh 
negara/penguasa melalui perundang – undangan, yang 
mengakibatkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu 
terhadap seseorang yang seharusnya tidak terikat pada 
sistem hukum tersebut. 
                                                             
39 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung. 2001. Hlm. 8 
40
 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu. PT. Citra 
Aditya Bakti. Bandung. 2013. Hlm. 66 – 67  
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d. Fakta – fakta khusus yang oleh kaidah/asas hukum perdata 
internasional negara tersebut ditetapkan sebagai titik taut 
terpenting untuk menentukan hukum yang berlaku dalam 
masalah hukum perdata internasional tertentu.41 
2.4.3 Perusahaan Multinasional sebagai Subjek Hukum 
Perdagangan Internasional 
Perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan 
internasional. Biasanya perusahaan dipandang sebagai subjek 
hukum dengan sifat perdata (legal persons of a private law 
nature).42 Perusahaan multinasional (MNCs atau Multinational 
Corporations) telah lama di akui sebagai subjek hukum yang 
berperan dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat 
mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan 
kemampuan finansialnya, hukum perdagangan internasional 
berupaya mengaturnya. 
Pasal 2 (2) (b) Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara – 
Negara antara lain menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh 
campur tangan terhadap masalah – masalah dalam negeri 
sebagai berikut:  
“... transnational corporation shall not intervense in 
the internal affairs of host State.”43 
                                                             
41
 Ibid., hlm. 67 
42
 Hercules Booysen, op. cit., hlm. 13 
43 Ibid., hlm. 14 
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Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal. Tidak jarang MNCs 
sedikit banyak mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan 
ekonomi di suatu negara. Aturan – aturan yang mengontrol 
aktivitas MNCs memang perlu untuk menjembatani perbedaan 
kepentingan. Kepentingan negara tuan rumah, apalagi negara 
sedang berkembang, biasanya adalah mengharapkan masuknya 
MNCs ke dalam wilayah negaranya dapat memberi kontribusi 
bagi pembangunan.44 Sementara itu perspektif MNCs berbeda, 
sebagaimana halnya dengan perusahaan pada umumnya, MNCs 
bertujuan mencapai target utama perusahaan, yaitu mendapatkan 
keuntungan sebesar – besarnya. Oleh karena itu, agar kedua 
kepentingan ini pada titik tertentu dapat bertemu, maka perlu 
aturan – aturan hukum untuk menjembataninya.45 
2.4.4 Pembatasan Imunitas Negara dalam Hukum Perdagangan 
Internasional 
Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan atribut 
kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara 
lain. Arti imunitas disini adalah bahwa negara tersebut memiliki 
hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan (negara) 
terhadap dirinya. Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini 
mengalami pembatasan. Minimal ada empat pembatasan 
terhadap muatan imunitas suatu negara. 
                                                             
44
 Huala Adolf, op. cit., hlm. 71 
45 Rafiqul Islam, International Trade Law, NSW: LBC. 1999. Hlm. 273 
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Pertama, pembatasan oleh hukum internasional. Dalam 
bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui 
imunitas negara ini, tetapi juga sekaligus membatasinya. Hukum 
internasional juga mensyaratkan negara – negara untuk bekerja 
sama dengan negara lain untuk memajukan ekonomi. Deklarasi 
mengenai prinsip – prinsip hukum internasional antara lain 
menyatakan bahwa: 
“...status have the duty to co – operate with one 
another, irrespective of the difference in their 
political, economic and social system,...”46 
Kedua, pembatasan oleh hukum nasional. Dewasa ini beberapa 
negara memiliki undang – undang mengenai imunitas yang 
sifatnya membatasi imunitas negara – negara (asing) yang 
melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau dengan 
warga negaranya. 
Ketiga, pembatasan secara diam dan sukarela. Pembatasan ini 
dianggap terjadi ketika suatu negara secara sukarela 
menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang 
mengadili sengketanya. 
Keempat, kemungkinan lain yang menjadi indikasi pembatasan 
imunitas ini adalah apabila negara memasukkan klausul arbitrase 
ke dalam kontak dagangnya. Dengan demikian dapat dianggap 
bahwa negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya untuk 
                                                             
46
 Andrew W. Sheldrick, ”Capacity, Sorevereign Immunity and Acts of State”, dalam: Lew and 
Stanbrook, International Trade: Law and Practice. Bath: Euromoney. 1983. Hlm. 164 
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menghadap ke badan arbitrase yang dipilihnya untuk 
menyelesaikan sengketa dagangnya.47  
2.4.5 Asas – Asas Umum Hukum Perdata Internasional di 
Indonesia 
Kaidah – kaidah hukum perdata internasional (general choise of 
law rules) yang ada dan merupakan peninggalan sistem hukum 
Hindia Belanda,48 termuat di dalam Pasal 16, 17 dan 18 
Algemeene Bepalingen van Wetgeving (voor Indonesie).49 
Peraturan tersebut isinya adalah sebagai berikut: 
Pasal 16 
“Ketentuan – ketentuan dalam undang – undang 
mengenai status dan wewenang seseorang tetap 
berlaku bagi kausula negara Belanda, apabila ia 
berada di luar negeri. Akan tetapi, apabila ia 
menetap di negeri Belanda atau di salah satu 
daerah kolonial Belanda, selama ia mempunyai 
tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian 
tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.” 
Pasal ini mengatur tentang status dan kewenangan personal 
seseorang. Asas yang dipergunakan dalam pasal ini adalah asas 
domicilium originis. Artinya, untuk menentukan apakah seseorang 
cakap/berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum 
tertentu, ukuran yang dipergunakan adalah ukuran yang berlaku 
di dalam hukum tempat orang itu berasal.50 
                                                             
47 Hans van Houtte, op. cit., hlm. 33  
48 Yang dianggap masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 
49
 Peraturan ini telah di undangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak 30 April 1847, tercatat 
di dalam staatsblad 1847 No. 23 
50 Bayu Seto Hardjowahono., op. cit. Hlm. 73 
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Pasal 17 
“Terhadap barang – barang yang tidak bergerak 
berlakulah undang – undang dari negeri atau tempat 
di mana barang – barang itu berada.” 
Pasal ini mengatur tentang status kebendaan dari benda tetap. 
Asas yang dipergunakan dalam pasal ini adalah asas lex situs 
atau lex rei sitae. Artinya, ukuran – ukuran untuk menentukan apa 
saja yang dapat dikategorikan sebagai benda tetap, hak 
kebendaan atas benda tetap, serta akibat – akibat hukumnya, 
harus ditetapkan berdasarkan sistem hukum dari tempat benda 
berada/terletak. 
Pasal 18 
”Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh 
pengadilan menurut perundang – undangan dari 
negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu 
dilakukan.” 
Pasal ini mengatur tentang hukum yang seharusnya diberlakukan 
dalam penetapan status dan keabsahan dari perbuatan – 
perbuatan atau hubungan – hubungan hukum (yang mengandung 
unsur asing). Asas hukum perdata internasional yang digunakan 
di dalam pasal ini adalah lex loci actus, artinya bentuk dari 
sebuah perbuatan hukum atau hubungan hukum serta 
keabsaannya akan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat 
perbuatan hukum dilakukan atau hubungan hukum di buat. Asas 
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ini menjadi sangat penting untuk menentukan kualifikasi hukum 
dari suatu perbuatan.51 
2.4.6 Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata 
Internasional 
Pemikiran tentang ketertiban umum (public order) dalam hukum 
perdata internasional berdasar bahwa sebuah pengadilan adalah 
bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat dan karena itu 
pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri 
dalam perkara – perkara yang diajukan kepadanya. 
Jika pemberlakukan hukum asing dapat menimbulkan akibat – 
akibat berupa pelanggaran terhadap sendi – sendi pokok hukum 
setempat (lex fori), maka hukum asing itu dapat dikesampingkan 
dengan dasar demi kepentingan umum atau demi ketertiban 
umum. 
Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, konsep ketertiban umum 
dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa: 
“Semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk 
melindungi kesejahteraan umum (public welfare) 
harus didahulukan dari ketentuan – ketentuan 
hukum asing yang isinya dianggap bertentangan 
dengan kaidah hukum tersebut.”52 
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Martin Wolf beranggapan bahwa masalah order public 
merupakan expection to the application of foreign law 
(pengecualian terhadap berlakunya kaidah hukum asing).53 
Sebagai suatu teknik, ketertiban umum menunjuk pada situasi di 
mana pengadilan tidak mengakui suatu tuntutan yang seharusnya 
tunduk pada suatu negara (bagian) lain karena hakikat dan 
tuntutan itu yang ditinjau dari yuridiksi forum, jika diakui 
menyebabkan:54 1) Pelanggaran terhadap prinsip – prinsip 
keadilan yang mendasar sifatnya; 2) Bertentangan dengan 
konsepsi yang berlaku mengenai kesusilaan yang baik; atau 3) 
Bertentangan suatu tradisi yang mengakar. 
2.5 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak Internasional 
2.5.1 Pengertian Hukum Kontrak Internasional 
Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada 
atau terdapat unsur asing (foreign element).55 Unsur asing dalam 
hal ini adalah adanya keterkaitan sistem hukum dari (negara) 
salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan kontrak tersebut 
sebagaimana pilihan hukum (choice of law) yang disepakati 
diantara keduanya. Secara teoritis, unsur asing yang dapat 
                                                             
53 Martin Wolf, Private Internasional Law. Oxford. 1950. Hlm. 168 
54 Robert Sedler & Roger Cramton, Sum and substance of Conflict of Law. Jospehson and Kluwer. 
1987. Hlm. 24 - 25 
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 Huala Adolf, Dasar – Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT. Refika Aditama. Bandung. 2007. 
Hlm. 1 
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menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada 
unsur asingnya yaitu: 
1. Kebangsaan yang berbeda; 
2. Domisili hukum yang berbeda dari para pihak; 
3. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan – 
aturan atau prinsip – prinsip kontrak internasional terhadap 
kontrak tersebut; 
4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; 
5. Penandatangan kontrak dilakukan di luar negeri; 
6. Objek kontrak berada di luar negeri; 
7. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; 
8. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.56 
2.5.2 Pengertian Kontrak Bisnis Internasional yang Berdimensi 
Publik 
Kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik adalah suatu 
kontrak dimana salah satu pihaknya adalah pemerintah atau 
aparatnya dan terdapat unsur asing dalam kontrak tersebut. 
Adapun yang dimaksud dengan pemerintah atau aparatnya dapat 
berupa presiden selaku kepala administratif, menteri yang 
memimpin departemen, kepala kantor wilayah, kepala staf 
angkatan dan lain – lain sepanjang mereka mempunyai 
wewenang untuk melakukan dan mengikatkan diri pada suatu 
                                                             
56 Ibid., hlm. 4 
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perjanjian. Berbeda dengan subyek hukum yang dikenal dalam 
hukum perdata, maka pemerintah atau aparatnya ini lebih 
merupakan subjek hukum administrasi negara. 
Dalam kontrak bisnis yang berdimensi publik, baik yang bersifat 
murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik, 
pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang 
mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata. Pengaruh hukum 
publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang 
harus dipatuhi pemerintah sebagai otoritas publik, yang tertuang 
dalam sejumlah peraturan perundang – undangan dalam 
mengadakan suatu kontrak bisnis antara lain mengenai 
kewenangan, proses penentuan mitra dan syarat – syarat 
kontrak. Perubahan hukum yang terkait syarat subjektif dan 
objektif sahnya perjanjian mempunyai akibat hukum terhadap 
suatu kontrak yang berdimensi publik, bergantung pada jenis 
perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam 
kontrak bisnis yang mengaturnya.57 
2.5.3 Prinsip – Prinsip Hukum Kontrak Internasional dalam 
UNIDROIT Principles of International Commecial Contract 
Latar belakang pendirian UNIDROIT adalah meneliti cara untuk 
melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di negara 
                                                             
57 Hikmahanto Juwanda, Pengertian Dasar Kontrak Bisnis Internasional. Modul. ----. Dalam 
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– negara dan perserikatan negara di dunia serta mempersiapkan 
secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai 
aturan hukum perdata yang seragam. 
Pada tanggal 2 September 2008 Indonesia telah mengesahkan 
Statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2008 tentang Pengesahan Statute of International Institute The 
Unification of Private Law. Hal ini berarti Indonesia telah tunduk 
terhadap substansi yang tertuang didalam UNIDROIT tersebut. 
Prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT antara lain: 
1. Prinsip Kebebasan Berkontrak 
Prinsip kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan Pasal 
1.1 UNIDROIT Principles yang merupakan dasar dari prinsip 
kebebasan berkontrak, sebagai berikut: 
“The parties are free to enter into a contract and 
to determine its content.” 
Prinsip ini ditekankan sebagai dasar dari prinsip perdagangan 
internasional. Kebebasan disini adalah bebas untuk 
menyatakan dengan siapa pihak tersebut akan membuat 
kontrak, bebas menentukan barang yang akan 
diperdagangakan, bebas untuk melakukan negosiasi, bebas 
untuk memilih forum (choice of forum) maupun memilih hukum 
(choice of law) yang akan dipergunakan dalam kontrak. 
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Prinsip kebebasan berkontrak diwujudkan dalam lima bentuk 
prinsip hukum, yaitu: 
a. Kebebasan menentukan isi kontrak; 
Selain bebas untuk menentukan pihak dalam membuat 
kontrak, kebebasan berkontrak juga memperbolehkan pihak 
– pihak tersebut untuk memilih hukum yang akan mereka 
gunakan. Dari bentuknya, pilihan hukum dapat berupa 
pilihan secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu 
klausul kontrak, pilihan secara diam – diam atau tersirat, 
kesepakatan para pihak untuk menyerahkan pilihan hukum 
kepada pengadilan atau arbitrase, dan ketetapan para pihak 
untuk tidak memilih atau membuat klausul pilihan hukum.58 
b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak; 
Prinsip – prinsip UNIDROIT menentukan kesederhanaan 
dalam pembuatan kontrak dengan menegaskan bahwa 
kontrak tidak perlu tertulis. Hal ini tercantum dalam Pasal 1.2 
UNIDROIT Principles, sebagai berikut: 
“Nothing in these Principles requires a contract, 
statement or any other act to be made in or 
evidenced by a particular form. It may be 
proved by any means, including witnesses.” 
Ketentuan yang menyatakan bahwa pembuatan kontrak ini 
dapat dilakukan secara tidak tertulis, bisa terjadi karena 
berdasarkan sejarah adanya hukum perdagangan 
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internasional yang disebabkan oleh hukum para pedagang 
yang sifatnya hukum kebiasaan atau lex mercatoria. Kalimat 
pertama dari Pasal 1.2 UNIDROIT Principles tersebut 
memberi perhatian pada adanya sistem hukum nasional 
yang mewajibkan persyaratan formal untuk substansi 
kontrak atau untuk pembuktian adanya kontrak. Kalimat 
kedua menetapkan berlakunya kebebasan para pihak untuk 
menggunakan segala upaya untuk membuktikan adanya 
kontrak (termasuk bukti lisan). Pembatasan terhadap 
kebebasan mengenai bentuk perjanjian: 
1) Kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk 
perjanjian dibatasi oleh hukum  yang seharusnya berlaku; 
2) Artinya hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan 
Hukum Perdata Internasional (HPI) dapat menetapkan 
persyaratan tentang bentuk, baik yang menyangkut 
perjanjiannya atau pasal – pasal tertentu. Para pihak juga 
bebas untuk menentukan bentuk tertentu untuk 
penutupan, perubahan atau pengakhiran perjanjian.  
c. Kontrak mengikat sebagai undang – undang; 
Perjanjian yang sah adalah mengikat para pihak. Perjanjian 
tersebut hanya dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan 
syarat – syarat dalam perjanjian atau dengan persetujuan 
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atau ditentukan sebaliknya, dalam hal ini tertuang dalam 
Pasal 1.3 UNIDROIT Principles, sebagai berikut: 
“A contract validly entered into is binding upon 
the parties. It can only be modified or 
terminated in accordance with its terms or by 
agreement or as otherwise provided in these 
Principles.” 
d. Aturan memaksa sebagai pengecualian 
Walaupun sesuai dengan Pasal 1.1 UNIDROIT Principles 
dan Pasal 1338 BW ditegaskan adanya jaminan atas 
kebebasan berkontrak, tetapi untuk tetap menjamin 
ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan nasional, 
tidak boleh dilupakan pula aturan memaksa sebagai 
pengecualian. Prinsip – prinsip UNIDROIT memberikan 
tempat bagi aturan yang memaksa (mandatory rules) baik 
yang berasal dari hukum domestik, maupun dari hukum 
internasional yang dapat menghalangi kebebasan 
berkontrak,59 hal ini terdapat dalam Pasal 1.4 UNIDROIT 
Principles: 
“Nothing in these Principles shall restrict the 
application of mandatory rules, whether of 
national, international or supranational origin, 
which are applicable in accordance with the 
relevant rules of private international law.” 
Tidak ada satu ketentuan pun dalam UNIDROIT Principles 
yang dapat menghalangi penerapan aturan – aturan 
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memaksa, baik berasal dari nasional, internasional maupun 
supranasional, yang dipakai sesuai dengan kaidah – kaidah 
Hukum Perdata Internasional (HPI) yang relevan.  
e. Sifat internasional dan tujuan prinsip – prinsip UNIDROIT 
yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak 
Karena tujuan prinsip – prinsip UNIDROIT adalah dalam 
rangka upaya harmonisasi, maka ketika melakukan 
penafsiran harus memperhatikan sifat internasional, 
sehingga dalam memahami istilah dan konsep yang dipakai 
haruslah dilihat secara otonom, misalnya tidak 
menggunakan terminologi yang digunakan dalam hukum 
domestik tertentu. Sebab prinsip – prinsip UNIDROIT 
merupakan hasil studi komparatif dari para ahli hukum yang 
berlatar belakang sistem hukum dan budaya yang berbeda, 
sehingga substansinya merupakan hasil kompromi dari 
berbagai sistem hukum. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 
1.6 ayat (1) UNIDROIT Principles, sebagai berikut: 
“In the interpretation of these Principles, regard 
is to be had to their international character and 
to their purposes including the need to promote 
uniformity in their application.” 
2. Prinsip Itikad baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair 
Dealing) 
Berdasarkan prinsip ini, apa yang telah disepakati para pihak, 
maka kesepakatan itu harus dihormati dan dilaksanakan dengan 
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itikad baik.60 Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1.7 
UNIDROIT Principles mengenai Good Faith and Fair Dealing, 
sebagai berikut: 
“(1) Each party must act in accordance with good 
faith and fair dealing in international trade; (2)The 
parties may not exclude or limit this duty.” 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1.7 UNIDROIT Principles 
tersebut, ada tiga unsur itikad baik dan transaksi jujur, yaitu: 
a. Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang 
melandasi kontrak; 
b. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UNIDROIT 
ditekankan pada praktek perdagangan internasional; dan 
c. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. 
3. Prinsip Gross Disparity 
Prinsip ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari prinsip 
itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) serta 
prinsip keseimbangan dan keadilan. Hal ini dilandasi adanya 
kenyataan disparitas yang besar di masyarakat. Oleh karena itu, 
diperlukannya sistem aturan yang dapat melindungi pihak yang 
memiliki posisi yang tidak menguntungkan.  
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Prinsip – prinsip UNIDROIT mengaturnya dalam Pasal 3.10 
UNIDROIT Principles: 
“(1) A party may avoid the contract or an individual 
term of it if, at the time of the conclusion of the 
contract, the contract or term unjustifiably gave the 
other party an excessive advantage. Regard is to 
be had, among other factors, to (a) the fact that the 
other party has taken unfair advantage of the first 
party’s dependence, economic distress or urgent 
needs, or of its improvidence, ignorance, 
inexperience or lack of bargaining skill, and (b) the 
nature and purpose of the contract. 
(2) Upon the request of the party entitled to 
avoidance, a court may adapt the contract or term 
in order to make it accord with reasonable 
commercial standards of fair dealing. 
(3) A court may also adapt the contract or term 
upon the request of the party receiving notice of 
avoidance, provided that party informs the other 
party of its request promptly after receiving such 
notice and before the other party has reasonably 
acted in reliance on it. The provisions of Article 3.13 
(2) apply accordingly.” 
Salah satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila 
terjadi perbedaan mencolok (gross disparity) yang memberikan 
keuntungan berlebihan dan secara tidak sah kepada salah satu 
pihak.  
4. Prinsip Hardship 
Ketentuan tentang hardship ini tertuang dalam Section 2, yang 
terdiri dari 3 (tiga) pasal. Dalam Pasal 6.2.1 UNIDROIT 
Principles menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak 
menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut 
bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan 
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tunduk pada ketentuan tentang hardship. Ketentuan ini 
menentukan dua hal pokok, yaitu sifat mengikat dari kontrak 
sebagai aturan umum dan perubahan keadaan yang relevan 
dengan kontrak jangka panjang.61 Prinsip mengikatnya kontrak 
bagaimana pun juga bukan suatu yang absolut. Apabila terjadi 
keadaan yang menimbulkan perubahan fundamental atas 
keseimbangan dari kontrak, keadaan itu merupakan situasi yang 
dikecualikan yang dimaksud dalam prinsip – prinsip ini sebagai 
hardship.  
Pasal 6.2.2 UNIDROIT Principles memberikan definisi tentang 
peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai hardship, yaitu 
peristiwa yang secara fundamental telah mengubah 
keseimbangan kontrak.  
Unsur hardship tertuang dalam Pasal 6.2.2 (a) sampai dengan 
(d) UNIDROIT Principles, yaitu perubahan keseimbangan 
kontrak secara fundamental, meningkatnya ongkos pelaksanaan 
kontrak, dan menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus 
diterima oleh salah satu pihak. Menurut prinsip umum, adanya 
perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan 
kontrak, oleh karena itu adanya hardship tidak dapat dijadikan 
alasan pembatalan kontrak, kecuali perubahan itu bersifat 
fundamental. 
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Definisi hardship dalam Pasal 6.2.1 UNIDROIT Principles lebih 
bersifat umum, sedangkan kontrak komersial internasional 
seringkali memuat aturan yang konkret dan terperinci. Para pihak 
dapat saja merubah isi aturan kontrak dalam rangka 
menyesuaikannya dengan keadaan khusus dari transaksi.  
Akibat hukum dari peristiwa ini dapat dilihat dalam Pasal 6.2.3 
UNIDROIT Principles sebagai berikut: 
a. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegosiasi 
kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan 
segera dengan menunjukan dasar – dasarnya; 
b. Permintaan renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan 
hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan 
pelaksanaan kontrak; 
c. Apabila para pihak gagal untuk mencapai kesepakatan dalam 
jangka waktu yang wajar, masing – masing pihak dapat 
mengajukannya ke pengadilan atau arbitrase; dan 
d. Apabila pengadilan atau arbitrase membuktikan adanya 
hardship maka pengadilan dapat memutuskan untuk 
mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti, 
atau dapat pula mengubah kontrak untuk mengembalikan 
keseimbangannya. 
 
 
  
 
63 
2.5.4 Sumber Hukum Kontrak Internasional 
Sumber hukum kontrak internasional dapat digolongkan menjadi 
tujuh bentuk hukum antara lain:62 
1. Hukum Nasional 
Kontrak tunduk terhadap salah satu sistem hukum nasional di 
bidang hukum komersial atau dagang suatu pihak. Hukum 
nasional disini termasuk pula aturan – aturan hukum 
pemerintah yang terikat baik secara langsung ataupun tidak 
langsung dengan objek kontrak itu sendiri. 
2. Dokumen Kontrak 
Disamping pilihan hukum berupa hukum nasional, muatan atau 
ketentuan – ketentuan pasal dalam dokumen kontrak 
merupakan undang – undang bagi yang membuatnya, hal ini 
merupakan yang utama dan yang terpenting bagi para pihak. 
Dokumen kontrak merupakan aturan lex specialist dari aturan – 
aturan atau prinsip – prinsip hukum. Aturan – aturan dalam 
dokumen kontrak memuat mengenai hak dan kewajiban para 
pihak merupakan aturan – aturan yang esensial dan utama. 
3. Kebiasaan – Kebiasaan di  Bidang Perdagangan yang Terkait 
dengan Kontrak 
Sumber ini seringkali disebut dengan lex mercatoria (hukum 
para pedagang). Aturan kebiasaan pedagang baru akan 
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mengikat suatu kontrak apabila para pihak menyatakan dengan 
tegas menyatakannya demikian secara tertulis didalam 
dokumen kontrak mereka. 
4. Prinsip – Prinsip Hukum Umum Mengenai Kontrak 
Prinsip hukum umum adalah prinsip yang mendasari sistem 
hukum positif yang didasarkan atas asas lembaga hukum 
negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas 
dan lembaga hukum Romawi.63 Prinsip – prinsip hukum umum 
yang dipakai antara lain prinsip pacta sunt servanda, prinsip 
itikad baik, hardship serta keadaan kahar (force majeur). 
5. Putusan Pengadilan 
Dalam sistem hukum anglo saxon atau common law system, 
sumber hukum yang utama adalah putusan pengadilan. 
Putusan – putusan hakim dibentuk kaidah yang mengikat 
umum. Dalam civil law system putusan pengadilan juga 
memiliki nilai persuasif dan menentukan walaupun tidak sama 
porsinya dengan putusan pengadilan di dalam sistem hukum 
common law. 
6. Doktrin 
Merupakan pendapat para ahli hukum yang terkenal di 
bidangnya dan diakui wibawanya di lingkungan dunia ilmu 
hukum, sehingga pandangannya sering digunakan orang untuk 
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memberikan dasar ilmiah atau bagi keputusan – keputusan 
hukum yang diambil.64 
7. Perjanjian Internasional 
Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang bersifat 
mengikat secara publik, perjanjian internasional terkait hukum 
kontrak internasional antara lain, Konvensi UNIDROIT dan 
Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan 
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. 
2.6 Tinjauan Tentang Arbitrase Nasional dan Internasional 
2.6.1 Pengertian Arbitrase 
Subekti65 menyatakan bahwa arbitrase adalah, 
“Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh 
seorang hakim atau para hakim berdasarkan 
persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada 
atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim 
yang mereka pilih.” 
H. Priyatna Abdurrasyid66 menyatakan bahwa,  
“Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu 
sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti 
oleh para pihak yang bersengketa dan 
pemecahannya akan didasarkan kepada bukti – 
bukti yang diajukan oleh para pihak.” 
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H.M.N Purwosutjipto67 menggunakan istilah perwasitan untuk 
arbitrase yang diartikan,  
”Sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para 
pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang 
hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya 
diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak 
yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan 
putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.” 
Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. 
Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah 
bila jalur pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu 
peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase 
menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk 
kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai 
hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim 
permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang 
ditangani.68 
Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury,69 
“Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau 
simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela 
yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah 
yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana 
keputusan berdasarkan dalil – dalil dalam perkara 
tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk 
menerima putusan tersebut secara final dan 
mengikat.” 
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Dari berbagai pengertian arbitrase di atas, maka terdapat 
beberapa unsur kesamaan, yaitu: 
1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian 
sengketa – sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah 
terjadi kepada seseorang atau beberapa orang pihak ketiga 
diluar peradilan umum untuk diputuskan; 
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah 
sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai 
sepenuhnya, khusus di sini dalam bidang perdagangan industri 
dan keuangan; dan 
3. Putusan tersebut merupakan akhir dan mengikat (final and 
binding).70 
2.6.2 Perjanjian Arbitrase 
Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat atau 
voorwaardelijke verbentenis. Perjanjian arbitrase tidak termasuk 
pada pengertian ketentuan Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata. 
Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak 
digantungkan kepada suatu kejadian tertentu di masa yang akan 
datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan pelaksanaan 
perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan 
lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (disputes 
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settlement) atau difference yang terjadi antara pihak yang 
berjanji.71 
Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausula arbitrase 
merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. 
Itu sebabnya disebut merupakan perjanjian asesor. 
Keberadaannya, hanya sebagai tambahan kepada perjanjian 
pokok dan sama sekali tidak memengaruhi pelaksanaan 
pemenuhan perjanjian.72 
Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa 
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian 
arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk 
mengadili sengketa para pihak tersebut.73 Dengan demikian, 
pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan 
fungsi arbiter.74 
Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikatkan diri dalam 
perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama 
(mutual consent). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, 
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merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. 
Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap 
perjanjian arbitrase, harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. 
Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan 
hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang 
mungkin timbul antara para pihak.75 
Pasal 7 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa 
para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang 
terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan 
melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati 
para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak 
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara.76 
Jenis – jenis perjanjian arbitrase, yaitu terdiri atas dua bentuk, 
yaitu pactum de compromittendo dan akta kompromis. Berikut 
adalah penjelasan atas dua jenis perjanjian tersebut. 
1. Pactum De Comromittendo 
Pactum de compromittendo berarti kesepakatan setuju dengan 
putusan arbiter. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 
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 Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa  
76 M. Yahya Harahap, op. cit., hlm. 65 
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Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi 
sebagai berikut. 
Undang – undang ini mengatur penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat antar para pihak 
dalam suatu hubungan hukum tertentu yang 
telah mengadakan perjanjian arbitrase yang 
secara tegas menyatakan bahwa semua 
sengketa atau beda pendapat yang timbul atau 
yang mungkin timbul dari hubungan hukum 
tersebut akan diselesaikan dengan cara 
arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian 
sengketa. 
Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara 
lain kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para 
pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan 
penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian 
hari kepada arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.77 
Persetujuan yang dimaksud adalah klausul arbitrase 
(arbitration clause). 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa klausul arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi 
perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. 
Mengenai cara pembuatan klausul pactum de compromittendo, 
tidak tegas diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
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Sengketa. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, 
dijumpai dua cara dibenarkan.78 
a. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian 
pokok. Ini cara yang lazim diterapkan dalam praktik, yaitu 
perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausul 
arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan 
bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan 
(dispute) yang timbul di kemudian hari melalui forum 
arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok. 
b. Pactum de compromittendo dimuat dalam akta tersendiri 
atau terpisah dari perjanjian pokok. Apabila pactum de 
compromittendo berupa akta terpisah dari perjanjian pokok, 
waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus berpegang pada 
ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat 
sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus 
sesuai dengan syarat formal keabsahan pactum de 
compromittendo, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.79 
2. Akta Kompromis 
Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta 
kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut bunyi Pasal 9 
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 Ibid., hlm. 66 
79 Ibid., hlm. 66 
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Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: 
(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase setelah sengketa 
terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut 
harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang 
ditandatangani para pihak. 
(2) Dalam hak para pihak tidak dapat 
menandatangani perjanjian tertulis 
sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian 
tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk 
akta notaris. 
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus memuat: a. Masalah 
yang dipersengketakan; b. Nama lengkap 
dan tempat tinggal para pihak; c. Nama 
lengkap dan tempat tinggal arbiter atau 
majelis arbitrase; d. Tempat arbiter atau 
majelis arbitrase akan mengambil 
keputusan; e. Nama lengkap sekretaris; f. 
Jangka waktu penyelesaian sengketa; g. 
Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. 
Pernyataan kesediaan dari pihak yang 
bersengketa untuk menanggung segala 
biaya yang diperlukan untuk penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase. 
(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal 
demi hukum. 
Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang – Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa diatas dapat diketahui bahwa akta kompromis 
sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan 
antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak 
diadakan persetujuan arbitrase. Dengan demikian, akta 
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kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian 
perselisihan yang timbul di antara orang yang berjanji.80 
2.6.3 Arbitrase Internasional 
1. Pengertian Abitrase Internasional 
Dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentang 
arbitrase internasional, terutama aspek eksekusinya. Akan 
tetapi, undang – undang tersebut sama sekali tidak menyebut 
tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional. 
Apakah misalnya setiap putusan arbitrase luar negeri dapat 
dijalankan di Indonesia, termasuk jika putusan tersebut 
merupakan putusan arbitrase nasional negara lain. Karena 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan apa – 
apa, maka hal ini mengindikasikan bahwa Undang – Undang 
ini tidak melakukan pembatasan – pembatasan terhadap jenis 
arbitrase. Asal syarat – syarat dalam undang – undang 
tersebut telah dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut sudah 
dapat dijalankan. Jadi, arbitrase internasional yang dimaksud 
dalam Undang – Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya 
adalah arbitrase asing. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam 
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New York Convention 10 Juni 1958 yang memang 
mempersoalkan eksekusi putusan arbitrase asing (foreign 
arbitral award).81 
Sementara itu, jika kita berbicara tentang arbitrase 
internasional (dalam arti sempit), yakni yang tidak termasuk 
arbitrase nasional negara lain, maka seperti yang dimaksud 
dalam model hukum arbitrase UNCITRAL, baru termasuk 
arbitrase internasional jika memenuhi syarat – syarat sebagai 
berikut:82 
a. Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi 
sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara 
berbeda, atau 
b. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase 
berada di luar tempat bisnis para pihak, atau 
c. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak 
berada diluar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat 
terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya 
para pihak, atau 
d. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok 
persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan 
lebih dari satu negara.83 
                                                             
81 Munir Fuady, Arbitrase Nasional – Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. PT. Citra Aditya 
Bakti. Bandung. 2000. Hlm. 183 
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 Ibid., hlm 184 
83 Lihat Article 1 ayat (3) dan (4) dari UNCITRAL Model Law 
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2. Badan – Badan Arbitrase Internasional 
Disamping arbitrase yang bersifat nasional seperti BANI, di 
beberapa negara terdapat juga arbitrase yang khusus dibentuk 
untuk kasus – kasus internasional. Namun begitu, tidak berarti 
suatu arbitrase nasional seperti BANI tidak dapat dipilih untuk 
kasus – kasus internasional.84 
Di antara arbitrase yang khusus didesain untuk perkara – 
perkara internasional adalah sebagai berikut: 
a. International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada 
tahun 1923. 
b. London Court of International Arbitration (LCIA) didirikan 
pada tahun 1892. 
c. Australia Center for International Commercial Arbitration 
(ACICA) di Australia. 
d. Singapore International Arbitration Center (SIAC) yang 
didirikan pada tahun 1991. 
e. Regional Center for Arbitration di Kuala Lumpur, yang 
didirikan pada tahun 1978. 
f. Regional Center for Arbitration di Kairo, atau yang disebut 
dengan Asian – African Legal Consultative Committe. 
g. British Columbia International Commercial Arbitration 
Center, yang didirikan pada tahun 1986. 
                                                             
84 Munir Fuady, op. cit., hlm. 184 
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h. Hongkong International Arbitration Center di Hongkong, 
yang didirikan pada tahun 1985. 
i. China International Economic and trade Arbitration 
Commission (CIETAC). 
j. Vietnam International Arbitration Center (VIAC). 
k. The International Center for the Settlement of Investment 
Disputes (ICSID). 
l. Interamerican Commission on Commercial Arbitration. 
m.The International Commercial Arbitration Court (ICAC) di 
Rusia. 
n. The Arbitration (Tretejskyi) Court for Settlement of Economic 
Disputes di Rusia.85 
2.6.4 United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) Arbitration Rules 
UNCITRAL adalah singkatan dari United Nations Commission on 
International Trade Law. Salah satu sumber hukum arbitrase lain 
yang sudah dimasukkan ke dalam sistem tata hukum nasional 
Indonesia adalah UNCITRAL Arbitration Rules. UNCITRAL 
dilahirkan sebagai Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 15 
Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted By The General 
Assembly in 15 December 1976). Pemerintah Indonesia termasuk 
salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi dimaksud. 
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Dengan demikian UNCITRAL Arbitration Rules yang menjadi 
lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum 
internasional di bidang arbitrase. 
Tujuan PBB melahirkan UNCITRAL Arbitration Rules adalah 
untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai – 
nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan 
yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. 
Recognizing the value of arbitration as a method of settling 
diputes arising in the context of international commercial relations. 
Demikian bunyi alinea pertama resolusi dimaksud. 
Menurut pendapat para penandatanganan resolusi, sangat 
dibutuhkan suatu aturan atau rule yang seragam dalam bidang 
arbitrase antara negara – negara yang paling berbeda sistem 
hukum, sosial, dan ekonominya, sebagai sumbangan untuk 
mendorong terwujudnya perkembangan yang harmonis dalam 
hubungan perekonomian internasional. Untuk mewujudkan cita – 
cita tersebut, PBB telah memprakarsai terciptanya suatu aturan 
arbitrase (Arbitration Rules) yang berwawasan internasional 
melalui konsultasi – konsultasi oleh United Nation Commission on 
International Trade Law. Oleh karena aturan arbitrase yang 
dikeluarkan berdasar resolusi Sidang Umum PBB merupakan 
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hasil kerja United Nation Commission on International Trade 
Law.86 
2.7 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan tinjauan 
pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka setelah berlakunya 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 akan berimplikasi pada 
substansi Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk. Terkendalanya 
renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk menyesuai dengan 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara disebabkan faktor – faktor yang menghambat 
renegosiasi dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan potensi 
kerugian para pihak. Menggunakan metode negosiasi dalam 
penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale menimbulkan potensi kerugian 
pada Pemerintah Indonesia dan PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga 
diperlukan metode alternatif yang dimungkinkan untuk digunakan agar 
sengketa penyesuaian Kontak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah dapat terselesaikan secara optimal. Metode arbitrase 
dengan menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules adalah alternatif 
penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dalam penyelesaian 
sengketa Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk menyesuai dengan 
Undang – Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
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Mineral dan Batubara. Secara garis besar kerangka berpikir tersebut 
dapat dilihat seperti bagan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
 
Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 
Tahun 2009 Melalu Arbitral Tribunal Menggunakan UNCITRAL 
Arbitration Rules 
 Landasan Hukum Kontrak Karya PT. Vale 
Berlakunya Undang – Undang Nomor 
4 Tahun 2009 
Amanat Penyesuaian Kontrak Karya 
PT. Vale 
Faktor – Faktor Penghambat 
Renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale 
Potensi Kerugian kedua belah pihak  
Alternatif penyelesaian sengketa yang 
dimungkinkan 
Arbitrase 
 UNCITRAL Arbitration Rules 
 Konsesi New York 1958/Keppres 
Nomor 34 Tahun 1981 
 Perma Nomor 1 Tahun 1990 
 UU Nomor 30 Tahun 1999 
Implikasi terhadap substansi Kontrak 
Karya PT. Vale menyesuai dengan 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 
2009 
 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 
1967 jo. Undang – Undang Nomor 
11 Tahun 1970 
 Undang – Undang Nomor 11 
Tahun 1967 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data 
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang 
menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi: 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif empiris, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan 
(library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk 
menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data hasil penelitian secara tepat mengenai 
Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
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Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 
Tahun 2009.  
3.2 Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Makassar dan Sorowako 
dengan sasaran penelitian yaitu kantor perwakilan PT Vale Indonesia, 
Tbk di Makassar dan Kantor public external relations PT. Vale 
Indonesia, Tbk di Sorowako, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 
perangkat pemerintah Kabupaten Luwu Timur, komunitas perburuhan 
PT. Vale Indonesia, Tbk, LSM, serta instansi dan pihak – pihak lain 
yang terkait dengan penelitian ini. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan dengan kontrak karya, artikel – artikel, opini, laporan 
tahunan perusahaan, data instansi pemerintahan, pemberitaan 
media – media dan sebagainya yang relevan dengan materi 
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penelitian yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer 
yang berhubungan dengan masalah penelitian 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan 
data yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku – buku, dokumen – 
dokumen, serta peraturan perundang – undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisan ini. 
3.5 Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya 
menjelaskan mengenai implikasi dari peraturan perundang – 
undangan, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di 
lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan. 
Selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah 
yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Faktor – Faktor Penghambat Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale 
Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 
4.1.1 Profil PT. Vale Indonesia, Tbk Sebagai Perusahaan Penanam 
Modal Asing Pemegang Kontrak Karya 
Pengertian penanaman modal asing dapat kita baca dalam Pasal 
1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing. Penanaman modal asing adalah: 
“Hanya meliputi m odal asing secara langsung yang 
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan – 
ketentuan undang – undang dan digunakan 
menjalankan perusahaan di Indonesia.” 
Unsur – unsur penanaman modal asing dalam definisi ini, 
meliputi: 1) Dilakukan secara langsung; 2) Menurut undang – 
undang; dan 3) Digunakan untuk menjalankan perusahaan di 
Indonesia. 
Pengertian secara langsung adalah investor secara langsung 
akan menanggung semua resiko yang akan dialami dari 
penanaman modal tersebut. Makna dilakukan menurut undang – 
undang adalah bahwa modal asing yang diinvestasikan di 
Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, 
prosedur dan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam 
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peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ditetapkan 
oleh Pemerintah Indonesia.87 
Dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian 
penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah: 
“Kegiatan menanam untuk melakukan usaha di 
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
oleh penanam modal asing, baik yang 
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
yang berpatungan dengan penanam modal dalam 
negeri.”  
Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk 
memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk 
melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini 
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 1) 
Modal asing sepenuhnya; dan/atau 2) Modal asing yang 
berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan 
penanam modal Indonesia. 
Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal memaparkan, konstruksi modal asing 
dalam ketentuan ini, hanya difokuskan kepada kepemilikan 
modal. Kepemilikan modal asing ini dikategorikan menjadi lima 
macam, yaitu: 1) Negara asing; 2) Perseorangan warga negara 
asing; 3) Badan usaha asing; 4) Badan hukum asing; dan/atau 5) 
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Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya 
modalnya dimiliki oleh pihak asing.88 Sedangkan pengertian 
investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan 
usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Investor 
Asing berupa: 1) Perseorangan warga negara asing; 2) Badan 
usaha asing; dan/atau 3) Pemerintah asing.89 
Didirikan pada bulan Juni 1968, PT. Vale Indonesia, Tbk 
(selanjutnya disebut PT. Vale) merupakan perusahaan asing yang 
memiliki lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan 
eksplorasi, penambangan, pengelolaan dan produksi nikel.  
PT. Vale adalah perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan 
pertambangan global (MNCs bergerak di bidang pertambangan) 
yang berkantor pusat di Brasil. Sebelumnya bernama PT. 
Internasional Nickel Indonesia, Tbk (PT. INCO). PT. Vale 
mengoperasikan nikel open bit dan pabrik pengelolaan di 
Sorowako, Sulawesi, sejak tahun 1968. Sejak 16 Mei 1990, PT 
Vale menjadi perusahaan publik dengan merilis 20% saham ke 
publik untuk memenuhi kewajiban divestasi saham seperti yang 
dipersyaratkan oleh Kontrak Karya.  
Nikel adalah salah satu dari lima puluh sembilan macam yang 
termasuk dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam 
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yang ditentukan pada Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Nikel merupakan logam serba guna dengan kombinasi sifat – sifat 
yang unik sehingga cocok dipakai untuk beragam keperluan mulai 
dari alat yang paling sederhana sampai peralatan dengan 
teknologi canggih. Seperti perkakas dapur sampai dengan 
penggunaan dalam industri penerbangan dan pembuatan 
komponen – komponen berkekuatan tinggi. Berasal dari bijih 
nikel, logam yang diproduksi oleh PT. Vale dikenal sebagai nikel 
primer karena berasal dari penambangan. Secara khusus PT. 
Vale memproduksi produk nikel dalam matte.90 
Semua produksi nikel dalam matte PT. Vale terikat dalam 
perjanjian penjualan jangka panjang kepada Vale Canada Limited 
dan Sumitomo Metal Mining Co, Ltd, dimana perjanjian penjualan 
tersebut mengatur bahwa 80% dari produksi tahunan PT. Vale 
dibeli oleh Vale Canada Limited dan 20% lainnya oleh Sumitomo 
Metal Mining berdasarkan formula harga London Metal 
Exchange.91 
Pemegang saham PT. Vale adalah Vale Canada Limited 
(58.73%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (20.09%), SSB ATB1 
Platinum Asia Fund – 2144604127 (1.68%),BPJS 
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91 PT. Vale Indonesia, Tbk, Laporan Tahunan 2014.  2014. Hlm. 22 
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Ketenagakerjaan – JHT (0.97%), BNYM SA/NV AS Cust of 
Employees Provident Fund – 2039844119 (0.73%), Hongky Harjo 
(0.60)%, Vale Japan Limited (0.54%), PT. AIA Finl – UL Equity 
(0.47%), Smartlink Rupiah Equity Fund (0.46%), Citibank New 
York S/A Dimensional Emerging Market Value Fund (0.41%), 
BBH Boston S/A Vangrd EMG MKTS STK INFD (0.37%), BPJS 
Ketenagakerjaan – JKK (0.32%), SSB Q4EQ S/A Platinum 
International Fund – 2144606892 (0.26%), Asuransi Jiwa Manulife 
Indonesia, PT – 49454000 (0.25%), Reksa Dana Schroder Dana 
Prestasi Dinamis (0.25%), Citybank New York S/A Emerging 
Markets Core Equity Portofolio of DFA INV Dimensions GRP INC. 
(0.24%), BPJS Ketenagakerjaan – BPJS (0.24%), Reksa Dana 
BPN Paribas Infrastruktur Plus (0.23%), SSL 3BR7 S/A Pension 
Protection Fund – 2144610564 (0.21%), dan The Notrhern Trust 
Co S/A Saudi Arabian Monetary Agency (0.19%).92 
Di bawah perjanjian Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia 
pada areal Kontrak Karya seluas 118.435 hektar.93 Konsesi awal 
diperoleh pada 27 Juli 1968 untuk areal seluas 6,6 juta hektar 
dibagian timur dan tenggara Sulawesi. Luas Konsesi PT. Vale 
kemudian berkurang akibat serangkaian pelepasan areal konsesi, 
terakhir pada 17 Oktober 2014.  
                                                             
92
 Ibid., hlm. 49 – 50  
93
 Wawancara dengan Michael A. Devyardi, Senior Legal Counsel Litigation and Industrial Relation 
PT. Vale Indonesia, Tbk, tanggal 10 April 2015 
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Provinsi Blok Konsesi Hektar (ha) 
Sulawesi Tengah Bahodopi 22,699 
Sulawesi Selatan Sorowako – Towuti 70,984 
Sulawesi Tenggara 
Pomala 20,286 
Suasua 4,466 
Total                                         118,435 
Tabel 4.1 Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Tahun 2014 (Laporan Tahunan 2014 PT. 
Vale, 2014) 
  
Kontrak Karya awal berlaku hingga 31 Maret 2008. Melalui 
Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani 
pada bulan Januari 1996, Kontrak Karya PT. Vale telah diubah 
dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025.94 
Peraturan perundang – undangan Republik Indonesia yang 
mengatur mengenai kontrak karya dapat dilihat pada berbagai 
peraturan perundang – undangan seperti pada Undang – Undang 
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Tambahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing dalam Pasal 8 ayat 1 yang disebutkan 
sebagai berikut: 
“Penanaman modal asing di bidang pertambangan 
didasarkan pada suatu kerja sama dengan 
pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk 
lain sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku.” 
Peraturan perundang – undangan yang mengatur kontrak karya 
dapat dilihat juga pada pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
                                                             
94 PT. Vale Indonesia, Tbk, Laporan Tahunan 2013.  2013. Hlm. 29  
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1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 
10 yang disebutkan sebagai berikut: 
(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai 
kontraktor apabila diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang 
belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh 
Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara 
yang bersangkutan selaku pemegang kuasa 
pertambangan. 
(2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan 
kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan 
Negara harus berpegang pada pedoman – 
pedoman, petunjuk – petunjuk dan syarat – 
syarat yang diberikan oleh menteri. 
(3) Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal 
ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh 
pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat apabila menyangkut 
eksploitasi golongan a sepanjang mengenai 
bahan – bahan galian yang ditentukan dalam 
Pasal 13 undang – undang ini dan atau yang 
perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal 
asing. 
Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 
Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan 
Pemerosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, 
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya.  
Kontrak karya adalah: 
“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik 
Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau 
patungan antara asing dengan nasional (dalam 
rangka penanaman modal asing) untuk 
pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
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Penanaman Modal Asing serta Undang – Undang 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – 
Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.” 
Dalam definisi tersebut, kontrak karya dimaknai sebagai suatu 
perjanjian. Subjek perjanjian itu ialah Pemerintah Indonesia 
dengan perusahaan swasta asing atau joint venture antara 
perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknya adalah 
pengusahaan mineral (tidak termasuk minyak bumi, gas alam, 
panas bumi, radio aktif dan batubara.95) Pedoman yang 
digunakan dalam penyusunan dan implementasi kontrak karya 
adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
penanaman Modal Asing serta Undang – Undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok 
Pertambangan Umum. Adanya unsur asing dalam subjek 
perjanjian pengusahaan mineral, dapat diartikan bahwa perjanjian 
atau kontrak tersebut bersifat kontrak internasional yang 
berdimensi publik, karena dalam perjanjian atau kontrak tersebut 
melibatkan perusahaan swasta asing dan dalam menyusun dan 
mengimplementasikan kontrak karya dengan Pemerintah 
Indonesia, wajib berpedoman pada Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan. 
                                                             
95
 Lihat Pasal 1 angka 1 Keputuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 
2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing 
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Operasi PT. Vale berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda 
tangani oleh Pemerintah Indonesia, dimana Kontrak Karya ini 
memiliki hak eksklusif di beberapa wilayah yang telah ditentukan 
di Sulawesi untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, 
penambangan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan dan 
penjualan nikel maupun mineral lain terkait nikel yang terdapat di 
areal Kontrak Karya. Kontrak Karya tersebut juga memberikan 
PT. Vale semua lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk 
operasinya, termasuk perluasan operasi sebagaimana diatur 
dalam Kontrak Karya. Selain itu, Pemerintah dapat tidak 
menyetujui rencana pembangunan, operasi maupun perluasan 
PT. Vale berdasarkan pertimbangan tertentu yang diatur dalam 
Kontrak Karya.96 
Adapun hak – hak dan kewajiban PT. Vale tertuang dalam Pasal 
2 Kontrak Karya Tahun 1996, yaitu: 
1. Kelanjutan Penunjukan 
Penunjukan perusahaan sebagai kontraktor tunggal 
pemerintah di dalam wilayah kontrak karya dan di setiap 
wilayah proyek yang berkaitan sesuai dengan kontrak karya 
1968 dengan ini dilanjutkan dan diperpanjang untuk jangka 
waktu yang berakhir tiga puluh tahun dari Tanggal Mulai 
Berlaku, dimana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 
sesuai dengan syarat – syarat menurut Pasal 26 Persetujuan 
ini. 
a. Penunjukan 
Atas dasar penunjukan tersebut perusahaan akan 
melanjutkan kedudukannya sebagai kontraktor tunggal 
pemerintah untuk melaksanakan semua operasi yang 
diuraikan selanjutnya selama jangka waktu Persetujuan ini 
                                                             
96 PT. Vale Indonesia, Tbk, Laporan Tahunan 2013. 2013. Hlm. 28  
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yang berhubungan dengan wilayah kontrak karya, termasuk 
pencarian, dan penemuan nikel dan mineral – mineral ikutan 
dan melaksanakan eksplorasi, evaluasi, pengembangan, 
penambangan, pengolahan, penyimpanan dan 
pengangkutan dengan segala cara yang tepat dan 
pemasaran mineral – mineral tersebut di dalam dan di luar 
Indonesia, dan melaksanakan semua kegiatan yang 
berkaitan, dengan kelanjutan operasi tersebut, serta 
kegiatan lainnya yang dirinci dalam Persetujuan ini untuk 
memenuhi kewajiban – kewajiban perusahaan menurut 
Persetujuan ini, dengan ketentuan Perusahaan tidak 
diperbolehkan menangani persenyawaan hidrokarbon atau 
mineral radio aktif dengan cara apapun tanpa 
mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan menteri. 
b. Tanggungjawab 
Perusahaan menerima hak – hak dan kewajiban – kewajiban 
untuk melakukan operasi – operasi sesuai dengan syarat – 
syarat Persetujuan ini dan melaksanakan semua operasi 
tersebut dengan teknik yang sesuai dengan standar – 
standar teknik penambangan internasional yang baik, 
perusahaan mempunyai hak pengendalian dan pengelolaan 
atas semua kegiatannya menurut persetujuan ini dan 
bertanggung jawab penuh serta memikul semua risiko 
atasnya sesuai dengan persyaratan – persyaratan dan 
kondisi – kondisi dari Persetujuan ini, perusahaan dapat 
memperkerjakan subkontraktor – subkontraktor terdaftar, 
baik afiliasi perusahaan atau bukan, guna melaksanakan 
tahap – tahap operasinya tersebut apabila dianggap perlu 
oleh perusahaan. 
c. Kerjasama 
Pemerintah beserta seluruh jajarannya akan bekerjasama 
sepenuhnya dengan perusahaan dan akan memberikan 
kepadanya semua hak yang diperlukan dan akan mengambil 
tindakan lainnya yang mungkin dikehendaki untuk mencapai 
tujuan bersama menurut Persetujuan ini. Dengan tunduk 
pada ketentuan – ketentuan Persetujuan ini, Pemerintah 
memberikan kepada Perusahaan semua hak, kuasa, 
wewenang dan hak istimewa yang diperlukan atau yang 
cocok agar memungkinkan Perusahaan dapat 
melaksanakan operasinya menurut Persetujuan ini, hak – 
hak, kuasa – kuasa, wewenang – wewenang dan hak – hak 
istimewa tersebut lebih lengkap diuraikan dalam Pasal 2 (1) 
(d) persetujuan ini. 
d. Hak – hak Khusus 
Tanpa membatasi sifat umum dari Pasal 2 (1) (c) 
Persetujuan ini. Perusahaan mempunyai hak – hak: 
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(i) Menambang, mengolah, menyimpan, mengangkut, dan 
menjual semua nikel dan mineral yang mengandung nikel 
dalam bentuk apapun dan semua mineral ikutan di 
dalam, pada dan di bawah permukaan wilayah kontrak 
karya, kecuali untuk persenyawaan – persenyawaan 
hidrokarbon dan mineral radio aktif yang tetap harus 
tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dari 
waktu ke waktu. 
(ii) Mengajukan permohonan atas dasar hak prioritas untuk 
menambang, mengolah, menyimpan, mengangkut dan 
menjual setiap dan semua mineral yang mungkin 
ditemukan oleh Perusahaan dalam wilayah kontrak karya 
selama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
menurut Persetujuan ini, atas dasar syarat – syarat yang 
harus disetujui oleh Pemerintah. 
(iii) Memasuki wilayah kontrak karya untuk maksud – 
maksud Persetujuan ini, membuat semua lobang 
pengeboran, sumur uji dan penggalian lainnya dan 
mengambil serta memindahkan, tanpa membayar royalti 
atau biaya lainnya, contoh – contoh untuk diketahui 
kadarnya dan untuk maksud – maksud riset metalurgis, 
pabrik percobaan dan penelitian laboratorium, termasuk 
contoh – contoh curah: dengan ketentuan bahwa contoh 
– contoh yang akan diekspor dan mempunyai nilai 
ekonomis wajib dikenakan royalti yang berlaku. 
e. Penciutan wilayah 
Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 
Persetujuan ini, atau kontrak karya 1968, perusahaan tidak 
diwajibkan untuk mengembalikan lebih lanjut suatu bagian 
dari wilayah kontrak karyanya. 
f. Lisensi – lisensi 
Perusahaan dengan ini diberi semua lisensi dan izin yang 
diperlukan untuk membangun dan menjalankan 
pengusahaannya, termasuk perluasan – perluasan dan 
operasi lainnya yang dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan 
ini, sesuai dengan peraturan – peraturan keselamatan kerja 
yang layak yang berkaitan dengan rancang bangun, 
pembangunan dan operasi yang berlaku umum di Indonesia 
dari waktu ke waktu. 
2. Perpanjangan Hak – Hak Menurut Ketetapan PLTA; Prioritas 
Pembangunan Sungai Larona 
Sejak tanggal mulai berlaku, semua hak dan kewajiban 
perusahaan menurut ketetapan PLTA juga diperpanjang, 
dianggap diubah dan berlaku dan memberi wewenang kepada 
perusahaan untuk melaksanakan dan membangun fasilitas 
pembangkit listrik tenaga air yang direncanakan sesuai dengan 
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semua perluasan selanjutnya dari kapasitas produksi 
perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang 
dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini. Tidak satupun dalam 
persetujuan ini atau dalam kontrak karya 1968 akan membatasi 
atau meniadakan prioritas yang diberikan kepada perusahaan 
dalam Pasal 1 (3) perjanjian PLTA untuk membangun 
pembangkit listrik tenaga air dan fasilitas transmisi di Sungai 
Larona bagi usahanya. Pemerintah seperti yang ditentukan 
dalam surat Direktur Jenderal Pengembangan Listrik dan 
Energi No.9156/40/600.3/94 tanggal 12 September 1994, telah 
menyatakan persetujuannya secara prinsip atas rencana 
perusahaan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik 
tenaga air dan fasilitas transmisi yang ada sekarang di Sungai 
Larona sesuai dengan kesanggupan Perusahaan seperti 
dinyatakan dalam Pasal 3 Persetujuan ini setelah 
dilengkapinya dokumen – dokumen dan izin – Izin yang 
diperlukan oleh Perusahaan. 
4.1.2 Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 
Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 12 
Januari 2009, yang pada tanggal 16 Desember 2008 telah 
disetujui bersama DPR, telah mengakhiri perdebatan selama tiga 
setengah tahun. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan untuk mengatur kegiatan usaha 
pertambangan di Indonesia. 
Adapun perubahan – perubahan yang mendasar antara 
ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan dengan 
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Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara dapat dilihat sebagai berikut. 
No Materi Pokok UU No. 11 Tahun 1967 UU No. 4 Tahun 2009 
1 Judul 
Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan 
Pertambangan Mineral 
dan Batubara  
2 
Prinsip Hak 
Penguasaan 
Negara 
Penguasaan Bahan 
Galian diselenggarakan 
Negara (Pasal 1) 
 Penguasaan Minerba 
oleh Negara, 
diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan/atau 
Pemda (Pasal 4) 
  Pemerintah dan DPR 
menetapkan kebijakan 
pengutamaan minerba 
bagi kepentingan 
nasional (Pasal 5) 
3 
Penggolongan/Pe-
ngelompokan 
Penggolongan bahan 
galian strategis, vital, 
bukan strategis bukan 
vital (Pasal 3) 
 Pengelompokan usaha 
pertambangan: mineral 
dan batubara 
 Penggolongan tambang 
mineral: radioaktif, 
logam, bukan logam, 
batuan (Pasal 34) 
4 
Kewenangan 
Pengelolaan 
 Bahan galian strategis 
(gol A) dan vital (gol 
B) oleh Pemerintah 
 Bahan galian non 
strategis non vital (gol 
C) oleh Pemda tingkat 
I/Provinsi (Pasal 4)  
 21 kewenangan berada 
di tangan Pusat 
 14 kewenangan berada 
di tangan provinsi 
 12 kewenangan berada 
di tangan 
kabupaten/kota (Pasal 6 
– 8) 
5 
Wilayah 
Pertambangan 
Secara terinci tidak 
diatur, kecuali bahwa 
usaha pertambangan 
tidak berlokasi di tempat 
suci, kuburan, bangunan, 
dll (Pasal 16 ayat 3) 
 Wilayah pertambangan 
adalah bagian dari tata 
ruang nasional, 
ditetapkan pemerintah 
setelah koordinasi 
dengan Pemda dan 
DPR (Pasal 10) 
 Wilayah pertambangan: 
wilayah usaha 
pertambangan (WUP), 
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wilayah pertambangan 
rakyat (WPR) dan 
wilayah pencadangan 
nasional (WPN) (Pasal 
14 s/d 33) 
6 Legalitas Usaha 
Sistem/Rezim Kontrak 
(Pasal 10, 15), terdiri 
atas: 
 Kontrak Karya (KK) 
 Kuasa Pertambangan 
(KP) 
 Surat Izin 
Pertambangan Daerah 
(SIPD) 
 Surat Izin 
Pertambangan Rakyat 
(SIPR)  
Sistem/Rezim Perizinan 
(Pasal 35), terdiri atas: 
 Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) 
 Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR) 
 Izin Usaha 
Pertambangan Khusus 
(IUPK) 
7 Tahapan Usaha 
Terdiri 6 tahapan yang 
berkonsekuensi pada 
adanya 6 jenis kuasa 
pertambangan: 
penyelidikan umum, 
eksplorasi, eksploitasi, 
pengolahan & 
pemurnian, 
pengangkutan, penjualan 
(Pasal 14)  
Terdiri 2 tahapan yang 
berkonsekuensi pada 
adanya 2 tingkatan 
perizinan: 
 Eksplorasi yang 
meliputi: penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi 
kelayakan 
 Operasi produksi, yang 
meliputi: konstruksi, 
penambangan, 
pengolahan & 
pemurnian, 
pengangkutan dan 
penjualan (Pasal 36) 
8 
Klasifikasi 
Investor & Jenis 
Legalitas Usaha 
 Investor 
Nasional/Domestik 
(PMDN), berupa: KP, 
SIPD, PKP2B 
 Investor Asing (PMA), 
berupa : KK, PKP2B 
 IUP bagi badan usaha 
(PMA/PMDN), 
koperasi, perseorangan 
(Pasal 38) 
 IPR bagi penduduk 
lokal, koperasi (Pasal 
67) 
 IUPK, bagi badan 
usaha berbadan hukum 
Indonesia dengan 
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prioritas pada 
BUMN/BUMD (Pasal 
75) 
9 
Kewajiban Pelaku 
Usaha 
 Kewajiban keuangan 
bagi Negara: 
- KP sesuai aturan yang 
berlaku: iuran tetap & 
royalti (merujuk PP 
No. 45/2003 Tentang 
PNBP DESDM) 
- KK/PKP2B sesuai 
kontrak: untuk KK 
iuran tetap & royalti; 
untuk PKP2B: iuran 
tetap & DIIPB 
(merujuk pada 
Keppres No.75/1996 
Tentang Ketentuan 
PKP2B) 
 Minimal, bahkan tidak 
diatur kewajiban soal 
lingkungan, kemitraan 
dengan usaha lokal, 
pemanfaatan tenaga 
kerja setempat, 
program 
pengembangan 
masyarakat     
 Kewajiban keuangan 
bagi Negara: pajak dan 
PNBP. Tambahan bagi 
IUPK pembayaran 10 
% dari keuntungan 
bersih 
 Pemeliharaan 
lingkungan: konservasi, 
reklamasi (Pasal 96 s/d 
100) 
 Kepentingan nasional: 
pengolahan dan 
pemurnian di dalam 
negeri (Pasal 103-104) 
 Pemanfaatan tenaga 
kerja setempat, 
partisipasi pengusaha 
lokal pada tahap 
produksi, program 
pengembangan 
masyarakat (Pasal 106 
– 108) 
 Penggunaan perusahaan 
jasa pertambangan 
lokal dan/atau nasional 
(Pasal 124) 
10 
Pembinaan & 
Pengawasan 
Terpusat di tangan 
pemerintah atas 
pemegang KK, KP, 
PKP2B 
 Pusat: terhadap provinsi 
dan kabupaten/kota 
terkait penyelenggaraan 
pengelolaan 
pertambangan 
 Pusat, provinsi, 
kabupaten/kota sesuai 
kewenangan terhadap 
pemegang IUP 
dilakukan 
 Kabupaten/Kota 
terhadap IPR (Pasal 
139 – 142) 
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11 
Ketentuan 
Peralihan (terkait 
status hukum 
investasi existing) 
Pasal 35: “Semua hak 
pertambangan dan KP 
perusahaan Negara, 
swasta, badan lain atau 
perseorangan 
berdasarkan peraturan 
yang ada sebelum saat 
berlakunya UU ini, tetap 
dijalankan sampai sejauh 
masa berlakunya, kecuali 
ada penetapan lain 
menurut PP yang 
dikeluarkan berdasarkan 
UU ini .” 
Pasal 169, pada saat UU 
ini mulai berlaku : 
a. KK & PKP2B yang 
telah ada sebelum 
berlakunya UU ini 
tetap diberlakukan 
sampai jangka waktu 
berakhirnya 
kontrak/perjanjian 
b. Ketentuan yang 
tercantum dalam pasal 
KK dan PKP2B 
dimaksud disesuaikan 
selambat – lambatnya 
1 tahun sejak UU ini 
diundangkan, kecuali 
mengenai penerimaan 
Negara. 
Tabel 4.2 Perbandingan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 (Sri Nur Hari Susanto, 2009) 
 
Berdasarkan sejumlah perbedaan di atas, tampak substansi 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara berusaha menggunakan arah baru 
kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip 
kepentingan nasional (national interest), kemanfaatan untuk 
masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan 
pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practies). 
Menguatnya Hak Penguasaan Negara, termasuk penguasaan 
sumber daya alam, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan 
asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus dan 
mengawasi pengelolaan usaha tambang. Untuk itu dimulai dari 
perubahan sistem/rezim kontrak menjadi sistem/rezim perizinan. 
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Dalam sistem/rezim kontrak berdasarkan Undang – Undang 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok 
Pertambangan, para pihak dalam kontrak karya dan perjanjian 
karya pengusahaan pertambangan batubara yaitu Pemerintah 
Indonesia dan Perusahaan Pertambangan adalah seimbang. 
Negara sebagai badan hukum publik yang dapat melakukan 
hubungan keperdataan bertindak sebagai subjek hukum perdata. 
Hubungan dengan lawan kontraknya, terkadang sebagai pihak 
dan terkadang juga sebagai regulator. Konsekuensinya adalah 
kontrak yang lahir dalam rangka Penanaman Modal Asing tidak 
hanya berlaku hukum perjanjian saja, tetapi juga berlaku 
perjanjian hukum internasional.97 Oleh karena itu, hubungan 
kesederajatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tidak 
dalam kedudukan istimewa. Hubungan yang ada hanya 
hubungan kontraktual.  
Oleh sebab itu implikasi hukum perubahan sistem/rezim dalam 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara adalah mengembalikan asas Hak 
Penguasaan Negara pada posisinya secara ketatanegaraan. Hal 
ini bisa dilihat sebagai berikut: 
 
                                                             
97
 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata. PT. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. Hlm. 176 
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Subjek Sistem/Rezim Perizinan Sistem/Rezim Kontrak 
Hubungan Hukum 
Bersifat publik, 
instrumen hukum 
administrasi negara 
Bersifat perdata 
Penerapan Hukum Oleh Pemerintah Oleh kedua belah pihak 
Pilihan Hukum 
Tidak berlaku pilihan 
hukum 
Berlaku pilihan hukum 
Akibat Hukum Sepihak 
Kesepakatan kedua 
belah pihak 
Penyelesaian Sengketa PTUN Negosiasi dan Arbitrase 
Kepastian Hukum Lebih terjamin 
Kesepakatan kedua 
belah pihak 
Hak dan Kewajiban 
Hak dan kewajiban 
Pemerintah lebih besar 
Hak dan kewajiban 
relatif setara antar pihak 
Sumber Hukum 
Peraturan Perundang – 
Undangan 
Kontrak/Perjanjian itu 
sendiri 
Tabel 4.3 Perbandingan Sistem/Rezim Perizinan dan Sistem/Rezim Kontrak (Sri Nur Hari Susanto, 
2009) 
Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun  2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut 
Undang – Undang Minerba) masih mengakui keberadaan kontrak 
karya yang berlaku sebelum Undang – Undang Minerba 
diterbitkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 
huruf a Undang – Undang Minerba, yaitu: 
“Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara yang telah ada sebelum 
berlakunya Undang – Undang ini tetap diberlakukan 
sampai jangka waktu berakhirnya 
kontrak/perjanjian.” 
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Namun selanjutnya pada Pasal 169 huruf b Undang – Undang 
Minerba menentukan bahwa: 
“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak 
karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan mineral dan batubara sebagaimana 
dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat – 
lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang 
ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan 
negara.” 
Ketentuan peralihan dalam Undang – Undang Minerba memuat 
substansi bahwa keberadaan kontrak karya masih tetap diakui 
sampai berakhirnya kontrak, namun keberadaan kontrak karya 
wajib menyesuai dengan Undang – Undang Minerba selambat – 
lambatnya 1 tahun sejak diterbitkannya Undang – Undang 
Minerba. 
Berdasarkan amanat Pasal 169 huruf b Undang – Undang 
Minerba, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 
Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya 
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
yang diketuai oleh Menteri Kordinator Perekonomian yaitu Hatta 
Rajasa. Jero Wajik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral bertindak selaku Ketua Harian merangkap anggota dan 
beranggotakan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir 
Syamsuddin, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri 
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Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, 
Menteri BUMN Dahlan Iskan, Seskap Dipo Alam, Jaksa Agung 
Basrief, Kepala BPKP Mardiasmo dan Kepala BKPM. 
Tim evaluasi ini memiliki fokus kerja untuk melakukan renegosiasi 
dan peninjauan kembali kontrak tambang dengan seluruh 
perusahaan pemegang kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara agar dapat menyesuai 
dengan Undang – Undang Minerba berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak. 
Ada enam poin strategis yang direnegosiasi atau ditinjau kembali 
dalam kontrak karya, hal ini meliputi: 
1. Seluruh wilayah kerja yang melebihi batas maksimum 100.000 
hektare untuk izin usaha pertambangan eksplorasi mineral dan 
25.000 hektare untuk izin usaha pertambangan produksi 
mineral harus dikembalikan kepada negara. Diatur pada Pasal 
52 dan Pasal 53 Undang – Undang Minerba; 
2. Kontrak yang berakhir masa berlakunya harus diterminasi. 
Setelah itu, pengelolaan harus diserahkan kepada negara yang 
diwakili BUMN/BUMD. Perpanjangan kontrak dengan 
kontraktor lama dapat dilakukan, hanya jika kontraktor tersebut 
menjadi pemegang saham minoritas. Diatur pada Pasal 169 
huruf a Undang – Undang Minerba dan Pasal 112 angka 2 
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Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;  
3. Penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Diatur pada 
Pasal 128 – 133 Undang – Undang Minerba dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Negara 
bukan Pajak; 
4. Divestasi harus diberlakukan kepada seluruh kontrak karya dan 
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sesuai 
Pasal 112 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 
97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara; 
5. Kewajiban pengolahan dan pemurnian diberlakukan sesuai 
Pasal 102 – 104 Undang – Undang Minerba serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Pemerintah harus menjamin pemilik saham 
perusahaan smelter adalah perusahaan BUMN dan swasta 
nasional; dan 
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6. Penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri 
sesuai Pasal 106 – 109 dan 124 Undang – Undang Nomor 4 
Tahun 2009.98 
Adapun perbandingan 6 (enam) poin strategis renegosiasi 
kontrak karya dalam Undang – Undang Minerba dan Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Substansi Rezim Kontrak Rezim IUP 
Bentuk Kuasa Pertambangan 
(KP), Kontrak Karya 
(KK), PKP2B 
Izin Usaha 
Pertambangan (IUP), 
Izin Usaha 
Pertambangan 
Khusus (IUPK) dan 
Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR)  
Luas wilayah Untuk tahapan pra 
produksi: 
 KK generasi I – VI 
tidak diatur 
 KK generasi VII 
maksimal 250.000 
ha 
 PKP2B generasi I 
tidak diatur 
 PKP2B generasi II – 
III maksimal 
100.000 ha 
Untuk tahap produksi: 
 KK 25% dari luas 
awal atau Maksimal 
62.500 ha 
 PKP2B 25% dari 
Untuk tahap pra 
produksi: 
 IUP mineral logam 
maksimal 100.000 
ha 
 IUP batubara 
maksimal 50.000 
ha 
 IUP batuan 
maksimal 5.000 ha 
Untuk tahap operasi 
produksi: 
 IUP Mineral 
logam maksimal 
25.000 ha 
 IUP batubara 
maksimal 15.000 
                                                             
98
 ----, Refleksi KESDM: Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan. 2013. Dalam 
http://esdm.seruu.com/read/2013/01/01/137902/refleksi-kesdm-renegosiasi-kontrak-karya-
pertambangan, diakses pada 29 April 2014 pukul 22.42 WITA. 
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luas awal atau 
25.000 ha 
Untuk tahap pra 
produksi berbeda 
sesuai dengan 
generasi masing – 
masing 
ha 
 IUP batuan 
maksimal 1.000 ha 
Jangka Waktu 
Produksi 
30 tahun, dapat 
diperpanjang 2 x 10 
tahun 
20 tahun, dapat 
diperpanjang 2 x 10 
tahun 
Penerimaan negara 
melalui pajak dan 
royalty 
Kewajiban keuangan 
bagi Negara: 
- KP sesuai aturan 
yang berlaku: iuran 
tetap & royalti 
(merujuk PP No. 
45/2003 Tentang 
PNBP DESDM) 
- KK/PKP2B sesuai 
kontrak: untuk KK 
iuran tetap & 
royalti; untuk 
PKP2B: iuran tetap 
& DIIPB (merujuk 
pada Keppres 
No.75/1996 Tentang 
Ketentuan PKP2B) 
Kewajiban keuangan 
bagi Negara: pajak 
dan PNBP. 
Tambahan bagi 
IUPK pembayaran 
10 % dari 
keuntungan bersih 
 
Kewajiban Divestasi Kesepakatan para 
pihak dalam KK dan 
PKP2B 
Pemegang IUP dan 
IUPK Operasi 
Produksi dalam 
rangka PMA, 5 
tahun sejak 
berproduksi wajib 
melakukan divestasi 
saham secara 
bertahap kepada 
peserta Indonesia 
paling sedikit 51 % 
bagi perusahaan 
yang tidak 
melakukan sendiri 
pengolahan dan/atau 
pemurnian, 40 % 
bagi perusahaan 
yang melakukan 
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sendiri kegiatan 
pengelolaan dan/atau 
pemurnian dan 30 % 
bagi perusahaan 
yang menggunakan 
metode 
penambangan bawah 
tanah. 
Pengolahan dan 
pemurnian 
Jangka waktu tidak 
diatur. Tapi dalam 
kontrak diwajibkan 
melakukan 
pengelolaan & 
pemurnian, jika 
memenuhi 
keekonomiannya 
KK yang sudah 
produksi wajib 
melakukan 
pemurnian paling 
lambat 5 tahun sejak 
UU No. 4 tahun 
2009 diterbitkan 
Penggunaan tenaga 
kerja, barang dan jasa 
dalam negeri 
Tidak diatur 
kewajiban soal 
kemitraan dengan 
usaha lokal, 
pemanfaatan tenaga 
kerja setempat, 
program 
pengembangan 
masyarakat 
 Pemanfaatan 
tenaga kerja 
setempat, 
partisipasi 
pengusaha lokal 
pada tahap 
produksi, program 
pengembangan 
masyarakat 
 Penggunaan 
perusahaan jasa 
pertambangan lokal 
dan/atau nasional 
Tabel 4.4 Perbandingan 6 Poin Strategis Renegosiasi KK dan PKP2B dalam UU Minerba 
dan UU No. 11 Tahun 1967 (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2011) 
Setelah berlakunya Undang – Undang Minerba maka 6 (enam) 
poin ini akan menimbulkan implikasi pada substansi kontrak karya 
PT. Vale untuk menyesuai dengan Undang – Undang Minerba.  
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Dalam laporan direksi 2013 PT. Vale, Nico Kanter99 selaku 
Presiden Direktur PT. Vale mengatakan: 
“...kontrak karya kami amat berpengaruh pada 
bisnis kami di masa depan, maka amat penting bagi 
kami untuk memberikan penjelasan tentang sifat 
dan signifikansinya dalam kegiatan usaha. Pada 10 
Januari 2012 tentang pembentukan tim yang 
bertugas mengevaluasi kontrak karya mineral dan 
kontrak karya batubara agar sejalan dengan 
ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang 
Pertambangan yang disahkan pada Januari 2009 
lalu. Undang – undang tersebut menyatakan bahwa 
seluruh kontrak karya Mineral dan kontrak karya 
batubara harus direvisi agar selaras dengan 
ketentuan undang – undang. Perseroaan segera 
mengkomunikasikan kesiapannya untuk 
bernegosiasi kepada pemerintah. Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2012. Rapat formal pertama 
Perseroan dalam rangka renegosiasi kontrak karya 
berlangsung pada 11 September 2012. Pemerintah 
Pusat menekankan enam pokok renegosiasi untuk 
didiskusikan lebih lanjut, yaitu: 
1. Luas wilayah kontrak karya; 
2. Jangka waktu dan bentuk perpanjangan kontrak 
karya; 
3. Kewajiban keuangan (royalti dan pajak); 
4. Kewajiban pengelolan dan pemurnian dalam 
negeri; 
5. Kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam 
negeri; 
6. Divestasi saham. 
Sepanjang 2012 dan 2013, PT Vale dan Pemerintah 
telah mengadakan sejumlah rapat renegosiasi 
kontrak karya. Diskusi ini secara intensif masih terus 
dilakukan sejak September 2013 hingga tanggal 
dituliskannya laporan ini. Sampai dengan proses 
renegosiasi belum selesai, Perseroaan belum dapat 
menentukan sepenuhnya sejauh apa dampak 
renegosiasi terhadap kontrak karya. Meskipun 
                                                             
99 PT. Vale Indonesia, Tbk, Laporan Tahunan 2013. 2013. Hlm. 44 - 45  
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masih terdapat ketidakpastian terkait proses 
renegosiasi...” 
Hingga akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014, setelah 
pertemuan intensif sejak 11 September 2012, Pemerintah 
Indonesia dan PT. Vale menandatangani amandemen Kontrak 
Karya sebagai hasil kesepakatan renegosiasi sebagaimana 
diamanatkan Undang – Undang Minerba. Pihak pemerintah 
diwakili oleh Menteri Kordinasi Bidang Perekonomian dan 
Pelaksana Tugas Menteri ESDM, Chairul Tanjung, sementara 
pihak Perseroan diwakili Presiden Direktur dan CEO Perseroan, 
Nico Kanter, dan CFO Perseroan, Febriany Eddy. 
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, 
Siswoutomo, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar, 
dan Direktur Eksekutif Vale Base Metals, Peter Poppinga. 
Perubahan – perubahan Kontrak Karya PT. Vale menyesuai 
Undang – Undang Minerba, meliputi: 
1. Luas wilayah: Pengurangan wilayah Kontrak Karya dari 
sebelumnya seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. 
Pada akhir Kontrak Karya tanggal 28 Desember 2025, PT. Vale 
dapat mempertahankan 25.000 hektar zona bijih yang akan 
diusulkan untuk dieksploitasi. Selain zona bijih besi tersebut, 
PT. Vale tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan 
untuk kegiatan operasional dan keperluan lainya;  
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2. Penerimaan Negara: Royalti yang disepakati sebesar 2% dari 
penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata – 
rata nikel London Metal Exchange bulan sebelumnya sama 
atau lebih besar dari US$ 21.000/ton. Iuran tetap dan pajak 
daerah akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku; 
3. Divestasi saham: Kewajiban divestasi bagi PT. Vale untuk 
mendivestasikan tambahan 20% kepada peserta Indonesia. 
Proses divestasi ini akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. 
4. Kelanjutan operasi: PT. Vale dapat mengajukan permohonan 
kelanjutan operasinya setelah Kontrak Karya berakhir 
sebanyak 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk izin 
operasi, dan tunduk pada persetujuan pemerintah. Persetujuan 
pemerintah ini akan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban 
PT. Vale yang tercantum dalam Perjanjian Amandemen 
Kontrak Karya; 
5. Pengolahan dan pemurnian dalam negeri: Para pihak setuju 
bahwa PT. Vale telah memenuhi kewajiban berdasarkan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk 
melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan di 
dalam negeri; dan 
6. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa 
dalam negeri: Para pihak sepakat bahwa PT. Vale telah dan 
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terus akan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan 
barang – barang dalam negeri dan penyedia Jasa 
Pertambangan lokal dan/atau nasional yang terdaftar sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.100 
Selain perubahan – perubahan utama di atas, amandemen 
Kontrak Karya PT. Vale juga mengatur komitmen investasi. 
Komitmen investasi tersebut menggantikan kesanggupan PT. 
Vale sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Karya PT. Vale 
1996. PT. Vale berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu 
program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan 
pemurnian bijih nikel di fasilitas PT. Vale di Sulawesi Selatan. 
Kemudian PT. Vale juga berkomitmen untuk 
mengimplementasikan perluasan pengelolaan dan permurnian di 
Sulawesi Tengan dan Sulawesi Tenggara sesuai dengan 
Indonesian Growth Project (IGP). 
Dalam hal PT. Vale tidak memenuhi komitmen investasi pada 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara 
maka upaya satu – satunya Pemerintah Indonesia atas hal 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Komitmen investasi Sulawesi Selatan: PT. Vale setuju untuk 
melepaskan sebagian dari Sorowako atau Blok 1 Bahodopi 
                                                             
100
 Wawancara dengan Michael A. Devyardi, Senior Legal Counsel Litigation and Industrial 
Relation PT. Vale Indonesia, Tbk, tanggal 10 April 2015 
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yang tidak dapat dijustifikasikan tanpa adanya IGP Sulawesi 
Selatan. Pemerintah Indonesia dan PT. Vale sepakat bahwa 
area pelepasan yang spesifik tersebut akan dinegosiasikan 
sesuai dengan proses yang disepakati kemudian; 
2. Komitmen investasi Sulawesi Tengah: PT. Vale setuju untuk 
melepaskan Blok 2 dan Blok 3 Bahodopi; 
3. Komitmen investasi Sulawesi Tenggara: PT. Vale setuju untuk 
melepaskan Blok Pomala dan Blok Suasua.101 
Penandatanganan Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 
antara PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia, menandai 
berakhirnya renegosiasi Kontrak Karya 1996 PT. Vale menyesuai 
dengan Undang – Undang Minerba. Namun penandatanganan 
Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 PT. Vale, masih 
menyisakan beberapa poin permasalahan yang dapat ditinjau dari 
Undang – Undang Minerba. Beberapa poin permasalahan 
tersebut antara lain: 
1. Pada Pasal 169 huruf b Undang – Undang Minerba 
menentukan bahwa: 
“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak 
karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan mineral dan batubara 
sebagaimana dimaksud pada huruf a 
disesuaikan selambat – lambatnya 1 (satu) 
tahun sejak Undang – Undang ini diundangkan 
kecuali mengenai penerimaan negara.” 
                                                             
101 PT. Vale Indonesia, Tbk, Laporan Tahunan 2014. 2014. Hlm. 145 – 148  
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Dalam penjelasan Pasal 169 huruf b Undang – Undang 
Minerba menjelaskan bahwa: 
“Semua pasal yang terkandung dalam kontrak 
karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara harus disesuaikan 
dengan undang – undang.” 
Berdasarkan ketentuan di atas, semua pasal Kontrak Karya 
1996 PT. Vale seharusnya wajib menyesuai dengan Undang – 
Undang Minerba setahun sejak terbitnya Undang – Undang 
Minerba yaitu di tahun 2010. Namun pelaksanaan amanat 
Pasal 169 huruf b Undang – Undang Minerba baru 
dilaksanakan Pemerintah Indonesia ditahun 2012 setelah 
dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 
2012 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian 
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara. Alhasil renegosiasi Kontrak Karya 
PT. Vale baru berakhir 5 (lima) tahun kemudian setelah 
ditandatanganinya Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 
antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale. Keterlambatan 
penyesuaian seluruh pasal Kontrak Karya 1996 PT. Vale 
selama 5 (lima) tahun telah menyalahi amanat ketentuan Pasal 
169 huruf b perihal batas maksimum penyesuaian Kontrak 
Karya terhadap Undang – Undang Minerba. Keterlambatan 
renegosiasi ini juga berdampak pada potensi kerugian negara 
disektor pertambangan. 
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2. Pada Angka 1 dan 2 Pokok – Pokok Pikiran Undang – Undang 
Minerba menyebutkan bahwa, 
1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya 
tak terbarukan dikuasai oleh negara dan 
pengembangan serta pendayagunaannya 
dilaksanakan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah bersama dengan pelaku 
usaha. 
2. Pemerintah selanjutnya memberikan 
kesempatan kepada badan usaha yang 
berbadan hukum Indonesia, koperasi, 
perseorangan, maupun masyarakat setempat 
untuk melakukan pengusahaan mineral dan 
batubara berdasarkan izin, yang sejalan 
dengan otonomi daerah, diberikan oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya masing – 
masing. 
Kemudian pada Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Minerba 
menentukan bahwa: 
“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya 
disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan 
usaha pertambangan.” 
Selanjutnya Pasal 35 Undang – Undang Minerba menentukan 
bahwa: 
Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: 
a. IUP; 
b. IUPK; dan 
c. IPR. 
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Minerba di atas, 
dasar eksplorasi dan eksploitasi usaha pertambangan di 
Indonesia setelah terbitnya Undang – Undang Minerba ialah 
berbentuk izin usaha. Perubahan sistem/rezim kontrak 
menjadi sistem/rezim perizinan menjadikan posisi Pemerintah 
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Indonesia sebagai regulator tunggal yang memberikan izin 
usaha pertambangan. Dasar pelaksanaan pengusahaan 
pertambangan dalam bentuk izin usaha membuat menguatnya 
Hak Penguasaan Negara dalam pengusahaan sumber daya 
alam. Namun dalam penandatangan Perjanjian Amandemen 
Kontrak Karya 2014 PT. Vale, dasar pelaksanaan usaha 
pertambangan PT. Vale masih berbentuk Kontrak Karya. 
Dalam rezim/sistem kontrak karya, Pemerintah Indonesia 
sebagai pihak yang melakukan kontrak secara mendasar 
merendahkan posisi penguasaan dan pengusahaan Negara 
terhadap sumber daya alam setara dengan kontraktor.    
3. Penerimaan negara dan daerah diatur dalam Pasal 128 – 129 
Undang – Undang Minerba.  
Pasal 128 disebutkan bahwa: 
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar 
pendapatan negara dan pendapatan daerah. 
(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak 
dan penerimaan negara bukan pajak. 
(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Pajak – pajak yang menjadi kewenangan 
Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan di 
bidang perpajakan; dan 
b. Bea masuk dan cukai. 
(4) Penerimaan negara bukan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a. Iuran tetap; 
b. Iuran eksplorasi; 
c. Iuran Produksi; dan 
d. Kompensasi data informasi. 
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(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; dan 
c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang – 
undangan. 
Pasal 129 disebutkan bahwa: 
(1) Pemegang IUPK Operasi produksi untuk 
pertambangan mineral logam dan batubara 
wajib membayar 4% (empat persen) kepada 
Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada 
pemerintah daerah dari keuntungan bersih 
sejak berproduksi. 
(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai 
berikut: 
a. Pemerintah provinsi mendapat bagian 
sebesar 1% (satu persen); 
b. Pemerintah kabupaten/kota penghasil 
mendapat bagian sebesar 2,5% (dua 
koma lima persen); 
c. Pemerintah kabupaten/kota lainya dalam 
provinsi yang sama mendapat bagian 
sebesar 2,5% (dua koma lima persen). 
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Minerba di atas. 
Penerimaan negara melalui pajak dan royalti setelah 
berlakunya Undang – Undang Minerba, PT. Vale seharusnya 
membayar Iuran Produksi untuk Pemerintah sebesar 4% 
(empat persen) dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 6% 
(enam persen). Namun dalam perjanjian Amandemen Kontrak 
Karya 2014 PT. Vale, royalti yang dibayar PT. Vale disepakati 
sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan 
jika harga rata – rata nikel London Metal Exchange bulan 
sebelumnya sama atau lebih besar dari US$ 21.000/ton. Hal ini 
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berarti pembayaran pajak dan royalty PT. Vale kepada 
Pemerintah Indonesia belum sesuai dengan ketentuan 
penerimaan negara dan besaran penerimaan negara dari PT. 
Vale bergantung pada mekanisme harga pasar dalam hal ini 
London Metal Exchange, bukannya berdasarkan Undang _ 
Undang Minerba.  
4. Kewajiban divestasi saham diatur pada Pasal 112 ayat 1 dan 2 
Undang – Undang Minerba, disebutkan bahwa: 
(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan 
usaha pemegang IUP dan IUPK yang 
sahamnya dimiliki oleh asing wajib 
melakukan divestasi saham pada 
Pemerintah, pemerintah daerah, badan 
usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan usaha swasta nasional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi 
saham sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah 
jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual 
kepada peserta Indonesia. Sejak terbitnya Undang – Undang 
Minerba, telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan peraturan 
pemerintah mengenai divestasi yang mengatur mengenai 
komposisi saham asing yang wajib didivestasikan kepada 
peserta Indonesia.  
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Yang pertama diatur pada Pasal 97 ayat 1 dan 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang 
menyebutkan bahwa: 
(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK 
setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi 
wajib melakukan divestasi sahamnya, 
sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dimiliki peserta Indonesia. 
(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara langsung 
kepada peserta Indonesia yang terdiri atas 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah kabupaten/kota, 
BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta 
nasional. 
Kemudian pada Pasal 97 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
menentukan bahwa: 
(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka 
penanaman modal asing, setelah 5 (lima) 
tahun sejak berproduksi wajib melakukan 
divestasi sahamnya secara bertahap, 
sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya 
paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
dimiliki peserta Indonesia. 
(1a) Kepemilikan peserta Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam setiap tahun setelah akhir tahun 
kelima sejak produksi tidak boleh kurang 
dari presentase sebagai berikut: 
a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); 
b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen); 
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c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh 
persen); 
d. tahun kesembilan 44% (empat puluh 
empat persen); 
e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu 
persen), dari jumlah keseluruhan saham. 
(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan kepada peserta 
Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, 
BUMD, atau badan usaha swasta nasional. 
Dan perubahan terakhir mengenai kewajiban divestasi saham 
bagi perusahaan asing diatur dalam Pasal 97 ayat 1 dan 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan 
bahwa: 
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi dalam rangka 
penanaman modal asing, setelah 5 (lima) 
tahun sejak berproduksi wajib melakukan 
divestasi saham secara bertahap. 
(1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang 
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi 
Produksi yang tidak melakukan sendiri 
kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, 
setelah akhir tahun kelima sejak 
berproduksi paling sedikit sebagai berikut: 
a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); 
b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen); 
c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh 
persen); 
d. tahun kesembilan 44% (empat puluh 
empat persen); dan 
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e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu 
persen), dari jumlah seluruh saham. 
(1b) Kewajiban divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang 
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi 
Produksi yang melakukan sendiri kegiatan 
pengolahan dan/atau pemurnian, setelah 
akhir tahun kelima sejak berproduksi paling 
sedikit sebagai berikut: 
a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); 
b. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh 
persen); dan 
c. tahun kelimabelas 40% (empat puluh 
persen); dari jumlah seluruh saham. 
(1c) Kewajiban divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang 
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi 
Produksi yang melakukan kegiatan 
penambangan dengan menggunakan 
metode penambangan bawah tanah, 
setelah akhir tahun kelima sejak 
berproduksi paling sedikit sebagai berikut: 
a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); 
b. tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima 
persen); dan 
c. tahun kelimabelas 30% (tiga puluh 
persen); dari jumlah seluruh saham. 
(1d) Kewajiban divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang 
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi 
Produksi yang melakukan kegiatan 
penambangan dengan menggunakan 
metode penambangan bawah tanah dan 
penambangan terbuka, setelah akhir tahun 
kelima sejak berproduksi paling sedikit 
sebagai berikut: 
a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); 
b. tahun kedelapan 25% (dua puluh lima 
persen); dan 
c. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh 
persen); dari jumlah seluruh saham. 
(1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus 
untuk pengolahan dan/atau pemurnian 
dalam rangka penanaman modal asing 
tidak wajib melaksanakan divestasi saham. 
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(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi wajib melakukan 
penawaran divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat 
(1b) kepada peserta Indonesia secara 
berjenjang kepada: 
a. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota setempat; 
b. BUMN dan BUMD; dan 
c. Badan usaha swasta nasional 
(2d) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi yang sahamnya telah 
terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui 
sebagai peserta Indonesia paling banyak 
20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh 
saham. 
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 
Nomor 77 Tahun 2014), merombak kewajiban divestasi saham 
perusahaan pertambangan asing. Semula pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2012), pemerintah 
mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan asing untuk 
mendivestasikan sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu 
persen) pada tahun ke 10 (sepuluh) setelah 5 (lima) tahun 
berproduksi kepada peserta Indonesia. Kini dalam PP Nomor 
77 Tahun 2014, kewajiban PT. Vale selaku perusahaan 
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pertambangan yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan 
dan/atau pemurnian nikel, hanya wajib melakukan divestasi 
sahamnya sebesar 40% (empat puluh persen) saja. Turunnya 
persentase kewajiban divestasi saham PT. Vale dari 51% (lima 
puluh satu persen) menjadi 40% (empat puluh persen) pada 
akhirnya menjadi salah satu poin kesepakatan antara 
Pemerintah Indonesia dan PT. Vale dalam Perjanjian 
Amandemen Kontrak Karya 2014 PT. Vale terkait kewajiban 
divestasi saham. Alhasil, meskipun PT. Vale masih dikenakan 
kewajiban divestasi saham, namun niat Pemerintah Indonesia 
dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 untuk menjadikan peserta 
Indonesia menjadi pemilik mayoritas saham PT. Vale tidak 
dapat terealisasi. 
Berdasarkan penandatanganan Amandemen Kontrak Karya 
2014 PT. Vale terkait poin divestasi saham, PT. Vale masih 
akan menguasai mayoritas saham sebesar 60% (enam puluh 
persen). Masih dapat diikuasainya mayoritas saham oleh PT. 
Vale mencederai amanat Pasal 4 Undang – Undang Minerba 
yang menegaskan bahwa: 
“Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam 
yang tak terbarukan merupakan kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh negara untuk 
sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.” 
Ditinjau dari penguasaan dan pengelolaan sektor 
pertambangan yang termaktub di dalam Bab XIV 
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Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 
ayat 2 dan 3 Undang – Undang Dasar 1945. Pada ayat 2, 
dinyatakan bahwa: 
“Cabang – cabang produksi yang penting bagi 
Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh Negara.” 
Selanjutnya, pada ayat 3 dinyatakan bahwa:  
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar – besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
Menurut Mahkamah Konstitusi, kedua ayat tersebut dapat 
ditafsirkan bahwa rakyat Indonesia secara kolektif memberikan 
mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), 
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) cabang – cabang produksi yang 
penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang 
banyak untuk tujuan sebesar – besarnya kemakmuran 
rakyat.102 Kepemilikan mayoritas saham oleh PT. Vale 
berkonsekuensi pada: 1) Pembagian keuntungan perusahaan 
berupa deviden yang masih didominasi oleh PT. Vale; 2) 
Pengambilan keputusan dalam perusahaan pada Rapat Umum 
Pemegang Saham masih dikuasai oleh PT. Vale; dan 3) 
Penentuan posisi jabatan strategis yaitu Direksi dan Komisaris 
                                                             
102 Salim HS., op. cit. Hlm. 62 
  
 
124 
sebagai penentu kebijakan dan pengawasan internal 
perusahaan dalam PT. Vale.103  
Kewajiban divestasi saham kepada peserta Indonesia 
merupakan hal yang sangat penting bagi pengusahaan 
pertambangan, selain bermanfaat untuk mendukung dan 
memastikan kepatuhan (compliance) perusahaan dalam 
pembayaran pajak, royalti, tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perusahaan serta bermanfaat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat karena deviden yang diterima oleh 
pembeli saham akan dapat dipergunakan untuk pembangunan 
negara. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan tambang 
seharusnya dapat dipegang dan dikendalikan oleh negara 
untuk sebesar – besarnya kepentingan rakyat dengan jalan 
memiliki mayoritas saham, bukannya oleh PT. Vale yang dalam 
hal ini adalah perusahaan asing.  
5. Kontrak karya adalah kontrak perdata antara Pemerintah 
Indonesia sebagai subjek hukum perdata dengan badan 
hukum perusahaan pertambangan. Kontrak perdata berlaku 
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1) Adanya kata 
sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri; 2) Kecakapan 
para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal 
tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan 
                                                             
103 Lihat Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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kedua merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan para 
pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan 
keempat merupakan syarat objektif yang berkaitan dengan 
objek perjanjian. Maka apabila tidak terpenuhinya syarat 
subjektif akan menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan 
atau dapat dimintakan pembatalan yang ditujukan kepada 
pengadilan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif akan 
menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum atau tidak 
pernah ada dianggap perjanjian tersebut dari awal, meskipun 
demikian dalam praktek hukum, baik yang termasuk dapat 
dibatalkan maupun batal demi hukum, sama – sama harus 
dimintakan putusan pengadilan melalui gugatan perdata yang 
ditujukan kepada Pengadilan Negeri karena sebelum ada 
Putusan Pengadilan, dalil adanya syarat objektif yang 
dilanggar masih bersifat sepihak dan tidak mempunyai nilai 
eksekutorial. 
Dasar hukum Kontrak Karya PT. Vale selaku perusahaan asing 
adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing dan Undang – Undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok 
Pertambangan.  
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Setelah berlakunya Undang – Undang Minerba yang 
menentukan dalam penjelasan Pasal 169 huruf b Undang – 
Undang Minerba bahwa: 
“Semua pasal yang terkandung dalam kontrak 
karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara harus disesuaikan 
dengan undang – undang.” 
Bila merujuk pada syarat sahnya suatu perjanjian, maka salah 
satu syarat objektif dari perjanjian adalah sebab yang halal, 
Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu 
sebab dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang – 
undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu sebab 
dikatakan bertentangan dengan undang – undang jika sebab 
perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan 
undang – undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, bila Kontrak Karya PT. Vale tidak menyesuaikan 
seluruh pasalnya dengan Undang – Undang Minerba maka 
dapat dikatakan batal demi hukum. 
4.1.3 Faktor – Faktor Penghambat Renegosiasi Penyesuaian 
Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk Terhadap Undang – 
Undang Nomor 4 Tahun 2009 
Setelah disahkan, Undang – Undang Minerba membawa 
beberapa perubahan yang mendasar terutama mengenai 
dihapuskannya sistem kontrak karya bagi pengusahaan 
pertambangan dan diganti menjadi sistem izin usaha 
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pertambangan. Keberadaan kontrak karya yang telah ada 
sebelum terbitnya Undang – Undang Minerba membawa 
penafsiran yang berbeda – beda terhadap status kontrak karya 
pertambangan. 
Dalam aturan peralihan Undang – Undang Minerba secara tegas 
menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum 
berlakunya Undang – Undang Minerba akan tetap berlaku sampai 
jangka waktu berakhirnya kontrak. Namun, aturan peralihan ini 
juga menegaskan bahwa seluruh ketentuan yang tercantum 
dalam pasal – pasal kontrak karya wajib disesuaikan selambat –
lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang – 
Undang Minerba, dikecualikan mengenai penerimaan negara.104 
Hal tersebut menimbulkan persoalan bagi para perusahaan 
pertambangan pemegang kontrak karya. Para pihak dalam 
kontrak karya membuat interpretasi berbeda – beda yang 
tentunya menjadi salah satu faktor penghambat proses 
penyesuaian kontrak karya terhadap Undang – Undang Minerba. 
Perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya 
menganggap bahwa kontrak karya akan terus berlaku sampai 
berakhirnya masa kontrak (sanctity of contract) sehingga enggan 
mengubah kontrak karyanya hingga berakhirnya masa kontrak. 
Sedangkan, disisi lain muncul penafsiran bahwa kontrak karya 
                                                             
104
 Lihat Pasal 169 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara 
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pertambangan akan tetap berlaku apabila telah dilakukan 
penyesuaian terhadap Undang – Undang Minerba dikarenakan 
kontrak karya yang ada sebelum berlakunya Undang – Undang 
Minerba mencederai asas penguasaan dan pengusahaan Negara 
terhadap cabang – cabang produksi yang menguasai hajat hidup 
banyak rakyat Indonesia yang semestinya digunakan sebesar – 
besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 
Terlepas dari perdebatan tersebut, Undang – Undang Minerba 
memberikan tenggat waktu 1 (satu) tahun bagi para pihak dalam 
kontrak karya untuk mengimplementasikan kewajiban 
penyesuaian isi kontrak karya terhadap ketentuan Undang – 
Undang Minerba. Batas waktu yang hanya 1 (satu) tahun dapat 
dianggap wajar mengingat selama rezim kontrak karya 
berlangsung, kontribusi perusahaan pertambangan masih kurang 
optimal dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi 
rakyat Indonesia. Namun sangat disayangkan bahwa keseriusan 
Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanat penyesuaian 
kontrak karya baru terwujud 3 (tiga) tahun kemudian setelah 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 
tentang tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian 
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara, keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam 
membentuk tim evaluasi kontrak karya kemudian menjadi salah 
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satu faktor penghambat penyesuaian kontrak karya terhadap 
Undang – Undang Minerba. 
Selain menghormati dan mengakui keberadaan kontrak karya, 
Undang – Undang Minerba juga mewajibkan penyesuaian seluruh 
isi kontrak karya pertambangan terhadap ketentuan Undang – 
Undang Minerba selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak 
Undang – Undang ini disahkan. Akan tetapi tidak adanya 
ketentuan dan penjelasan lebih lanjut dalam Undang – Undang 
Minerba mengenai sanksi yang akan diberlakukan bagi 
perusahaan yang melalaikan kewajiban penyesuaian kontrak 
karya, serta tidak adanya kejelasan bagaimana pasal – pasal 
kontrak karya yang harus disesuaikan terhadap Undang – 
Undang Minerba menjadikan proses renegosiasi antara 
Pemerintah Indonesia dan perusahaan pemegang kontrak karya 
menjadi berlarut – larut. 
Berdasarkan pemaparan di atas, tidak mengherankan mengapa 
proses renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale menjadi alot 
kemudian berkepanjangan. Kurang sigapnya Pemerintah dalam 
melaksanakan amanat Undang – Undang Minerba, tidak 
tercantumnya dalam Undang – Undang Minerba perihal sanksi 
bagi perusahaan yang tidak menyesuaikan kontrak karyanya 
serta kurang jelasnya hal – hal yang harus di renegosiasi dalam 
kontrak karya menjadi faktor – faktor yang menghambat 
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renegosiasi penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale terhadap 
Undang – Undang Minerba. 
Sedangkan dalam tataran teknis renegosiasi, berdasarkan 
wawancara dengan bapak Michael A. Devyardi selaku Senior 
Legal Counsel Litigation and Industrial Relation PT. Vale, proses 
renegosiasi kontrak karya antara PT. Vale dengan Pemerintah 
Indonesia pertama dilakukan pada tanggal 11 September 2012, 
dimana Pemerintah menyampaikan 6 (enam) butir materi 
renegosiasi dan posisi Pemerintah atas keenam butir tersebut. 
Pertemuan yang intensif terjadi sejak bulan September 2013 
sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Amandemen 
Kontrak Karya pada tanggal 17 Oktober 2014. Kemudian faktor – 
faktor penghambat renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale terhadap 
Undang – Undang Minerba antara lain: 
1. Dinamika perubahan peraturan selama proses renegosiasi 
berlangsung, seperti misalnya ketentuan mengenai royalti dan 
divestasi.  
2. Proses pengambilan keputusan yang membutuhkan 
persetujuan dari senior level official, baik dari sisi Pemerintah 
maupun dari sisi Perusahaan.105 
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 Wawancara dengan Michael A. Devyardi, Senior Legal Counsel Litigation and Industrial 
Relation PT. Vale Indonesia, Tbk, tanggal 10 April 2015 
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4.2 Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan 
Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 Melalui Arbitral Tribunal Menggunakan 
UNCITRAL Arbitration Rules 
Dalam penyelesaian sengketa bisnis, terkhusus pada kasus 
kontraktual dibidang pertambangan. Dikenal beberapa metode 
penyelesaian sengketa. Antara lain dengan menggunakan jalur litigasi, 
negosiasi, konsoliasi, penilaian ahli dan arbitrase. Pada kasus antara 
PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia, telah ditempuh jalur negosiasi. 
Namun dengan melihat fakta bahwa:  
1. Berlarut – larutnya penyelesaian sengketa dengan menggunakan 
metode negosiasi, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara 
yang disebabkan status Kontrak Karya PT. Vale terlambat 
menyesuai dengan Undang – Undang Minerba. 
2. Kesepakatan dalam Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 
PT. Vale masih belum memenuhi semangat diterbitkannya Undang 
– Undang Minerba terkait penguatan hak penguasaan dan 
pengusahaan negara pada sektor pertambangan atau secara 
sederhana perjanjian amandemen Kontrak Karya 2014 PT. Vale 
belum sepenuhnya menyesuai dengan Undang – Undang Minerba. 
3. Di lain pihak, Kontrak Karya PT. Vale yang menjadi landasan 
beroperasinya PT. Vale di Indonesia, semestinya dijaga 
kesuciannya (sanctity of contract) hingga berakhirnya masa 
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Kontrak Karya PT. Vale di tahun 2025, mengingat sebagaimana 
diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dikenal asas pacta 
sunt servanda, bahwa kontrak karya yang telah dibuat secara sah 
bersifat mengikat kedua belah pihak layaknya undang – undang.106 
Perubahan sebuah kontrak karya harus didasarkan pada 
kesepakatan kedua belah pihak, namun setelah diterbitkannya 
Undang – Undang Minerba sesuai dengan amanat Pasal 169, 
Kontrak Karya PT. Vale secara sepihak diwajibkan untuk 
menyesuai dengan Undang – Undang Minerba sebelum 
berakhirnya masa Kontrak Karya PT. Vale.107  
Dengan memperhatikan hal – hal tersebut, maka dapat dicoba 
mekanisme lain yang dimungkinkan dalam masalah penyesuaian 
Kontrak Karya PT. Vale terhadap Undang – Undang Minerba. 
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan 
pihak atau forum ketiga sebagai wasit yang putusannya bersifat final 
dan binding. H.M.N Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan 
untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, 
dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak 
pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili 
                                                             
106 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata. PT. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. Hlm. 210 
107
 Lihat Pasal 169 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara 
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oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri 
dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.108 
Alasan/keuntungan menggunakan arbitrase sebagai metode alternatif 
penyelesaian sengketa bisnis ialah:109 
1. Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan 
Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang 
dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi 
yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, secara relatif 
memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan 
ketidak pastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, 
juga terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah 
yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat 
dalam suatu sengketa. Apabila para pihak yang menyerahkan 
perkaranya kepada arbitrase berasal dari yurisdiksi hukum yang 
berbeda, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami 
atau mempercayai sistem maupun hakim dari pihak lain. Daripada 
saling mempertentangkan sistem dan yurisdiksi hukum mana yang 
akan memutuskan, para pihak memilih untuk lebih baik 
menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem 
hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil. 
 
                                                             
108 H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok – Pokok Hukum Dagang, Pariwisata, Kepailitan dan Penundaan 
Pembayaran, Cetakan III, Djambatan. Jakarta. 1992. Hlm.1 
109
 Gary Goodpaster, dkk, Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase 
Dagang di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1995. Hlm. 19 – 22  
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2. Keahlian (expertise) 
Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki 
kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai 
persoalan yang dipersengketakan dibanding jika mereka 
menyerahkan penyelesaian kepada pihak pengadilan yang telah 
ditentukan. Mereka dapat mengangkat/menunjuk seorang arbiter 
atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian dalam bidang 
industri mereka dan dalam pokok persoalan yang dipersengketakan. 
Hal mana tidak dapat dijamin pada sistem badan peradilan umum. 
3. Cepat dan Hemat Biaya 
Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali 
lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah daripada proses 
litigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat karena para pihak tidak 
harus menunggu antrian proses litigasi pengadilan dan perkara – 
perkara mereka tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan 
(preatrial) yang ekstensif, sebagaimana dilakukan terhadap perkara 
– perkara melalui pengadilan. Sementara penyelesaian sengketa 
berlangsung, para pihak dapat tetap terus melakukan bisnis mereka 
tanpa perlu merasakan kekecewaan dan ketidak puasan yang dapat 
terjadi dalam suatu proses pengadilan. Faktor – faktor serupa ini 
membantu mengurangi biaya – biaya pemeriksaan. Dengan 
demikian arbitrase juga seringkali lebih murah daripada litigasi, 
sebab tidak ada kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase, 
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setidak – tidaknya dalam beberapa undang – undang arbitrase 
moderen. 
4. Bersifat Rahasia 
Karena berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan 
bukan bersifat umum, arbitrase juga lebih bersifat privat dan tertutup 
dibandingkan litigasi di hadapan badan peradilan umum. Sifat 
rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal – hal yang 
tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi 
bisnis umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari 
publisitas yang merugikan dan akibat – akibatnya, seperti 
kehilangan reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan – tuntutan lainya, 
masalah – masalah kredit dan lain – lain yang dalam proses 
adjukasi publik dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara 
terbuka. 
5. Bersifat Nonpreseden 
Dalam sistem hukum yang prinsip presedennya mempunyai 
pengaruh penting dalam pengambilan keputusan, menyebabkan 
keputusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat 
preseden. Para pihak khawatir akan menciptakan preseden yang 
merugikan, yang mungkin dapat memengaruhi kepentingannya di 
masa mendatang. Karena itu, untuk perkara yang serupa mungkin 
saja dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase 
tidak akan memberikan preseden. 
  
 
136 
6. Kepekaan Arbiter 
Ciri penting lainya dari arbitrase yang membedakannya dengan 
pemeriksaan melalui pengadilan adalah kepekaan/kearifan 
(sensibilitas) dari arbiter dan perangkat aturan yang akan diterapkan 
oleh arbiter pada perkara – perkara yang ditanganinya. Kendatipun 
para hakim dan arbiter menerapkan ketentuan hukum, untuk 
membantu menyelesaikan persoalan – persoalan sengketa yang 
dihadapinya, maka dalam hal – hal yang relevan, arbiter akan 
memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan 
praktek – praktek dagang para pihak. Sebaliknya pengadilan 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa publik, seringkali 
memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan 
nilai – nilai masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa 
privat yang ditanganinya, pertimbangan hakim seringkali 
mengutamakan kepentingan umum, kepentingan privat/pribadi 
merupakan pertimbangan kedua. Arbiter pada umumnya 
menerapkan pola nilai – nilai ini secara sebaliknya. Bagi para pihak 
yang bersengketa, hal ini berarti bahwa dibandingkan dengan 
hakim, arbiter lebih mungkin mempertimbangkan sengketa sebagai 
privat daripada bersifat publik/umum. 
7. Pelaksanaan Keputusan 
Akhirnya, bergantung pada peraturan arbitrase yang berlaku dalam 
yurisdiksi di mana para pihak meminta untuk melaksanakan 
  
 
137 
keputusan arbitrase, keputusan arbitrase mungkin akan lebih mudah 
dilaksanakan daripada keputusan pengadilan. Hal ini dikarenakan 
putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat 
diajukan banding, kecuali atas dasar yang sangat khusus. Hal ini 
ada benarnya sebagai contoh, bilamana hukum yang berlaku dalam 
yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan keputusan 
melalui pengadilan, tetapi tidak mengizinkan pengadilan meninjau 
kembali pokok persoalan/materi (merits) dari keputusan tersebut. 
Hal ini juga benar berkenaan dengan banyak keputusan bersifat 
internasional yang seringkali lebih siap dilaksanakan daripada 
keputusan pengadilan asing, akibat adanya perjanjian – perjanjian 
internasional (international treaties). 
8. Kecenderungan yang Moderen 
Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang 
terlihat adalah liberalisasi peraturan/undang – undang arbitrase 
untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada 
penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan umum. 
Pada umumnya, undang – undang ini dirancang untuk memberikan 
otonomi, kebebasan dan fleksibilitas secara maksimal dalam 
menyelesaikan sengketa. Hal ini dilakukan dengan memberikan 
kewenangan kepada para pihak untuk menunjuk hukum atau prinsip 
– prinsip yang adil yang dapat diterapkan terhadap sengketa yang 
terjadi antara mereka dan juga memberikan kewenangan kepada 
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mereka untuk memilih arbiter, sekaligus aturan – aturan prosedural 
yang dapat diterapkan dalam arbitrase. Hal ini berarti bahwa para 
pihak tidak perlu menerapkan hukum setempat/domestik terhadap 
sengketa, tidak memerlukan bantuan hakim pengadilan, dan tidak 
perlu mematuhi ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan 
proses acara berperkara di pengadilan. Pada dasarnya, undang – 
undang arbitrase moderen bermaksud untuk membuat penetapan – 
penetapan arbitrase, proses persidangan dan keputusan arbitrase 
agar mudah untuk dilaksanakan serta sulit untuk ditentang/dibantah 
dan ditinjau kembali. Pengakuan secara hukum oleh pengadilan 
memberikan kepada arbitrase ketegasan yang dikehendaki dan 
menciptakan bentuk – bentuk arbitrase lainya yang diterima oleh 
para penanam modal, pedagang dan pengusaha dalam 
penyelesaian sengketa. 
Di Indonesia, aturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang – 
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang – Undang 
Arbitrase). Pasal 1 angka 1 pada undang – undang ini mendefinisikan 
arbitrase, 
“Sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa.”  
Definisi yang diberikan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Arbitrase 
tersebut di atas mengandung 3 (tiga) pokok hal yang merupakan unsur 
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arbitrase, yaitu: 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian; 
2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 3) 
Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian penyelesaian 
sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. 
Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada 
kesepakatan para pihak, memiliki dua persyaratan fundamental. 
Pertama, yang harus dipenuhi sebelum proses arbitrase dimulai 
adalah keharusan adanya perjanjian arbitrase yang sah antar para 
pihak untuk menyerahkan sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi 
kepada arbiter. Mengenai persyaratan fundamental yang pertama ini, 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka suatu perjanjian 
arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang berlaku 
pada perjanjian pada umumnya yang diatur pada Pasal 1320 Kitab 
Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu: 1) Kesepakatan para pihak; 
2) Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) 
Suatu sebab yang halal. 
Kedua, bahwa sengketa tersebut harus sengketa yang arbitrable, 
yakni terdapat dalam Pasal 5 angka 1 Undang – Undang Arbitrase 
yang menyebutkan, 
“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 
hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai 
hak yang menurut hukum dan peraturan perundang – 
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa.” 
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Dengan demikian, sengketa yang tidak termasuk kategori ini tidak 
dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase. Menurut 
Konvensi New York 1958, putusan arbitrase asing yang dapat diakui 
dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan konvensi ini adalah putusan 
arbitrase mengenai sengketa yang menurut undang – undang 
domestik dianggap sebagai sengketa komersil. 
Dalam Pasal 1 butir 3 Undang – Undang Arbitrase menyebutkan 
bahwa: 
“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa 
klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian 
tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya 
sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 
dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 
Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat atau voorwaardelijke 
verbentenis. Perjanjian Arbitrase tidak termasuk pada pengertian 
ketentuan Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, 
pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada suatu 
kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak 
mempersoalkan pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan 
masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan 
perselisihan (disputes settlement) atau difference yang terjadi antara 
pihak yang berjanji.110 Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausula 
arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian 
pokok. Itu sebabnya disebut merupakan perjanjian asesor. 
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Keberadaannya, hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok 
dan sama sekali tidak memengaruhi pelaksanaan pemenuhan 
perjanjian.111 
Mengenai cara pembuatan perjanjian arbitrase, yaitu terdiri atas dua 
bentuk, yaitu pactum de compromittendo dan akta kompromis. Berikut 
adalah penjelasan atas dua jenis perjanjian arbitrase tersebut. 
Pactum de compromittendo berarti kesepakatan setuju dengan 
putusan arbiter. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 Undang – 
Undang Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut: 
“Undang – undang ini mengatur penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan 
bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul 
atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut 
akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui 
alternatif penyelesaian sengketa.” 
Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain 
kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang 
membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan 
yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa.112 Persetujuan yang dimaksud adalah klausul 
arbitrase (arbitration clause). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa klausul arbitrase dipersiapkan untuk 
mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan 
datang. Mengenai cara pembuatan klausul pactum de 
                                                             
111
 Ibid., hlm. 62 
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compromittendo, tidak tegas diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang 
Arbitrase. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, 
dijumpai dua cara dibenarkan. 
1. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. 
Ini cara yang lazim diterapkan dalam praktik, yaitu perjanjian pokok 
menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan 
arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan 
menyelesaikan perselisihan (dispute) yang timbul di kemudian hari 
melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok. 
2. Pactum de compromittendo dimuat dalam akta tersendiri atau 
terpisah dari perjanjian pokok. Apabila pactum de compromittendo 
berupa akta terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan 
perjanjian arbitrase harus berpegang pada ketentuan, bahwa akta 
persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau 
sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal 
keabsahan pactum de compromittendo, harus dibuat sebelum 
perselisihan timbul.113 
Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta 
kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang – 
Undang Arbitrase. Berikut bunyi Pasal 9 Undang – Undang Arbitrase: 
1. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal 
                                                             
113 Ibid., hlm. 66 
  
 
143 
tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani 
para pihak. 
2. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis 
sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris. 
3. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memuat: a) Masalah yang dipersengketakan; b) Nama lengkap dan 
tempat tinggal para pihak; c) Nama lengkap dan tempat tinggal 
arbiter atau majelis arbitrase; d) Tempat arbiter atau majelis 
arbitrase akan mengambil keputusan; e) Nama lengkap sekretaris; f) 
Jangka waktu penyelesaian sengketa; g) Pernyataan kesediaan dari 
arbiter; dan h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa 
untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
4. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) batal demi hukum. 
Ketentuan pasal 9 Undang – Undang Arbitrase diatas dapat diketahui 
bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah 
timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam 
perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dengan demikian, akta 
kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan 
yang timbul di antara orang yang berjanji.114 
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Berdasarkan pemaparan diatas, perselisihan antara Pemerintah 
Indonesia dengan PT. Vale dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase 
dengan syarat bahwa:  
1. Sebelum permasalahan Kontrak Karya PT. Vale menyesuai dengan 
Undang – Undang Minerba terjadi, telah termuat klausul arbitrase 
pada Kontrak Karya PT. Vale (pactum de compromittendo). Dimana 
dalam klausul arbitrase pada Kontrak Karya PT. Vale telah memuat 
ketentuan mengenai forum dan hukum yang akan digunakan atau 
disepakati kemudian dalam penyelesaian sengketa. 
2. Pemerintah Indonesia dan PT Vale bersepakat untuk membuat 
klausul arbitrase setelah perselisihan timbul (akta kompromis). 
Selanjutnya, dalam menentukan pilihan forum dan hukum yang akan 
digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dapat 
ditentukan setelahnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
Umumnya dalam setiap kontrak bisnis internasional memuat klausul 
pilihan hukum (choice of law) dan choice of forum. Choice of law 
menunjuk suatu sistem hukum tertentu sebagai hukum yang mengatur 
kontrak itu, sedangkan choice of forum berupa pemilihan atau 
penunjukan lembaga pengadilan mana atau lembaga arbitrase mana 
yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin 
timbul dari kontrak itu. Pencantuman pilihan tersebut membawa 
konsekuensi tidak adanya kesulitan baik secara teoritis atau praktis 
bila dikemudian hari benar – benar terjadi sengketa dalam penafsiran 
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atau pelaksanaan isi kontrak itu. Sengketa yang timbul akan 
diselesaikan berdasarkan hukum yang secara tegas telah ditentukan 
para pihak dalam kontrak. 
Merujuk Pasal 17 mengenai Penyelesaian Sengketa pada Kontrak 
Karya 1996 PT. Vale ditentukan bahwa: 
1. Kesepakatan Damai dan Arbitrase 
Pemerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk 
menyerahkan semua sengketa antara kedua belah pihak yang 
timbul sebelum atau sesudah pengakhiran Persetujuan ini atas 
Persetujuan ini, termasuk anggapan – anggapan bahwa satu pihak 
lalai dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya, untuk 
penyelesaian akhir, baik melalui konsiliasi, kedua belah pihak 
berkeinginan untuk meminta suatu penyelesaian secara baik 
dengan cara konsiliasi, atau melalui arbitrase. Dalam hal para pihak 
menginginkan suatu penyelesaian secara damai dengan cara 
konsiliasi maka konsiliasi akan berlangsung sesuai dengan 
peraturan – peraturan Konsiliasi UNCITRAL dalam resolusi 35/52 
yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa 
pada tanggal 4 Desember 1980 yang berjudul “Conciliation Rules of 
the United Nations Commission on Trade Law”. Dalam para pihak 
akan menggunakan arbitrase, maka sengketa akan diselesaikan 
oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan – Peraturan Arbitrase 
UNCITRAL yang dimuat dalam resolusi 31/98, yang disetujui Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 15 Desember 
1976 yang berjudul “Arbitration Rules of the United Nations 
Commission on International Trade Law”. Ketentuan – ketentuan 
tersebut di atas ini tidak berlaku untuk masalah – masalah 
perpajakan yang tunduk kepada yurisdiksi Majelis Pertimbangan 
Pajak atau Badan yang menggantikannya. Bahasa yang digunakan 
dalam acara Konsiliasi dan Arbitrase adalah Bahasa Inggris kecuali 
kedua pihak menyetujui lain. 
2. Penyelesaian Sebelum Arbitrase 
Sebelum Pemerintah atau Perusahaan menempuh upaya arbitrase 
berdasarkan peraturan – peraturan Arbitrase UNCITRAL, mereka 
seharusnya telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut melalui konsultasi dan menggunakan cara 
pemecahan administratif, dengan ketentuan bahwa Perusahaan 
tidak diwajibkan mencari sesuatu pemecahannya untuk waktu lebih 
90 (sembilan puluh) hari setelah memberitahukan Pemerintah 
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tentang sengketa yang akan timbul, jika pemecahan tersebut 
menyangkut permohonan Pemerintah. 
3. Tempat Kesepakatan Damai atau Arbitrase dan Sifat Keputusan 
Acara kerja konsiliasi atau arbitrase yang dilaksanakan menurut 
Pasal ini, akan diadakan di Jakarta, Indonesia, kecuali kedua belah 
Pihak mufakat untuk memilih tempat lain atau kecuali peraturan – 
peraturan atau tata acara berdasarkan peraturan – peraturan 
tersebut, diatas menghendaki lain. Ketentuan – ketentuan Pasal ini 
akan tetap berlaku meskipun Persetujuan ini berakhir. Suatu 
keputusan menurut acara arbitrase tersebut, adalah dapat 
dilaksanakan dan mengikat kedua belah pihak, dan secara khusus 
dapat dilaksanakan di Indonesia sekalipun acara arbitrase tersebut 
tidak diadakan di Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 17 mengenai Penyelesaian Sengketa pada Kontrak 
Karya 1996 PT. Vale, klausul arbitrase PT. Vale berbentuk pactum de 
compromittendo dikarenakan perjanjiaan arbitrase dalam Kontrak 
Karya 1996 PT. Vale menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok 
dan telah ada sebelum timbul kewajiban untuk menyesuaikan Kontrak 
Karya 1996 PT. Vale terhadap seluruh ketentuan Undang – Undang 
Minerba.  
Penyelesaian perselisihan penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dapat 
diselesaikan melalui arbitrase dengan memperhatikan bahwa dalam 
klausul arbitrase pada Kontrak Karya 1996 PT. Vale, Pemerintah 
Indonesia dan PT. Vale telah bersepakat untuk menundukkan diri, 
menautkan diri dan menyelesaikan permasalahan beda pendapat 
terkait Kontrak Karya 1996 PT. Vale melalui Peraturan – Peraturan 
Arbitrase UNCITRAL yang dimuat dalam resolusi 31/98, yang disetujui 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 15 
Desember 1976 yang berjudul Arbitration Rules of the United Nations 
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Commission on International Trade Law (selanjutnya disebut 
UNCITRAL Arbitration Rules).  
Disepakatinya UNCITRAL Arbitration Rules dalam Kontrak Karya 1996 
PT. Vale sebagai pilihan hukum antara Pemerintah Indonesia dan PT. 
Vale (choice of law) membuat ketentuan tersebut menjadi titik taut 
penentu dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase. 
Hal ini berarti dalam penyelesaian sengketa para pihak melalui 
arbitrase hanya dapat dilaksanakan melalui ketentuan – ketentuan 
UNCITRAL Arbitration Rules.  
Selanjutnya, berdasarkan klausul arbitrase PT. Vale terkait penentuan 
choice of forum, forum atau arbitral tribunal yang melaksanakan proses 
hukum acara UNCITRAL Arbitration Rules dalam menyelesaikan 
sengketa bisnis antara Pemerintah Indonesia dan PT. Vale akan 
disepakati selanjutnya. Pelaksanaan proses arbitrase melalui forum 
atau arbitral tribunal yang disepakati para pihak dengan menggunakan 
ketentuan UNCITRAL Arbitration Rules akan dilakukan bertempat di 
Jakarta kecuali disepakati di tempat lain oleh para pihak. 
UNCITRAL Arbitration Rules merupakan salah satu sumber hukum 
arbitrase internasional yang telah dimasukkan dalam sistem tata 
hukum nasional Indonesia. UNCITRAL dilahirkan sebagai Resolusi 
Sidang Umum PBB tanggal 15 Desember 1976 (Resolution 31/98 
Adopted By The General Assembly in 15 December 1976). Pemerintah 
Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani 
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resolusi dimaksud. Dengan demikian UNCITRAL Arbitration Rules 
yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber 
hukum internasional di bidang arbitrase.  
4.2.1 Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Ketentuan UNCITRAL 
Arbitration Rules 
Tujuan PBB melahirkan UNCITRAL Arbitration Rules adalah 
untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai – 
nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan 
yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. 
“Recognizing the value of arbitration as a method of settling 
diputes arising in the context of international commercial 
relations”. Demikian bunyi alinea pertama resolusi dimaksud. 
Menurut pendapat para penandatanganan resolusi, sangat 
dibutuhkan suatu aturan atau rule yang seragam dalam bidang 
arbitrase antara negara – negara yang paling berbeda sistem 
hukum, sosial, dan ekonominya, sebagai sumbangan untuk 
mendorong terwujudnya perkembangan yang harmonis dalam 
hubungan perekonomian internasional. Untuk mewujudkan cita – 
cita tersebut, Perserikatan Bangsa – Bangsa telah memprakarsai 
terciptanya suatu aturan arbitrase (Arbitration Rules) yang 
berwawasan internasional melalui konsultasi – konsultasi oleh 
United Nations Commission on International Trade Law.115 Oleh 
                                                             
115 M. Yahya Harahap, op. cit. Hlm. 61 
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karena aturan arbitrase yang dikeluarkan berdasar resolusi 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa merupakan hasil 
kerja United Nations Commission on International Trade Law 
maka dalam penyebutannya disingkat dengan UNCITRAL 
Arbitration Rules. Pokok materi yang diatur dalam UNCITRAL 
Arbitrase Rules adalah sebagai berikut:116 
1. Section 1. Introductory Rules 
Scope of application (Pasal 1) 
Penerapan kalusula atau perjanjian arbitrase antara pihak yang 
bersengketa harus dalam bentuk tertulis (agreed in writing). 
Notice and calculation of periods of time (Pasal 2) 
Pasal 2, UNCITRAL Arbitration Rules mengatur ketentuan 
tenggang waktu yang digariskan tata cara perhitungan batas 
waktu mengenai adanya pemberitahuan (notice) yang mana 
dalam hal ini meliputi pengumuman (notification), komunikasi 
(communication) atau usul (proposal), dianggap sudah diterima 
terhitung sejak disampaikan secara fisik atau in person ke 
alamat atau tempat tinggal, tempat usaha atau alamat surat 
(mailing address). 
Notice of arbitration (Pasal 3) 
Pasal 3 mengatur tentang terminologi yang digunakan 
terhadap para pihak dalam persidangan arbitrase mengacu 
                                                             
116 Lihat Pasal 1 – 41, UNCITRAL Arbitration Rules, General Assembly Resolution 31/98. 1976 
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kepada Penggugat (Claimant) dan Tergugat (Respondent), 
sedangkan Pasal 3 (2) mengatur bahwa persidangan dimulai 
sejak pemberitahuan persidangan arbitrase diterima oleh 
Tergugat. Ayat selanjutnya mengatur tentang persyaratan yang 
perlu dipenuhi dalam pemberitahuan persidangan arbitrase 
yaitu: 
a. Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase; 
b. Mencantumkan nama dan alamat para pihak; 
c. Membuat penunjukkan klausula arbitrase dalam perjanjian; 
d. Membuat penunjukkan tentang sengketa apa yang timbul 
dalam perjanjian; 
e. Memuat dasar gugatan/klaim; 
f. Mengindikasikan jumlah yang keluar; 
g. Memuat permohonan putusan; 
h. Mengisi jumlah arbiter yang berisi proposal penunjukkan 
arbiter atau pejabat berwenang, pemberitahuan penunjukkan 
persidangan arbitrase dan pernyataan klaim. 
Representation and assistance (Pasal 4) 
Berisi tentang ketentuan bahwa para pihak harus memberitahu 
pihak lainnya perihal bantuan hukum atau perwakilannya 
dalam persidangan yang telah dipilih olehnya. 
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2. Section II. Composition of The Arbitral Tribunal 
Number of arbitrators (Pasal 5) 
Pasal ini mengatur jumlah arbiter, apabila para pihak belum 
menentukan dalam perjanjian atau tidak setuju mengenai 
penunjukkan jumlah arbiter dalam waktu 15 hari setelah 
diterimanya pemberitahuan persidangan arbitrase, jumlahnya 
adalah 3 (tiga). 
Appointment of arbitrators (Pasal 6 – 8) 
Pasal 6 mengatur penunjukkan arbiter tunggal; Pasal 7 berisi 
ketentuan tentang prosedur penunjukkan tiga arbiter dalam 
persidangan; dan Pasal 8 UNCITRAL Arbitration Rules 
mengatur apabila Dewan Penunjukkan ditentukan oleh pihak 
yang bersengketa maka para pihak menyediakan: 
a. Salinan pemberitahuan persidangan arbitrase; 
b. Salinan perjanjian yang menunjukkan subyek sengketa; dan 
c. Salinan perjanjian arbitrase apabila terpisah dari perjanjian 
pokok. 
Challenge of arbitrators (Pasal 9 – 12) 
Pasal 9 mengatur kewajiban arbiter untuk mengungkapkan 
kepada Dewan Penunjukkan dan para pihak yang bersengketa 
keadaan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap 
kemandirian dan kemampuannya untuk tidak memihak secara 
adil; Pasal 10 menentukan bahwa terhadap keadaan ragu – 
  
 
152 
ragu tersebut muncul, kompetensi panel arbiter dapat 
dichallenge. Pasal 11, UNCITRAL Arbitration Rules 
berhubungan dengan prosedur challenge. Dimana pihak yang 
ingin meng-challenge arbiter memiliki jangka waktu 15 hari 
untuk mengajukan challenge tersebut semenjak pemberitahuan 
penunjukkan arbiter atau sejak tanggal pihak tersebut 
menyadari dapat diajukannya dasar challenge. Pasal 12, 
mengatur ketentuan apabila challenge yang diajukan tidak 
diterima oleh pihak satunya. Dalam hal ini, apabila challenge 
diterima, maka arbiter substitusi ditunjuk sesuai pasal 6 – 9. 
Replacement of an arbitrator (Pasal 13) 
Mengatur bahwa apabila arbiter gagal dalam bertindak, arbiter 
baru akan ditunjuk. 
Repetitions of hearings in the event of the replacement of an 
arbitrator (Pasal 14) 
Dalam pasal ini, apabila arbiter ditunjuk oleh salah satu pihak 
digantikan, Pengadilan arbitrase dalam menentukan apakah 
akan melanjutkan persidangan atau mengulang kembali 
persidangan sebelumnya, meminta persetujuan para pihak. 
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3. Section III. Arbitral Proceedings 
General provisions (Pasal 15) 
Pasal 15 menentukan bahwa Pengadilan dalam memeriksa 
serta menangani perkara harus memperlakukan para pihak 
yang bersengketa secara adil dan kedua pihak tersebut 
diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan 
pembelaannya. 
Place of arbitration (Pasal 16) 
merujuk kepada penunjukkan tempat dilaksanakannya 
arbitrase. 
Language (Pasal 17) 
Bahasa yang digunakan dalam persidangan. 
Statement of claim (Pasal 18) 
Dalam Pasal ini dipersyaratkan suatu salinan pernyataan 
klaim/gugatan beserta perjanjian para pihak untuk dilampirkan 
dalam pemberitahuan persidangan arbitrase. 
Statement of defence (Pasal 19) 
Pernyataan pembelaan yang diajukan oleh Tergugat diatur 
dalam Pasal ini. 
Amendments to the claim or defence (Pasal 20) 
Perubahan atau penambahan/melengkapi pernyataan 
pembelaan selama persidangan arbitrase. 
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Pleas to the jurisdiction of the arbitral tribunal (Pasal 21) 
Mengatur bahwa Pengadilan arbitrase memiliki kewenangan 
untuk mengatur keberatan terhadap jurisdiksinya sendiri dan 
juga eksistensi dan validitas dari perjanjian arbitrase tersebut. 
Further written statements (Pasal 22) 
Mengatur tentang adanya suatu penambahan terhadap 
pernyataan klaim ataupun pembelaan dapat dimintakan oleh 
Pengadilan arbitrase kepada para pihak untuk menyediakan 
kedua pernyataan tersebut dalam bentuk tertulis. 
Periods of time (Pasal 24 – 25) 
Dalam Pasal 24 ini, Pengadilan memiliki kebijaksanaan untuk 
menentukan jangka waktu penambahan pernyataan ini dapat 
berlangsung serta mengatur bahwa tiap pihak memiliki 
kewajiban untuk mengajukan bukti – bukti terhadap fakta yang 
mendukung klaimnya atau pembelaannya serta Pengadilan 
arbitrase dapat meminta para pihak untuk menyediakan dalam 
bentuk ringkasan (summary). Pasal 25 di satu sisi, mengatur 
bahwa apabila Pengadilan mengatur bahwa pernyataan oral 
akan didengar dalam persidangan ini, maka pihak Pengadilan 
arbitrase harus memberitahu para pihak terhadap waktu, 
tempat, serta tanggal diadakannya persidangan tersebut. 
 
 
  
 
155 
Interim measures of protection (Pasal 26) 
Pengadilan arbitrase dapat menjatuhkan putusan sela atas 
permohonan salah satu pihak dengan maksud untuk 
melindungi subjek perkara dari sengketa tersebut. 
Experts appointed by the arbitral tribunal (Pasal 27) 
Pengadilan arbitrase juga memiliki kewenangan untuk 
menunjuk para ahli untuk menjadi saksi dalam persidangan, 
dimana pernyataannya kemudian dicatat dan para pihak 
memiliki hak untuk memeriksa pencatatan pernyataan saksi 
ahli tersebut. 
Default (Pasal 28) 
Sama halnya dengan UNCITRAL Model Law, UNCITRAL 
Arbitration Rules juga mengatur tentang kesalahan para pihak 
dalam menyajikan pernyataan klaim serta pernyataan 
pembelaan. 
Closure of hearings (Pasal 29) 
Pengakhiran persidangan arbitrase diatur dalam Pasal ini. 
Waiver of right to object (Pasal 30) 
Dalam hal salah satu pihak mengetahui bahwa terdapat 
beberapa kesalahan dalam penerapan UNCITRAL Arbitration 
Rules dalam persidangan ini namun tidak menyatakan 
keberatannya, maka haknya untuk mengajukan keberatan 
yang dimiliki olehnya adalah hangus.  
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4. Section IV. The Award 
Decisions (Pasal 31) 
Prosedur pengambilan keputusan arbitrase oleh tiga arbiter 
didasari oleh suara terbanyak (Majority Decision). 
Form and effect of the award (Pasal 32) 
Mengatur bentuk putusan dan efek dari putusan arbitrase 
tersebut. 
Applicable law, amiable compositeur (Pasal 33) 
Pengadilan arbitrase menerapkan hukum yang telah dipilih 
oleh para pihak sehubungan dengan pokok perkara. 
Settlement or other grounds for termination (pasal 34) 
Pasal 34 Mengatur Penyelesaian persidangan arbitrase 
Interpretation of the award (Pasal 35) 
Dalam pasal ini, pihak yang bersengketa dapat memohon 
interpretasi terhadap putusan kepada Pengadilan arbitrase 
dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya putusan 
arbitrase. 
Correction of the award (Pasal 36) 
Memberikan ketentuan pembenaran terhadap kesalahan 
pengetikan putusan. 
Additional award (Pasal 37) 
Pasal 37 mengatur para pihak memiliki hak untuk memohon 
putusan tambahan dilakukan apabila dipertimbangkan bahwa 
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putusan sebelumnya telah gagal untuk memenuhi klaim yang 
diajukan dalam persidangan arbitrase. 
Cost (Pasal 38 – 40) 
Pasal 38 – 40 mengatur bahwa penghitungan biaya arbitrase 
dimasukkan dalam putusan arbitrase serta dihitung dari biaya 
perkara, biaya perjalanan dan pengeluaran lain sehubungan 
dengan persidangan seperti pengunaan saksi ahli, bantuan 
lain, biaya perjalanan saksi lainnya serta biaya untuk Dewan 
Penunjukkan. 
Deposit of costs (Pasal 41) 
Para pihak diharuskan untuk mendepositkan uang yang 
diperlukan untuk biaya penyelesaian sengketa sebagaimana 
diatur dalam Pasal 38. 
4.2.2 Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia 
Pengertian putusan arbitrase asing, dirumuskan dalam Pasal 1 
ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan, 
yang dimaksud putusan arbitrase asing (menurut konvensi ini) 
ialah putusan – putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara 
lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan 
pelaksanaan eksekusi atau putusan arbitrase yang bersangkutan 
(made in territory of a states other than the states where the 
recognition and enforcement of such award are sought).117 
                                                             
117 Lihat Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 
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Keputusan arbitrase asing pada prinsipnya sudah dapat di 
eksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap keputusan arbitrase 
asing di Indonesia telah terjadi sejak dikeluarkannya Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang mengesahkan Convention 
on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, yang 
dikenal dengan New York Convention 1958.118 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berhubungan dengan 
eksekusi terhadap suatu putusan dari arbitrase internasional 
adalah sebagai berikut: 
1. Yang Berwenang Menangani Eksekusi Arbitrase Internasional 
Dalam Pasal 66 Undang – Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 
1999 dikatakan bahwa yang berwenang menangani masalah 
pengakuan dan eksekusi dari putusan arbitrase internasional 
adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan suatu 
putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk Perintah 
Pelaksanaan yang dalam praktek dikenal dengan Eksekuatur. 
 
 
 
                                                             
118 Munir Fuady, op. cit., hlm. 190 – 191  
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2. Syarat – Syarat agar Putusan Arbitrase Internasional dapat 
Dijalankan di Indonesia 
Tidak semua putusan arbitrase dapat di eksekusi di Indonesia. 
Agar putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia, harus 
memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: 
a. Asas Reciprositas 
Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbitrase dari 
negara yang dengan negara Indonesia terkait pada 
perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, 
mengenai pangakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 
internasional (pasal 66 huruf a). Ini berarti bahwa asas 
reciprositas (saling mengakui) berlaku. Asas reciprositas 
yakni, asas yang menyatakan bahwa putusan negara di 
mana arbitrase berasal tersebut harus pula dapat 
melaksanakan putusan arbitrase internasional bila arbitrase 
tersebut berkedudukan di Indonesia.119 
b. Termasuk Lingkup Hukum Perdagangan 
Agar dapat dieksekusi di Indonesia, putusan arbitrase 
internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut 
ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum 
perdagangan. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa 
                                                             
119 Ibid., hlm 191 – 192  
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memberikan beberapa contoh bidang yang terlingkup dalam 
hukum perdagangan, yaitu bidang – bidang sebagai berikut: 
1) Perniagaan; 2) Perbankan; 3) Keuangan; 4) Penanaman 
Modal; 5) Industri; dan 6) Hak Kekayaan Intelektual.120 
c. Tidak Bertentangan dengan Ketertiban Umum 
Agar dapat dieksekusi di Indonesia, putusan arbitrase 
internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum (openbaar orde) menurut sistem hukum Indonesia. 
d. Mendapat Eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri 
Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di 
Indonesia setelah memperoleh eksekuatur (perintah 
eksekusi) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
e. Jika Menyangkut Negara Republik Indonesia 
Jika putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut 
negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam 
sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh 
eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 
selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. 
 
 
                                                             
120
 Penjelasan atas Pasal 66 huruf b Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
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3. Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 
dapat Dilaksanakan 
Undang – Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 
menentukan bahwa suatu putusan arbitrase internasional 
hanya dapat dijalankan jika putusan tersebut telah diserahkan 
dan didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.121 
Dengan demikian, sekurang – kurangnya ada empat tahap 
dalam pelaksanaan putusan arbitrase, yaitu sebagai berikut: 
a. Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan; 
b. Tahap permohonan pelaksanaan putusan; 
c. Tahapan perintah pelaksanaan oleh ketua Pengadilan 
Negeri (eksekuatur); dan  
d. Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.122 
4. Berkas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase 
Internasional 
Untuk dapat diperintah pelaksanaan (eksekuatur) terhadap 
suatu putusan atbitrase internasional, harus terlebih dahulu 
diajukan berkas – berkas permohonan eksekusi yang berisikan 
hal – hal sebagai berikut: 
a. Permohonan pelaksanaan eksekusi; 
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 Lihat Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 
122 Munir Fuady, op. cit., hlm. 192 – 193  
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b. Lembar asli atau salinan otentik dari putusan arbitrase 
tersebut; 
c. Terjemahan resmi dari putusan arbitrase ke dalam bahasa 
Indonesia dari putusan tersebut; 
d. Lembar asli atau salinan otentik dari kontrak yang menjadi 
dasar putusan arbitrase; dan  
e. Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari kontrak 
yang menjadi dasar putusan arbitrase; 
f. Surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik 
Indonesia di negara mana diputuskan, yang menyatakan 
bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara 
bilateral ataupun secara multilateral dengan negara Republik 
Indonesia tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan 
arbitrase internasional.123 
5. Sita Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional 
Terhadap aset – aset milik termohon eksekusi dapat diletakkan 
sita eksekusi. Tata cara mengenai sita eksekusi ini berlaku 
ketentuan dalam hukum acara perdata. 
6. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase 
Internasional 
Undang – Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan 
                                                             
123 Ibid., hlm. 194 – 195  
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bahwa bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap 
suatu putusan arbitrase internasional, selain dari yang telah 
ditentukan dalam Undang – Undang Arbitrase tersebut, berlaku 
ketentuan – ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi dalam 
hukum acara perdata yang umum. Lihat Pasal 69 ayat (3) 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.124 
4.2.3 Asas Sanctity of Contract dan The Principle of Permanent 
Sovereignty Over Natural Resource dalam Kasus 
Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Terhadap Undang – 
Undang Minerba 
Seiring dengan berjalannya waktu, Kontrak Karya antara 
Pemerintah dengan PT. Vale dirasakan dan disadari tidak lagi 
adil. Sehingga dengan demikian, sejalan dengan diundangkanya 
Undang – Undang Minerba, Kontrak Karya PT. Vale wajib 
disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Undang – Undang 
Minerba sebagaimana tertuang dalam Pasal 169 undang – 
undang ini.  
Pasal 169 Undang – Undang Minerba setidaknya mengatur tiga 
hal, yaitu: 1) Penghormatan terhadap kontrak karya hingga jangka 
waktu kontrak berakhir; 2) Perintah penyesuaian kontrak karya 
yang diberi tenggat waktu selama 1 (satu) tahun setelah 
                                                             
124 Ibid., hlm. 197 
  
 
164 
diundangkannya undang – undang ini; dan 3) Terkait penerimaan 
negara yang menjadi pengecualian penyesuaian kontrak. 
Permasalahan terjadi dari poin 2 (dua) yang menurut investor 
selalu dianggap pencideraan terhadap asas sanctity of contract. 
Di sisi lain, perintah penyesuaian kontrak karya merupakan wujud 
kedaulatan pemerintah dalam mengembalikan Hak Penguasaan 
Negara atas sektor pertambangan. 
Pacta Sunt Servanda merupakan sebuah asas dalam perjanjian 
yang berarti bahwa sebuah janji yang telah dibuat bersifat 
mengikat bagi para pihak didalamnya, yang mana pengakuan 
terhadap asas ini telah diakui secara internasional dan nasional 
hukum Indonesia.125 Dalam Kodifikasi hukum privat Indonesia, 
tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa: 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku 
sebagai undang – undang bagi mereka yang 
membuatnya.” 
Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian 
mengakibatkan suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang 
terikat untuk melaksanakan kontraktual dan bahwa suatu 
kesepakatan harus dipenuhi, sekaligus bekerjanya daya 
mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda) sebagai akibat 
perjanjian. Selanjutnya, ayat 3 pasal ini memerintahkan supaya 
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 Madjedi Hasan. Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “janji itu mengikat” dalam Kontrak Bagi 
Hasil di Bidang Minyak dan Gas. Fikahati Aneska. 2005. Hlm. 13 
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perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, bertujuan untuk 
mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang – wenang 
dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Artinya, setiap pihak 
meskipun memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pihak lain, 
harus sungguh – sungguh menghormati dan melaksanakan apa 
yang diperjanjikan. Penghormatan setinggi – tingginya kepada 
apa yang diperjanjikan dalam kontrak yang acap kali 
dimaksudkan sebagai sanctity of contract. Dalam Black’s Law 
Dictionary, sanctity of contract diartikan: 
“the Principle that parties to a contract, having duty 
entered into must honor their obligations under it.” 
Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak 
memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak harus 
menghormati/mempertahankan kewajiban mereka sesuai kontrak. 
Dalam hukum internasional, pengakuan dan dukungan terhadap 
prinsip pacta sunt servanda dan sanctity of contract ini dapat 
dilihat dalam Vienna Convention dan UNIDROIT Principle of 
International Commercial Contract. Pada The Vienna Convention 
on The Law of Treaties 1969 dinyatakan bahwa: 
“Every treaty in forces is binding upon the parties to 
it and must performed by them good faith.” 
Kemudian dalam Article 1.3 UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contract disebutkan bahwa: 
“A contract validly entered into is binding upon the 
parties. It can only be modified or terminated in 
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accordance with its term or by agreement or as 
otherwise provide in these Principles.” 
Dari sisi pihak Pemerintah Indonesia, tentang Hak Penguasaan 
Negara, ada tiga pertimbangan utama dari Pemerintah Indonesia 
dalam meninjau ulang ketentuan Kontrak Karya, meliputi: 
1. Penguasaan dan pengusahaan negara terhadap sumber daya 
alam dan pemanfaatanya untuk sebesar – besarnya 
kemakmuran rakyat tidak tercapai. Barang tambang termasuk 
dalam kekayaan alam yang terkandung didalam bumi yang 
dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 
haruslah digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran 
rakyat. Pada kenyataannya, manfaat dari sektor 
pertambangan masih kurang berkontribusi pada 
kesejahteraan rakyat. 
2. Adanya kemauan Pemerintah untuk berpartisipasi dalam 
pengusahaan pertambangan dengan melakukan kewajiban 
divestasi saham kepada peserta Indonesia. Hal ini bertujuan 
bahwa dengan memiliki saham, maka Indonesia dapat andil 
dalam pengawasan operasi perusahaan dan pengambilan 
keputusan – keputusan strategis dalam perusahaan. 
3. Meningkatkan nilai tambah barang tambang dengan 
melakukan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri. 
Dengan diolah dan dimurnikan di dalam negeri, diharapkan 
nilai jual dari barang tambang yang diekspor menjadi semakin 
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lebih tinggi. Kemudian bagi perusahaan yang tidak memiliki 
fasilitas pemurnian dan pengolahan barang tambang wajib 
mendirikan pabrik smelter yang tentunya dapat menyerap 
tenaga kerja di Indonesia. 
Pemerintah dalam hal ini didukung oleh konvenan Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya pada tahun 1906, artikel 1 yang menyatakan 
bahwa: 
“All peoples may, for their own ends, freely dispose 
of their natural wealth and resource without 
prejudice to any obligations arising out international 
econonomic co – operation, based upon the 
principle of mutual benefit, and international law. In 
no case may a people be deprived of its own means 
of subsistence.” 
Selanjutnya dalam Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa 1803, 
14 Desember 1962, Permanent Sovereignty Over Natural 
Resource. Yang mengakui adanya kedaulatan permanen negara 
atas sumber daya alam. Ada beberapa butir penting dari resolusi 
yang menarik untuk dicatat. 
1. Kedaulatan permanen negara terhadap sumber daya alam 
dilaksanakan demi kesejahteraan penghuninya dan 
pembangunan nasional; 
2. Eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam harus 
sesuai aturan – aturan yang ada di masyarakat; 
3. Kerjasama investor dan negara dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan pembagian keuntungan tidak boleh membawa 
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dampak pelemahan terhadap konsep kedaulatan permanen 
negara atas sumber daya alam; 
4. Tindakan nasionalisasi dan penyitaan diizinkan dengan alasan 
kepentingan publik dan keamanan; dan 
5. Kontroversi yang muncul sebagai akibat dari tindakan 
nasionalisasi dan penyitaan itu dapat diselesaikan melalui 
arbitrase atau adjudikasi internasional. 
Demikian dapat dipahami bahwa sanctity of contract dapat 
dikesampingkan melalui prinsip kedaulatan permanen atas 
sumber daya alam. Sehingga keberadaan Pasal 169 huruf b 
Undang – Undang Minerba adalah benar, karena fungsi 
pemerintah dalam pemberlakuan ketentuan ini sebagai fungsi 
penyelenggara negara. Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang 
memiliki kewenangan mengadakan perjanjian.  
Keberadaan Pasal 169 huruf b Undang – Undang Minerba tidak 
dapat dikatakan mencederai asas kesucian kontrak oleh karena 
adanya the principle of permanent sovereignty over natural 
resource. Keberadaan Pasal 169 huruf b adalah sebagai 
landasan hukum dari pemerintah untuk dapat menyesuaikan 
kontrak karya. Walaupun Pasal 169 huruf b bersifat memaksa, 
namun pada kenyataannya perubahan atas Kontrak Karya PT. 
Vale tetap didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.  
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Perubahan terhadap kontrak karya sangat dimungkinkan terjadi 
jika terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan 
kontrak menjadi berat bagi salah satu pihak yang dikenal dengan 
doktrin Hardship. UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contract (selanjutnya disebut UPICC) yang menjadi 
salah satu acuan dalam perancangan kontrak internasional dalam 
artikel 6.2.2 titel Hardship menyatakan: 
“the cost of party’s performance has increased or 
because the value of the performance a party 
receives has diminished and 
(a) The events occur or become known to the 
disadvantaged party after the conclution of the 
contract; 
(b) The events could not reasonably have been 
taken into account by the disadvantaged party at 
the time of congclution of the contract; 
(c) The events are beyond the control of the 
disadvantaged part; and 
(d) The risk of the events was not assumed by the 
disadvantaged party.” 
Berdasarkan UPICC, prinsip menghormati kontrak tidak bersifat 
mutlak apabila terjadi kesulitan (hardship). Pada Hardship, 
peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih 
ditekankan kepada peristiwa yang mengubah kontrak secara 
fundamental, jika terbukti ada hardship, kontrak tidak dapat 
berakhir tetapi dapat dilakukan negosiasi ulang oleh para pihak 
untuk kelanjutan kontrak, jika negosiasi gagal, sengketa dapat 
dilanjutkan ke pengadilan atau arbitrase. 
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Pada kasus penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale terhadap 
Undang – Undang Minerba, PT. Vale memang tidak pernah 
menyatakan secara tersurat menolak penyesuaian kontrak 
karyanya terhadap Undang – Undang Minerba, namun dengan 
melihat fakta alot dan berlarut – larutnya negosiasi kontrak karya 
selama 5 (lima) tahun mengindikasikan penolakan PT. Vale 
secara tersirat untuk menyesuaikan kontrak karyanya terhadap 
seluruh ketentuan Undang – Undang Minerba. Walaupun pada 
akhirnya PT. Vale dan Pemerintah Indonesia telah bersepakat 
menandatangani Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 PT. 
Vale pada akhir periode kepemimpinan bapak Susilo Bambang 
Yudoyono jilid 2 (dua), yaitu sebuah hasil dari negosiasi 
penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale terhadap Undang – Undang 
Minerba. Namun dengan melihat bahwa hasil kesepakatan 
tersebut masih belum menyesuai seluruhnya dengan ketentuan 
Undang – Undang Minerba (lihat Pembahasan sub sub bab 
4.1.2), maka berdasarkan argumentasi asas, prinsip dan hukum 
yang akan dijadikan pertimbangan arbiter atau majelis arbiter 
dalam memutuskan permasalahan ini, Pemerintah Indonesia saat 
ini dapat menganulir hasil kesepakatan tersebut dan 
mengaktifkan klausul arbitrase pada Kontrak Karya PT. Vale agar 
permasalahan ini diselesaikan lewat jalur arbitrase, sehingga 
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diharapkan Kontrak – Karya PT. Vale dapat menyesuai 
seluruhnya dengan ketentuan Undang – Undang Minerba.  
Namun apabila pada akhirnya putusan arbiter atau mahkamah 
arbiter malah merugikan Pemerintah Indonesia, berdasarkan 
konsep ketertiban umum yaitu jika pemberlakukan hukum asing 
dapat menimbulkan akibat – akibat berupa pelanggaran terhadap 
sendi – sendi pokok hukum setempat (lex fori), maka hukum 
asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar demi kepentingan 
umum atau demi ketertiban umum. Mahkamah Agung dapat 
menganulir putusan arbiter atau majelis arbiter berdasarkan pasal 
33 Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang 
Minerba.  
Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, konsep ketertiban umum 
dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa: 
“Semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk 
melindungi kesejahteraan umum (public welfare) 
harus didahulukan dari ketentuan – ketentuan 
hukum asing yang isinya dianggap bertentangan 
dengan kaidah hukum tersebut.”126 
Sebagai suatu teknik, ketertiban umum menunjuk pada situasi di 
mana pengadilan tidak mengakui suatu tuntutan yang seharusnya 
tunduk pada suatu negara lain karena hakikat dan tuntutan itu 
yang ditinjau dari yuridiksi forum, jika diakui menyebabkan:127 1) 
Pelanggaran terhadap prinsip – prinsip keadilan yang mendasar 
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127 Robert Sedler & Roger Cramton., op. cit. Hlm. 24 – 25 
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sifatnya; 2) Bertentangan dengan konsepsi yang berlaku 
mengenai kesusilaan yang baik; atau 3) Bertentangan suatu 
tradisi yang mengakar. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab 
sebelumnya dengan pokok – pokok permasalahan yang ada terkait 
dengan penyesuaian kontrak karya PT. Vale dengan Pemerintah 
Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Minerba melalui 
Arbitral Tribunal menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan 
amanat penyesuaian pada Pasal 169 huruf b Undang – Undang 
Minerba, maka seluruh ketentuan pada Kontrak Karya PT. Vale 
Indonesia, Tbk wajib disesuaikan terhadap Undang – Undang 
Minerba. Adapun hal – hal pokok yang akan berimplikasi pada 
Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk antara lain: 1) Luas wilayah 
pertambangan; 2) Perpanjangan dan berakhirnya kontrak; 3) Pajak 
dan royalti; 4) Divestasi Saham; 5) Kewajiban pengolahan dan 
pemurnian dalam negeri; dan 6) Penggunaan tenaga kerja, barang, 
jasa dan kontraktor dalam negeri.  
Dalam melakukan penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, 
Tbk, Pemerintah Indonesia menempuh jalur negosiasi yang 
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menyebabkan alot dan berlarut – larutnya proses negosiasi hingga 5 
(lima) tahun. Adapun yang menjadi faktor – faktor penghambat 
negosiasi tersebut antara lain: 1) Keterlambatan Pemerintah 
Indonesia dalam membentuk tim negosiasi selama 3 (tiga) tahun; 2) 
Tidak adanya ketentuan sanksi pada Undang – Undang Minerba 
bagi perusahaan yang lalai atau tidak bersedia melakukan 
kewajiban penyesuaian kontrak karya; dan 3) Kurang jelasnya 
bagaimana pasal – pasal dalam kontrak karya harus disesuaikan. 
Sedangkan dalam tataran teknis renegosiasi, faktor – faktor 
penghambat penyesuaian Kontrak – Karya PT. Vale Indonesia, Tbk 
antara lain: 1) Dinamika perubahan peraturan selama proses 
renegosiasi berlangsung; dan 2) Proses pengambilan keputusan 
yang lambat, baik dari pihak Pemerintah Indonesia maupun dari sisi 
PT. Vale Indonesia, Tbk. 
Setelah selama 5 (lima) tahun proses negosiasi berlangsung, pada 
akhirnya ditandatangani Perjanjian Amanden Kontrak Karya 2014 
PT. Vale antara Pemerintah Indonesia dan PT. Vale Indonesia, Tbk 
sebagai hasil negosiasi. Namun kesepakatan tersebut masih 
menyisakan beberapa poin permasalahan yang ditinjau dari Undang 
– Undang Minerba. Poin permasalahan tersebut antara lain: 1) 
Keterlambatan batas waktu penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale; 2) 
Dasar pelaksanaan usaha pertambangan PT. Vale Indonesia, Tbk 
masih berbentuk kontrak karya; 3) Pembayaran royalti dan pajak 
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oleh PT. Vale Indonesia, Tbk belum sesuai dengan ketentuan 
Undang – Undang Minerba dan besaran pembayarannya 
bergantung pada London Metal Exchange; 4) PT. Vale Indonesia, 
Tbk masih memiliki mayoritas saham. Pengelolaan perusahaan 
tambang seharusnya dapat dipegang dan dikendalikan oleh negara 
untuk sebesar – besarnya kepentingan rakyat dengan jalan memiliki 
mayoritas saham; dan 5) Tidak menyesuainya seluruh ketentuan 
dalam Kontrak Karya PT. Vale terhadap Undang – Undang Minerba. 
2. Masalah penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk 
terhadap Undang – Undang Minerba dapat diselesaikan melalui 
arbitrase. Perjanjian arbitrase dalam Pasal 17 mengenai 
Penyelesaian Sengketa pada Kontrak Karya PT. Vale 1996, 
Pemerintah Indonesia dan PT. Vale Indonesia, Tbk telah bersepakat 
untuk dapat menyelesaikan beda pendapat melalui Peraturan – 
Peraturan Arbitrase UNCITRAL yang dimuat dalam resolusi 31/98, 
yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada 
tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul Arbitration Rules of the 
United Nations Commission on International Trade Law. Terkait 
dengan forum arbitrase atau arbitral tribunal yang akan 
melaksanakan hukum acara UNCITRAL Arbitration Rules pada 
perkara ini, akan disepakati kemudian oleh para pihak. Pelaksanaan 
arbitrase akan dilaksanakan bertempat di Jakarta kecuali disepakati 
di tempat lain oleh para pihak. Eksekusi putusan arbitrase 
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berdasarkan UNCITRAL Arbitration Rules pada dasarnya sudah 
dapat dilaksanakan di Indonesia. Pengakuan terhadap keputusan 
arbitrase asing di Indonesia telah terjadi sejak dikeluarkannya 
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang mengesahkan 
Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Award, yang dikenal dengan New York Convention 1958. 
Pengakuan eksekusi arbitrase asing juga dapat di ditemukan pada 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Berdasarkan argumentasi asas, prinsip serta hukum nasional dan 
internasional, amanat penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dalam 
Undang – Undang Minerba tidak dapat dikatakan melanggar asas 
sanctity of contract. Hal ini dikarenakan pengenyampingan asas 
sanctity of contract oleh the principle of permanent sovereignty over 
natural resource. Sehingga keberadaan Pasal 169 huruf b Undang – 
Undang Minerba adalah benar, karena fungsi pemerintah dalam 
pemberlakuan ketentuan ini sebagai fungsi penyelenggara regulasi. 
Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang memiliki kewenangan 
mengadakan perjanjian. 
Berdasarkan argumentasi asas, prinsip serta hukum nasional dan 
internasional yang akan dijadikan pertimbangan arbiter atau majelis 
arbiter dalam memutus permasalahan penyesuaian Kontrak Karya 
PT. Vale terhadap Undang – Undang Minerba, Pemerintah 
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Indonesia tidak perlu takut untuk menempuh jalur arbitrase dengan 
cara menganulir Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 PT. 
Vale dan mengaktifkan klausul arbitrase, sehingga diharapkan 
Kontrak Karya PT. Vale dapat menyesuai seluruhnya terhadap 
Undang – Undang Minerba. Demi penguatan penguasaan dan 
pengusahaan negara terhadap sumber daya alam dalam rangka 
sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat permasalahan 
– permasalahan yang belum terjawab, maka penulis menyarankan 
beberapa hal berikut: 
1. Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dengan cara negosiasi telah 
melewati batas waktu yang ditentukan Undang – Undang Minerba 
serta hasil negosiasi yang disepakati oleh Pemerintahan Bapak 
Susilo Bambang Yudoyono Jilid II dalam Perjanjian Amandemen 
Kontrak Karya 2014 PT. Vale yang tidak seluruhnya menyesuai 
dengan Undang – Undang Minerba, hal tersebut perlu ditanggapi 
serius oleh Pemerintahan Bapak Joko Widodo.  
Banyaknya kesulitan dan hambatan yang dihadapi Pemerintahan 
Bapak Susilo Bambang Yudoyono Jilid II dalam menyesuaikan 
Kontrak Karya PT. Vale sehingga hasil negosiasi Kontrak Karya PT. 
Vale tidak optimal, maka Pemerintahan Bapak Joko Widodo perlu 
untuk meninjau kembali kata “penyesuaian” dalam Pasal 169 huruf b 
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pada Undang – Undang Minerba. Apakah makna “penyesuaian” 
berarti negosiasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, 
ataukah makna “penyesuaian” adalah PT. Vale wajib menyesuaikan 
Kontrak Karnyanya terhadap seluruh ketentuan Undang – Undang 
Minerba tanpa tawar menawar mengingat Pemerintah merupakan 
penyelenggara ketentuan Undang – Undang Minerba yang pernah 
menandatangai kontrak karya dibawah payung hukum Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pertambangan yang keberlakuannya telah dicabut. 
Pemerintah Indonesia juga perlu mengeluarkan peraturan 
pelaksanaan terkait sanksi bagi kontraktor yang lalai atau tidak 
bersedia dalam penyesuaian kontrak karyanya, melihat tidak adanya 
pengaturan perihal sanksi dalam Undang – Undang Minerba.  
2. Oleh karena tentunya langkah penyesuaian kontrak karya terkait 
aspek hukum maupun teknis sukar untuk dilaksanakan. Maka 
Pemerintah Indonesia mesti membentuk tim penyesuaian kontrak 
karya yang benar – benar menguasai pertambangan di Indonesia. 
Tim ini juga perlu melibatkan berbagai sektor instansi pemerintah 
untuk sinergitas peraturan perundang – undangan yang terkait di 
bidang pertambangan, yang selama ini seringkali tumpang tindih 
antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 
aturan kehutanan, aturan pajak dan royalti, pengelolaan lingkungan, 
divestasi saham, pengelolaan sosial daerah tambang dan lain 
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sebagainya. Sehingga diharapkan hasil penyesuaian kontrak karya 
dapat memberikan dampak yang optimal bagi seluruh stake holder 
di bidang pertambangan.  
Selanjutnya dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang – 
Undang Minerba, aturan pelaksanaan tersebut mesti berdasar pada 
asas penguatan penguasaan dan pengusahaan negara terhadap 
sumber daya alam demi sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat. 
3. Dengan memperhatikan bahwa: 1) Pemerintah Indonesia 
menggunakan cara negosiasi dalam menyesuaikan Kontrak Karya 
PT. Vale terhadap Undang – Undang Minerba sehingga proses 
penyesuaian terlambat hingga 5 (tahun) dan menyalahi batas waktu 
yang diberikan oleh Undang – Undang Minerba; dan  2) Hasil 
negosiasi Kontrak Karya PT. Vale belum seluruhnya menyesuai 
dengan ketentuan Undang – Undang Minerba.  
Maka dengan mempertimbangkan: 1) Dimungkinkannya 
penyelesaian permasalahan penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale 
dengan menggunakan arbitrase; 2) Dukungan argumentasi asas, 
prinsip serta hukum nasional dan internasional yang akan dijadikan 
pertimbangan arbiter atau majelis arbiter dalam memutus 
permasalahan kontrak karya.  
Penulis menyarankan Pemerintahan Joko Widodo membatalkan 
hasil negosiasi penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dan membawa 
permasalahan ini untuk diselesaikan lewat UNCITRAL Arbitration 
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Rules sehingga diharapkan Kontrak Karya PT. Vale dapat 
seluruhnya menyesuai dengan Undang – Undang Minerba. 
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